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RINGKASAN

Penélitian ini nengkaji Status Perkawinan Antar
Penganut Islam dengan Penganut Agama Lain Ditinjau Dari
Instruksi Presiden RI No.l1 Tahun 1991 Tentang Kompilssi
Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini, tidak hanya menemukan fakts
tetapi Jjuga menemuksan masalah. Di saming itu Juga
mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah vyang
kesemuanysa bertujuan untuk menganalisis hukum
perkawinan.

Pendekatan vyang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis normatif. Maksudnya adalah
suatu pendekatan yang didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlsku, Di samping itu Juga
dilakukan pendekatan agama, kaedah/normna hukum
terhadap pelaksanaan perkawinan.

Teknik analisis penelitian ini, dilakukan. secara
kualitatif dengan menggunakan netode diskriptif
analisis. Maksudnya adalah suatu studi untuk menemukan
ide yuridis atau mendapatkan suatu gambaran yvang
sempurna berdasarkan kualitas atau mutu data melalui
tahap interpretasi yang tepat untuk merefleksikan suatu
ius constituendunm.

Masalah perkawinan bukan masalah pribadi dari
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mereka yang melangsungkan perkawinan itu saja tetapi
adalah merupakan salah satu masalah keagamaan vyang
cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan
kerokhanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan,
setiap agama mempunyai peraturan sendiri tentang
perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan
harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dianut oleh
mereka yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan antara Islam dengan non Islam yang
sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, suatu
perkawinan vyang tidak sah karena tidak sesuai dengan
hukum agama.

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat
teliti dan terperineci yakni rukun dan syaratnya, untuk
membawa umat manusia hidup berkeharmonisan, sesuai
dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah
makhluk Allah yang lsin.

Perkawinan menurut hukum Islam adalsh penikahan
yaitu akad yang sangat kuat atsu miitsaagon gholiizdan
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum
Islam. Seorang pria muslim dilarang melangsungkan
perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama

Islam dan demikian pula sebaliknya, seorang wanita
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Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang
pria yang tidak beragams Islanm.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
perkawinan hanyalah sah apabila dilakukan menurut hukum

agama dan tidak ada perkawinan diluasr hukum agana.
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ABSTRCT

At inqury which wedding among the followet islanm
religion with follower another religion, it is observed
from President Instruction Number 1 at 18891 about islam
low’'s compilation.

This inquiry it’'s not to fact finding, but also
problem finding. Beside, too problem indentifcation and

problem solution, which all intends to analyse for

wedding law’s.
For problem solution it is used normative approach.
With to various that law regulation, then among
wedding religon it's observed from law's compilations

there is not legal.
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Keadsan masyarakat yang semakin nodern dan
kompleks semakin membutuhkan pengaturan yang formil
sifatnya, dalam hal ini adalah hukum. Hal ini
disebabkan cleh situasi kehidupan itu sendiri yang
semakin kompleks, yang nenungkin orang-orang
berhubungan secsara tertib. Dalam suasana vang
demikian itu,dibutuhkan campur-tangan peraturan
hukum tempat orang berpijak, yang diharapkan akan
dapat memberikan pedoman dalam liku-liku kehidupan
modern. Identifikasi ini akan 1lebih Jjelas 1lagi
manakala undang-undang itu kita tempatkan di dalam
konteks suatu negara demokrasi, di mana undang-

undang itu merupakan hasil koleksi dari berbagai

lapisan masyarakat dan kepentingan dalanm
masyarakat,
Sasongko Brotosiswojo menyatakan bahwa

partisipasi yang luas dari masyarakat melalui
tindakan-tindakannya itulah yang dikehendaki oleh
demokrasi. Semakin kompleks suatu masyarakat,

maka akan semakin besar keaneka-ragaman maupun

Mol Lt
1 PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIKLANGG.
SURABAYA

TESIS | STATUS PERKAWINAN ANTAR ... ARSYAD SAD




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

perbedaan-perbedaan yang dapat dijumpai pada
kepentingan-kepentingan anggota masyarakatnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang-undang
sebagali suatu pantulan pertentangan kepentingan
masyarakat.l

Selanjutnya dikatakan bahwa perkawinan merupakan
nasalah vang tetap hangat di seluruh lapisan
masyarakat, karena melalui perkawinan, tercipta
banyak seksali makna dalam kehidupan manusis,
antara lain melaksanakan regenerssi untuk menjaga
kelestarian umat manusia, di samping merupakan
tempat melaksanakan tanggung jawab dalam membentuk
pribadi generasi selanjutnya. Perkawinan bukan
masalah mudah, walaupun kelihatannya sederhansa,
karena perkawinan harus dijalani dengan persiapan
vang matang sehingga, tidak menimbulkan hal-hal
yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat.?

Perkawinan yang diatur dalam undang-undang
secara umum meliputi asas-asas perkawinan,
pengertian perkawinan, sahnya perkawinan, putusnya

perkawinan dan sebab akibatnya, kedudukan keluargsa

1 Sution Usman Adji, Kawin Lari Dan Kawin Antar
agama, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 1.

2 ibid, h., 2.

r3
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dalam perkawinan dan bentuk perkawinan.

Undang-undang tersebut, mendapat pengaruh dari
ketentuan agama, sehingga sering menimbulkan
permasalahan-permasalahan dalam pelaksansan undang-
undang perkwinan. Masalah perkawinan itu sendiri
serta hubungan hukum antara pengaruh agama tidak
dapat dipisahkan. l

Masalah perkawinan buksanlah masalah pribadi dari
mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, J
tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan
vang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya
dengan kerokhanian seseorang. Sebagail suatu masalah
keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini
mempunyai peraturan sendiri tentang porkawinan,
sehingga pada prinsipnnya diatur dan harus
tunduk pada ketentuan-ketentuan atau ajaran-
ajaran adama vang dianut oleh mereka yang
melansungkan perkawinan.

Di samping sebsagal suatu sifat keagamaan,
perkawinan Juga menyangkut hubungan antar manusia
maka perkawinan inipun dapat juga dianggap sebagai
suatu perbuatan hukum. Dalam mengatur masalah
perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum unat
manusia melalui penguasanya dalam suatu ikatan
kenegaraan menetapkan peraturan hukum perkawinan

sesuali dengan kebutuhan mereks nasing-masing

L
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mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam
kenyataannya, di manapun juga pengaruh agama yang
paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukun
adalah bidang hukunm perkawinan.3

Mengingat Negara Indonesia hidup dan diakui
berbagai macam agama dan kepercayaan, maka tidak
mengherankan apabila sering dijumpai atau mendengar
adanya perkawinan antara orang-orang yang berbeda
agama atau kepercayaan.

Di dalam Negara Republik Indonesia, sebagai
negara yang bedasarkan Pancasila, di mana sila yang
pertama adalah Ketuhanan Ysang Maha Esa, maka
perkawinan dianggap mempunyai hubungan vyang erat
dengan agama/kerokhanian sehingga perkawinan bukan
saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi Jjuga
unsur batin/rohani yang mempunyal peranan penting.

Masalah perkawinan antar agama bukanlah
merupakan suatu masalah yang mudah dipecahkan
dengan begitu saja, karena soal agamsa dan soal
perkawinan adalah soal yang paling penting di

dalam kehidupan sesecorang. Oleh karena itu tepatlah

3 Abdurrahman Dan Riduan Syahrani,Masalah-tlasa-
lah Perkawinan Di Indonesia, Alumni, Bandung,
1974, h, 18-19.
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apa yang telah dikemukakan S.A. Hakim, bahwa
rasalah perkawinan antar agama adalah masalah vyang
sangat urgent dan perlu dibahas dalam suatu
pembahasan hukum yang 1ayak.4

Perkataan berlainan agama dalam perkawinan yang
dimaksudkan adalah perkawinan antars seseorang
dengan orang lain di mana antara mereka terdapat
berlainan agama dan masing-masing agama yang mereka
anut mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai
perkawinan, sedangkan nereka nempertahankan
mesing-masing agama.

Pengertian di atas, sejalan dengan apa vyang
dikemuksksn oleh Abdurrahman dan Riduan Syahrani
mengenai arti dari perkawinan antar agama yaitu
suatu perkawinan yang dilaskukan oleh orang-orang
vang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda
antara satu dengan vang 1ainnya.5

Sebelum berlakunya Intruksi Presiden No. 1 tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah berlaku
hukom perkawinan untuk golongan dan berbagai tempat
dan Undang-undang No. 1 tahun 1874.

Hukum perkawinan untuk golongan dan berbagai
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tempat, bagi mereka yang melaksanakan perkawinan
dari golongan agama yang berbeda berlaku ketentuan

vang disebut Regeling op de Gemengde Huwelijken

atsu lebih dikenal dengan istilah peraturan

Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam 5tb

1888 No. 158. Menurut peraturan ini perkawinan

antar agama dapat dimasukkan dalam pengertian

perkawinan campuran.

Di dalam pasal 1 G.H.R disebutkan ; Perkawinan
antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan. Istilah tunduk pada hukum
yang berlainan diartikan luas termasuk hukum agama.
Selanjutnys pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa
perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali
tidak merupakan penghalang‘ untuk melangsungkan
perkawinan.

Jadi, ketentuan ini membuks seluas-luasnya
kemungkinan untuk mengadakan perkawinan antar agsma
sekalipun hal-hal tertentu harus mengesampingkan
hukum &agama. Ketentuan yang demikian sudah barang
tentu sangat bertentangan dengaﬁ agama (Islam} dan
Undang-undang No. 1 tahun 1874, sehingga tepat
bila pasal 66-nya dinyatakan tidak dapat
diterapkan bagi umat Islam.

Sedangkan Undang-undang No. 1 tahun 1874 passal

97 menyebutkan: Perkawinan Campuran adalah
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perkawinan antara dua orang yang di Indonesia
tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan
kewarganegaraan dan salsh satu pihak kewarganegn-

raan Indonesia.

Berdasarkan rumusan tersebut di atss, maka
pengertian perkawinan campuran lebih sempit hanya
antara dua orang yang di 1Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan karens perbedaan kewarganega-
raan di mana salah satu pihak kewarganegaraan
Indonesia.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun
1974 didasarkan pada ajaran agama dan tidak
membenarkan adanya perkawinan yang menyimpang dari
ajaran agama. Pasal 1 merumuskan pengertian
perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan mementuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
"Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian dalam pasal 2
ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah,
apsbila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanys dan kepercayaanya itu.

Hazairin mengatakan bagi orang Islam tidak ada

kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hukum

agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen
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dan bagi orang Hindu atau Hindu Bali seperti vyang
dijumpai di Indonesia.®

Adanya ketentuan yvang demikian dalam negara yang
berdasarkan Pancasila yang secara tegas mengakui
adanya “prinsip kebebasan beragama”, maka ketentuan
tersebut telah memberikan otoritas kepada masing-
masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran
agamanya atau dengan perkataan lain masing-masing
agama berhak menentukan sah atau tidaknya suatu
perkawinan menurut ukurannya sendiri, vang
kenyataannya berbeda antara agama yang satu dengan
lainnya. Persoalannya tidak begitu pelik andaikata
setiap orang melangsungkan perkawinan dengan
orang-orang yang seagama saja atau besedia begitu
saja pindah agama. Akan tetapi bagi mereka yang
menyadari akan artinya “iman” dan mereka tetap
berniat untuk melangsungkan perkawinan tanpa
mengorbankan keimanannya masing-masing.

Bila diteliti pasal-pasal dari Undang-undang No.
1 tahun 1874 dan berbagai peraturan pelaksanaannya,
tidak akan ditemukan suatu pasal vang mengatur

secara tegas tentang perkawinan antar agams. Akan

s Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Ferkawinan No.

1l Tahun 1974 Tentang Ferkawinan, Tintamas, Jakarta,
1986, h. 2.
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tetapi dari penelitian tersebut dapat ditemukan
suaty ketentuan yang tersirat bahwa sekalipun
Undang-undang No. 1 tahun 1874 tidak mengatur
secara tegas namun masih diakuinya eksistensi dari
ketentuan-ketentuan hukum agama di dalamnya dan
sebagai dasar yang menentukan sahnya suatu perkawi-
nan.

Pi dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 dinyatakan
bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya 1itu. Dengan
demikian peranan agama dan kepercayaan
merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau
tidaknya suatu perkawinan.

Masalah perkawinan antar agama, dalam Kompilasi
hukum Islam yo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154
Tahun 1881, menyatakan dengan tegas bahwa tidak
membenarkan adanya perkawinan antar agams.

Islam mengstur masalah perkawinan dengan amat
teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia
hidup berkeharmonisan, sesuai kedudukannya yang
amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang
lain. Hubungan pria dengan_uanita ditentukan agar
didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah
sebagai Al Khaliq (Tuhan Pencipta) dan kebaktian

kepada kemanusisan guna melangsungkan kehidupan

Jenisnya.
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pasal
2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan
vaitu akad yang sangat kuat atau niitsaaqgon
gholiizdhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan
pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam
adanya ketentuan peminanngan sebelum kawin dan
ijab kabul dalam akad nikah vang dipersaksikan
pula dihadapan masyarakat dalam suatu upacara yang
disebut “"walimah".

Hak dan kewajiban suami isteri timbal-balik
diatur amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan
kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya.
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri
diatur pula bagaimana cara nengatasinya.
Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam
keluarga dengan sebaik-baiknya, agar keserasian
hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Dari wursian tersebut dapat diambil ketentuan
bahwa hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang
amat penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan
mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupa-
kan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan

kedudukan manusia sebagai nakhluk vang

10
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berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.
Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama
Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al
Qur "an dan Sunnah Rasul.

Walaupun Islam atau Kompilasi Hukunm Islam
mengatur dengan Jjelas tentang perkawinan dan
melarang atau tidak membenarkan adanya perkawinan
vang tidak seagama, yang pelaksanasnnya jelas
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Islam dan
perudang-undangan nasional in casu Undang-undang
No.1 tahun 1874, namun kenyataannya dalam
masyarakat mwnasih tetap terjadi perkawinan antar
agama, vyang akhirnya membawa dampak negatif bagi

pribadi suami isteri dan lebih-lebih terhadap

keturunannya.

1.2. Permnasalahan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di

atas, maka penulis membatasi masalah dan pembahasannysa

sekitar

Sejauh mana status hukumnya bagi orang yvyang
melakukan perkawinan antar sagama setelah

berlakunya Kompilasi Hukum Islam ?

11

TESIS ' STATUS PERKAWINAN ANTAR ... ARSYAD SAID




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1.3. Tujuan Penelitian.
1.3.1. Tujuan Umum.

Penelitian tidak hanya menemukan fakta (Fact
Finding), tetapi juga menemukan masalah (Problem
Finding). Di samping itu, Jjuga mengidentifikasi
masalah (Problem Identification) dan mnemecahkan
masalah (Problem Solution), vang kesemuanya
bertujuan untuk menganalisis hukum (dalam hal ini

hukum perkawinan).

1.3.2. Tujuan Khusus.

Untuk mengetahui dan menganalisis masalah
perkawinan antar agama ditinjau dari Instruksi
Presiden No.l1 tahun 1881 tentang Kompilasi Hukum
Islam dan seberapa jauh perangkat hukum positip

memecahkan masalah perkawinan antar agama tersebut.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini diperinci dalam bab demi bab
vang terdiiri dari
Bab 1, merupakan pendshuluan, dan menguraikan
secarai gsaris besar mengensi : latar belakang

masalah, peruwmusan permasalahan, dan sistimatika

penulisan.

Bab 2, membahas tinjauan tioritis hukum perkawinan,

—wiik |
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Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian,
tujuan, sahnya perkawinan dan perkawinan campuran
menurut Undang-undang Perkawinan, pandangan agama
Katolik, Protestan, Hindu dan Budha terhadap
perkawinan antar agama, serta pengertian, tujuan,
sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam
Bab 3, membahas metode penelitian yang meliputi ;
pendekatan masalah, sunbér data, prosedur
pengumpulan data, dan teknik analisis dats.

Bab 4, membahas mengenai pandangan Kompilasi Hukum
Islam terhadap perkawinan antar agama yang
meliputi ; perkawinan pria Islam dengan wanita
musyrik, perkawinan pria Islam dengan wanita ahli
kitab dan perkawinan wanita Islam dengan pria bukan
Islam.

Bab 5, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan
yang diambil dari hasil pembahasan pada bab-bab

sebelumnysa dan terakhir akan diajukan saran-saran.
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BAB 2
TINJAUAN TEORITIS HUKUM PEREKAWINAN

Di Indonesia agama yang diaskui oleh Pemerintah
sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Presiden
(PENPRES) No.1l tahun 1864, yaitu agama Islam, Katolik,
Protestan, Hindu dan Budha. Sedangkan kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaiwana diatur dalanm
Ketetapan MPR~RI Nowor IV/1878, Bab IV No. 13 angka 1
huruf f dinyatakan bukan sebagai agams. Adapun
pembinaan terhadap kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha
Esa dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan
agama baru. !

Secara umum dapat dikataksan bahwa kalau ada
pengaruh suatu agama pada isi dan perkembangan suatu
peraturan hukum, maka layak bila pengaruh agama itu
paling tampak pada hukum perkawinan dan keluargsa.

Juga dapat dikatakan bahwa bila hubungan seseorang
dengan istrinya atau dengan suaminya dan dengan
anggota-anggota keluarga bersifat terus nenerus
(permanen), maka ajaran-ajaran suatu agams dapat lebih

meresap dalaw perkawinan dan kekeluargaan.

1 Sahibi WNaim, Kerukuran Antar Umat Beragama,
Gunung Agung, Jakarta, 1983, h. 10-11.
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Dalam hubungan dengun elukssnaun Undang-undang
Perkawinan dewasa ini, adanya Undang-undung No.1 tahun
1874 yang merupakan hukum negara dan pengakuannya
terhadap hukum agama mengenai sahnya suatu perkawinan,
menimbulkan pertanyaah: bagaimana hubungan antara hukum
agama dan hukum negara di sini, khususnya apabila
terjadi benturan (botsing) antara dua hukum itu? Hukum
manakah yang berlaku? )

Terhadap hal tersebut di atas, terdapat dusa
pendapat. Pendapat pertama menghendaki agar hukum agama
yvang primer, artinya hukum agama yang menentukan atau
sedikitnya mempengaruhi bentuk dan corak hukum negarsa,
sehingga hukum negara di sini mencerminkan hukum agamsa.
Negara-negars vang menganut aliran ini, antara
lain Pakistan dan Vatikan.

Pendapat yang lainhberpendirian bahwa dalam suatu
negara itu harus diutamsakan hukum negara. Hal ini tidak
berarti bahwa hukum agama merupakan pencerminan atau
menggambarkan hukum negarsa, melainkan dalam hubungan
antara hukum negara dan hukum agama, maka hukum negara
yang primer. Kenyataan ini berarti bahwa di dalam
negara vang menganut faham ini, maka tiap-tiap adama
masing-masing dengan hukumnya sendiri diperbolehkan

berkembang dan maju sesuai dengan ajarannya, sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-
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undangan negara.z

Pendapat yang kedua ini yang dianut oleh Negara RI
berdasarkan pasal 28 UUD 1845, dendan ayat (1) vang
berbunyi: "Negara bedasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Selanjutnya ayat (2) berbunyi: "Negara menjamin
Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masihg-masinz dan beribadat menurut agama dan

kepercayannya itu Kebebasan beragama merupakan salah
satu hak yang paling asasi sifatnya di antara beberapa
hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragaepa itu
langsung bersumber kepaga martabat manusia sebagai
mahluk ciptaan Tuhan.

Secara umum menurut hukum agama, perkawinan adalah
perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua
pihak dalam memenuhi perintah Tuhan agar kehidupan
berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik
sesual dengan ajaran agama masing-masing. Jadi,
perkawinan dilihat dari sedi keagamnaan, adalah
suatu perikatan jasmani dan rohani yvang berakibat hukun
terhadap keturunan yang dianut kedua calon mempelai.

Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan

2 Ahmad Ichsan, Hukum Ferkawinan EBagi Yang
Beragama Islam : Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara

Sosiclogi Hukum, Pradnya Faramita, Jakarta, 1989, h.
22-23.
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imannya dan taqwanya mengenai apa yang seharusnya
dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan
(dilarang).

Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha
mnasing-masing mempunyai peraturan tentang syarat-syarat
dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang berbeda satu
sama lain. Oleh karena itu, sebelum menbicarakan
perkawinan antar agama, perlu kiranya untuk
mengetahul konsepsi perkawinan yang dianut oleh sistem
hukum nasional kita seperti yang dituangkan dalam
Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 naupun
konsepsi perkawinan dari wmasing-masing agama yang

diakui di Indonesia.

2.1. Perkawinan Henurut UU No. 1 Tahun 1874

Pasal 1 Undang-undang N¢. 1 tahun 1974 memberi
definisi perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluargs (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari rumusan pasal 1 tersebut, kita dapat melihat

adanya dua pokok pengertian, yaitu arti dan tujusan

perkawinan.

17
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2.1.1. Pengertian Perkawinan

Pendertian perkawinan dapat kita ambil dari
rumusan pasal 1 tersebut di ats, yang berbunyi:
"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami istri”.

- Dalam hubungan ini, R. Soetojo Prawirohamidjojo
mengatakan bahwa suatu ikatsn lahir merupakan ikatan
vang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan
hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup
bersama sebagal suami istri; dengan kata lain, bhal itu
disebut hubungan formal. Hubungan formal ini nyata,
baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun
bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin
merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang
tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dirasakan oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.3

Dalam tahap permulaan untuk nengadakan
perkawinan, ikatan batin ini diawali adanya kemauan
vang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Jelasnya
dalam suatu per-kawinan tidak boleh hanya ada ikatan

lahir atau ikatsn batin saja. Kedua unsur tersebut

—————— e e e ———— e

3 R. Soetojo Prawirohamidioyaon, Fluralisme Dalam
Perundang—undangan Ferkawinan Di Indonesia, Airlangga

University Press, BSurabaya, 1986, h. Z8B.

i8
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harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalinnya 1katan
lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam

membentuk dan membina keluarga yang bahagian dan keksal.

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-undang
No. | 1 tahun 1874, kita masih berpegang padsa
rumusanpasal 1, yaitu anak kalimat kedua yang ber
bunyi: "Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

vang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa

dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu
kebahagisan. Kebahagiaan yang hendak dicapai bukanlah
kebahagiaan vang sifatnya sementara saja, tetapi
kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yvang
diharapkan Jjuga adalah perkawinan yang kekal. Untuk
itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi,
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya
membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan
materiil.

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan itu, kita
juga mendapsat pengertian bahws untuk mnembentuk
suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal
itu, haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha
Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius

dari bangsa Indonesia yang mendapatkan realisasinya
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di dalam kehidupan beragama dan bernegars

2.1.3. Sahnys Perkawinan

Perkawinan, adalah suatu perbuatan hukum. Sebagai
perbuatan hukum, perkawinan menimbulkan akibat-akibat
hukum. Apabila perkawinan itu dilaksanakan secara sah
menurut hukum, maka akibat hukum yang timbul juga sah.
Jadi sah tidsknya suatu perbuatan hukum termasuk
perkawinan, indikatornya adalah ketentuan hukum positip
vang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Adsapun
ketentuan hukum yang mengaturnya, adalah Undang-undang
No. 1 tahun 1874 dan peraturan pelsksanaannya PP No. 9
tahun 1875.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang
No. 1 tahun 1874, bahwa perkawihan adalah sah, &apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.

Dalam kaitan dengasn pasal 2 ayat (1) Undang-undang
No. 1 tahun 1874 tersebut, Menteri Agama Alamsyah Ratu
Prawiranegara dalam suratnya kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 18 Oktober
1878 Nomor B.VI/11215 antara lain menyatakan4:

4 gahibi Naim, Op.cit,. h. 11-12,
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"Dalam Negara Republik Indonesia yvang
berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya
tatacara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut
aliran kepercayaan, dan tidak dikenal pula
penyebutan "Aliran Kepercayaan" sebagai "Agama”
baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
lain-lain.

Orang beragama/pemeluk agama yang mengikuti
aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang
dipeluknya. Oleh karena itu pula tidak ada

tatacara “"Perkawinan menurut aliran kepercayaan”
dan "Sumpah” menurut aliran kepercayaan.

Tatacara hidup bersama tanpa perkawinan/nikah

tidak dibenarkan (dilarang), karena bertentangan
dengan norms-norma agama dan peraturan perundang-

undangan”

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.
1 tahun 1974, kita melihat bahwa undang-undang perkawi-
nan ini menggsntungkan sahnya suatu perkawinan kepada
hukum agamanya masing-masing dan kepercaysannya itu.
Hal ini berarti bahwa sysrat-syarat perkawinan itu
sendiri mestinya juga harus didasarkan kepada syarat-
syarat perkawinan seperti yang diatur menurut hukum
agams dan kepercayaan itu. Walaupun demikian, kita
dapati bahwa undang-undang ini juga mengatur syarat-

syarat bagi sahnya suatu perkawinan.

2.1.4. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Untuk  dapat melaksanakan perkawinan nenurut
ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tshun 1874, maka
terlebih dahulu calon mempelai harus memenuhi beberapa

persyaratan vang ditentukan oleh undang-undang, baik
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syarat-syarat intern maupun syarat-syarat ekstern.

Syarat intern, adalsah yang menyangkut diri pribadi
calon mempelai. Sedangkan syarat eskstern, yaitu sysrat-
syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang
harus dipenuhi sebelun dan pada saat nelangsungkan
perkawinan.

Adapun syarat-syarat intern, adalah sebagai
berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedusa
calon mempelai;

2. Harus mendapat 1izin dari kedua orang tua, bagi
mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila salah
satu orang tua telah meninggal, izin dapat diperoleh
dari orang tua yang masih hidup, bila itupun tiada,
dari wali orang yang memelihara atau kelusrga yang
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus
ke atas, atau juga izin dari pengadilan bila orang
tersebut tidak ada atau tidak mungkin diminta izin-
nya; |

3. Bagi pria harus sudah mencapail usia 18 tahun dan
wanita 18 tahun, kecuali ada dispensasi vang
diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh kedua belah pihak;

4. Kedua belah pihak tidak terikat tali perkawinan

dengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanysa
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mengizinkan untuk berpocligami;

5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan
untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang
men-syaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yalitu
sekurang-kurangnya 80 hari bagi vang putus
perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi

mereka yang putus perkawinannya karena kematian

suaminya.

Syarat-syarat ekstern, meliputi:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan
kepada pegawai pencatat perkawinan;

2. Pengumuman oleh pegawail pencatat perkawinan;

3. Pelaksansasan perkaginan menurut hukum agamnanya dan
kepercayaannya masing-masing;

4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat
perkawinan.

Menurut ketentuan pasal 3, 4, 5 PP No. 8 tahun
1975, mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsung-
kan perkawinan harus sekurang-kurangnya 10 hari kerja
sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat
dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dapat
dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua wakil
mereka. Atas pemberitahusn ini, maka pegawai pencatat
yang menerima pemberitahuan wajib meneliti apakah

syarat-syarat perkawinan bagi yang bersangkutan telah

_________.--—-"—'_-—‘ -
3 MILIK .
PERPUSTAKAA
UNIVERSITAS AIRLANGG-

SUR)‘ BAY‘é‘__/J
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dipenuhi secara lengkap, yaitu sesuai dengan syarat
vang ditentukan oleh pasal 6 PP'No. 8 tahun 1875,
Setelah dipenuhi segala tata cara dan syarat-syarat
pemberitahuan dan tiada suatu halangan perkawinan, maka
pegawal pencatat dapat menyelenggarakan pengumumnan
dengan cara menempelkan pengumuman tersebut pada
Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat yang sudah
ditentukan dan mudah dibaca oleh umunm.

Dengan persyaratan dan formalitas beserta
penunjukan pejabat tertentu yang terkait dalan

pelangsungan perkawinan, undang-undang bermaksud untuk

adanya:5

1. keterbukaan, lebih-lebih untuk memberikan kesempatan
bagi mereka yvyang mengetahui adanya halangan
perkawinan untuk masih dapat mencegahnya;

2. jaminan bahwa para pejabat tidak begitu saja dengan
mudah dapat melangsungkan perkawinan;

3. perlindungan terhadap calon suanmi istri atas
perbuatan yang tergesa-gessa;

4. pencegahan atas apa vang disebut sebagai
perkawinan klandistin;

5. kepastian tentang adanya perkawinan.
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Bilamana pengumnuman di atas tidak ada
sanggahan-sanggahan, maka perkawinan dapat dilaksanakan
di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri
oleh dua orang saksi (pasal 10 ayat 3 PP No. 8 tahun
1875), dengan mengindahkan/memperhatikan ketentuan
pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1874 bahwa perkawinan
adalah ssah, apabila dilakukan menurut masing-masing
nukum agamanya atau kepercayannya itu. Sesuai dengan
memori penjelasan pasal 2, maka yang dimaksud dengan
hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu,
termasuk ketentuan perundang-undangan vyang berlakn
bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-
undang ini (UU No. 1 tahun 1874).

Jadi mereka yang beragama Islam masih pula
dikuasai oleh ketentuan UU No. 22 tahun 1846 yo UU No.
32 tahun 1854, vaitu tentang pencatatan Nikah, Talak
dan Rujuk yang semula berlaku hanya di seluruh Jawa dan
Madura dan sejak tanggal 26 Oktober 1854 dinyatakan
berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan bagi golongan Bumiputra vang beragama
Kristen berlaku ketentuan Staatsblad 1933 nomor 74 yang
dulunya hanya berlaku untuk daerah Jawa, Madura, Ambon,
Saparua dan bekas keresidenan Manado, serta sejak tahun

1975 (dengan instruksi Menteri Dalam Negeri) dinysatakan

berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

~J
4}
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Bagi mereka yang berasal dari golongan Eropa dan
Timur Asia Tionghoa, masing-masing masih dikuasai
ketentuan Staatsblad 1848 nomor 25 (Reglement op het
houden der Register van de Burgerlijke Stand voor de
Chinezen).

Beberapa ketentuan yang telah disebutkan di atas
menunjukkan bahwa sahnya perkawinan menurut ketentuan
pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.l1 tahun 1874
berfungsi menjembatani dengan mengembalikan kepada
hukum agamsanya dan kepercayaannya serta hukum yang
berlaku kepadanya. Dengan sahnya perkawinan menurut
hukum maéing—masing agamanya dan kepercayannya itu,
maka menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 adalah sah. Untuk
dapat dikatakan sah menurut ketentuan perundang-
undangan, maka tahap berikutnya adalah mencatatkan
perkawinan menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-
undang no. 1 tahun 1874.

Keabsahan suatu perkawinan di Indonesia yang
dijadikan indokator, adalah hukum positif. Betapapun
hukum masing-masing agdama dan kepercayaannya telah
mengaturnya secara limitatif mengenai keabsahan
perkawinan, namun keabsahan perkawinan menurut hukum
agama belum cukup. Suatu perkawinan dinyatakan sah,
apabila perkawinan yang dilaksanakan sudah sesualil

dengan hukum positif (UU No. 1 tahun 1974), di nana
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agama dan kepercayaan sudah termasuk di dalamnya.

2.1.5. Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Kalau kita telusuri Undang-undang No. 1 tahun
1974, kita tidak menemukan rumusan mengenai perkawinan
antar agama karena memang di dalam undang-undang
tersebut tidak ada satu pasalpun yang mengatur hal itu.

Di dalam passal 57 Undang-undang No. 1 tahun 1974
menyatakan, vyang dimaksud dengan perkawinan campuran
ialah: "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia
tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan
Indonesia”. Dalam rumusan ini tidak dijelsskan secara
harfiah, apakah termasuk perbedaan hukum agama, yang
dijelaskan lebih . lanjut hanya vang berlainan
kewarganegaraan. Jadi pasal 57 tersebut bukan mengatur
perkawinan antara orang vyang berbeda agana, vang
berarti Secars resmi maupun secara eksplisit,
perkawinan antar agama belum ada undang-undang yang
mengatur secara yuridis. Di Dalam pasal 1 ayat 2
Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya kepercayaan itu.

Hal ini berarti, undang-undang menyerahkan kepada
masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan

syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (di
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samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah
ditetapkan oleh negara). Kemudian dalam pasal 8 butir f
Undang-undang Perkswinan menyatakan :"Perkawinan
dilsrang antaras dua orang yang mempunyai hubungan yang
oleh agamasnya atau peraturan lain yang berlaku dilarang
kawin". Berdasarkan rumusan ini, dapat ditarik kesimpu-
lan bahwa di samping ada larangan- larangsan lain vang
secara tegas disebutkan di dalam Undang-undang perkawi-
nan dan peraturan-peraturan lainnya, Juga ada
larangan-larangan dari hukum masing-masing agamanys.

Oleh karena di dalam Undang-undang Perkawinan dan
peraturan lainnya tidak terdapat adanya larangan
terhadap perkwinan antar agsma, maka tahap terakhir
yang menentukan ada tidaknya larangan terhadap
perkawinan antar agama tersebut adalah hukum agama itu
sendiri.

Sehubungan dengan tersebut di atas, H. Ichtiyanto
mengatakan bahwa rumusan pasal 57 Undang-undang
Perkawinan menjadi tanpa makna perkataan “karena”
setelah tanda koma tersebut. Namun demikian, menurut
beliu, rumusan pasal 57 tersebut dapat dipahami dengan
menundukkan (menempatkan) hukum agama sebagai nilai

‘fundamental, kalau tanda koma setelah kalimat “yang di
Indonesia tunduk pada hukum vyang berlainan” diberi

fungsinya. Artinya kata “"karena” bukan menyambung yang
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nenggambarkan sebab dari perkataan setelah koma, namun
adalah perkataan penyambung dari penyebab yang lain
ialah "perbedaan kewarganegaraan” dengan kalimat
“antara dua orang".B

Dengan demikian, pasal 57 Undang-undang Perkawinan
dapat difahami sebagai beikut : Perkawinan Campuran
ialah perkawinan yang di Indonesia tunduk pada hukum
vang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan
salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Terlihat

dengan Jjelas bahwa ada tiga macam perkawinan campuran

di Indonesia yaitu:7

1. Perkawinan campuran antara dua orang yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

2. Perkawinan csampuran antara dua orang yang berbeda
kewarganegaraan.

3. Perkawinan campuran antara dva orang yang salah satu
pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Adanya pengaturan tentang perkawinan campuran
merupakan konsekwensi logis dari sistenm hukum

berdasarkan Pancasila, di mana agama-agama yang dipeluk

& R, Ichtiyanto, Ferkawinan Campuran Menurut
Undang-Undang Ferkawinan, Majalah Hukum Dan Fembangunan
No. 2 Tahun ke XIX, 1989, h. 130,

7 ibid., h. L30.
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itu dihormati oleh orang Indonesis dan berhak
mendapatkan pelayanan hukum. Oleh karena itu bentuk-
bentuk perkawinan campuran Yyang dilaksanakan di
Indonesia, berlaku ketentuan Undang-undang Perkawinan,
adalah :8
1. Sesama WNI namun berbeda agama, misalnya pria Islam
dengan wanita Kristen atau sebaliknya.
2. Pria WNY dan wanita WNA atau sebaliknya dan berbeda
agama.
3. WHNA dengan WNA namun berbeda assal negaranya.
Perkawinan tersebut dapat seagama atau lain agama.
4. WNA dengan WNA satu negarsa, lain agama.
Dari gambaran tersebut di atas, terlihat bahwa
unsur pokok penyebab terjadinya perkawinan campuran
ialah adasnya perbedaan hukum yang disebabkan oleh

perbedaan kewarganegaraan dan perbedaan agama,.

2.2. Perkawinan Menurut Agama Kristen Katolik
2.2.1. Pengdertian Perkawinan

Menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah
persekutuan hidup antara pria dan'wanita atau dasar
ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas

dari keduanya yvang tidak dapat ditarik kembali. Jadi,

0
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perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah
perbuatan yang bukan sajs perikatan cinta antara kedua
suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat
Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat
diceraikan. Perkawinan Katolik dipandang sebagai
lambangd persatuan antara Kristus dengan GerejalNya.
Agama Katolik menganggap perkawinan sebagai suatu
sakremen. Gereja Roma Katolik mendasarkan ajarannya itu
pada Efesus 5: 25-35, yang berbunyi antara lain sebagai

berikut .8

"Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus
telah mengasihi Jjemaat dan menyerahkan diriNya
baginya untuk mengknduskannya, sesudah Ia
mensucikannya dengan memandikannya dengsn air dan
firman, supaya dengsn demikian Ia menempatkan
jemasat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa
cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya
jemaat kudus tidak tercela. Demikian Jjuga suami
harus mengasihi istrinva sama seperti tubuhnya
sendiri : Siapa yang mengasihi istrinysa
mengasihl dirinya sendiri. Sebab tidak pernah
orang membenci tubuhnys sendiri, tetapi mengasuh
dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadsap
jemast, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab
itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya
menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi
vang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan
Jjemaat. Bagaimasnapun juga, bagi kami masing-masing
berlaku; kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri
dan istri hendaklah menghormat suami.

et e e e e e et T e T T —

7 a1 Kitab, (embaga Al Kitab Indonesia, Ciluar,
Bagor, 1989, h. 247.
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Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efasus, ia

mengumpamakan perkawinan itu sebagai hubungan antara

Kristus

menafsirkan ayat-ayat tersebut sedenikian rupa,

sehinggs
" diangkat

Kristus

jika nikah diteguhkan oleh Gereja termasuk perbuatan-
perbuatan gerejani, dengan perbuatan-perbuatan itu akan
mempercleh anugerah keselamatan dari Kristus.10

Dengan demikian, ikatan cinta kasih suvawi istri

diangkat

perkawinan itu menjadi sarana bagi penyaluran c¢inta

kasih.

Dalam intisari Hukum Sipil Romawi, Digesta 23,9,1

tertul;s

persekutuan dan kebrsamasn antara seorang pria dengan

seorang

dalam. hidup manusiawi”. (Nuptise sunt continunctio

maris et

humanae Turis Comuncation).11

10

Mulia, Jakarta, 1987, h. 56.

i1

Gereja Katolik, MNusa Indah, Ende, 1984, h. 24.
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dengan jemaatnya. Gereja Katolik Roma
secara mistik kesatuan nikah oleh Gereja

menjadi suatu lambang perhubungan antara

dengan Gereja. Menurut Gereka Roma Katolik,

Ilahi. Artinya, Kristen sendiri nembusat

uraian vyang berbunyi :"Perkawinan adalah

wanita seumur hidup dan penerapan hukum Ilahi

feminae et Consortium omnis vitae divini et

Verkuyl J., Etika Kristen (seksuil), Bunung

Josef kKonigsmann, Fedoman Hukum Perkawinan
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Selanjutnya dalam Institutes Justinian I, 9 vyang
berisi tentang kekuasasn dalam negara antara lain,
disebutkan sebagai berikut: Maks perkawinsan atau
pernikahan adalah persatuan antara seorang prisa
dengan seorang wanita, yvang juga mencakup cara hidup
pribadl (Nuptiaw autem sive matrimonium est viri et
pulieris coniunctio Iindivaduam consetudinem vitae
cantingans).12

Kemudian dalam Xanon 1055 pasal 1 Kitab Hukum
Kanonjik, disebutkan:13

Perjanjian perkawinan (Matrimoniale foedus),

dengan mana pria dan wanita membentuk antara

mereksa kebersamaan seluruh hidup, dsari sifat
kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri
serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh

Kristus Tuhan per-kawinan antara orang-orang

vang dibsptis diangkat kemartabat sakramen.

Perkawinan dapat menjadi lambang dari suatu
kenyataan yang lebih luhur dari perkawinan itu sendiri.
Menurut Kitab Hosea bab 1-3, hubungan c¢inta kasih

antara suami dan istri melambangkan hubungan c¢inta

kasih antara Allah dan umat-Nya. Allah selalu setia

13 kitab Hukum Kanonik, Sekretariait MAWI dan
Obor, Jakarta, 1983, h. 41i.

A
4
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kepada  umat-Nya, walaupun umat itu berulangkali
meninggalkan Dia.l%

Dalam kitab Kejadian bab 2 dinyatakan ; dalanm
perkawinan suami dan istri dipersatukan oleh Allah
sendiri. Dengan tindakan Allah itu mereka menjadi "satu
daging”, artinya menjadi satu kesatuan yang amat erat.
Perkawinan bukanlah semata-mata urusan sntara manusia,
melainkan suatu kenyataan yang jugda menyangkut Allah,
Dialah vang menyatukan suami dan istri.15

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa perkawinan menurut Agans Kristen
Katolik Dbersifat monogam dan tak terceraikan, yang
dalam perkawinan memperoleh peneguhan khusus atas dasar
suatu sakramen. Keluarga monogam, berarti dalam
keluarga tersebut hanys ada satu suami dan satu istri,
Dari suami-istri tersebut dituntut kesetiaan sampai
mati. Perkawinan mereka tidak dapat diceraikan lagi.

Poligami, dalam artisan seorang suami mempunyai
istri lebih dari satu, dipsandang sebagai suatu

pelanggaran atau penvelewengan agama. Oleh karena itu

—— S o e e i o =

14 Al ..Purwahadiwardoyo, Perkawinan Menurut Islam

Dan Katalik =+ Implikasinva Dalam Kawin Campur,
Kanisius, Yogyakarta, 1990, h. 135.

15 1bid., h. 16
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seorang pria Katolik yang melakukan poligami akan
mendapat sanksi Gereja berups pengucilan, dikeluarkan
dari anggota Gerejsa, dan ia tidak diperbolehkan ikut
mengambil jamuan yang disebut “Khomini" .18

Seorang pria Katolik hanya menikah dengan seorang
wanita. Perkawinan Katolik tidak mengenal poliganmi.
Cinta perkawinan tak akan membuat bahagia kalau masih
ada kemungkinan untuk mencintai parner 1lain. "Sifat-
sifat hakiki perkawinan ialah monogam tak terceraikan,
vang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekuhuhan
khusus, atas dasar sakramen”. (Hukum Kanon :1056).
Etika wmonogami yang selama ini ditetapkan oleh hukunm
agama Katolik, adalah hasil Konsili Dinico tahun 320 M.
Apsbila seseorang mati dalam keadasan poligami, ia tidak

akan mendapat pengurusan secara Gereja.17

2.2.2. Tujuan Perkawinan

Menurut ajaran Al Kitab, perkawinan mempunyai

tujuan yaltu: 18

16 £, rRochjani, Pembimbing Masyarakat Katalik Fada
Kantar Wilayah Departemen Agama Fropinsi Tengah,
Wawancara tanggal 15 Maret 1995.

17 . ; -

J. Verkuyl, Op. cit., h. 62.

18 a1 kitab, Op. cit., h. 8.
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Kejadian 1 : 27-28 Allah berfirma: “Maka dijadikan
Allah itu atas petanya, yaitu atas peta Allah
dijadikannya ia, naks dijadikannya mereka itu 1laki-
laki dan perempuan. Maka diberkati Allah keduanya

serta firman-Nya kepadanya Berbiaklah dan
bertambah-tambahlah kamu dan penuhilah clehmu akan
bumi itu"

Kejadian 2 : 18 Allah berfirman : " Tiada baik

manusia itu seorang-orangnya, bahwa Aku hendak
memperkugt" igan dia seorang penolong yang sejodoh
dengan dia".

Tradisi Gereja Katolik pada umumnya mengakui tiga
tujuan penting dari perkawinan, yakni: keturunan,
per-satuan erat suami-istri, dan pemenuhan kebutuhan
seksual secara benar. Kitab hukum Gereja yang diterbit-
kan pada tahun 1817 menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan
perkawinan sebagai berikut: tujuan primernya, adalah
kelahiran dan pendidikan anak-anak; tujuan sekundernysa,
adalah kerja sama suami-istri dan pemenuhan kebutuhan
seksual.

Namun Kitab Hukunm Gereja  Kstolik yvang
dipromulgasikan pada tahun 1883 memberi penjelasan
secara lain. Kitab Hukum yang baru ini menghindari
pemaksaian istilah tujuan primer dan sekunder.
Pada Kanon 1085 ditegaskan bahwa perjanjian perkawi-

nan dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan

suami-istri serta padsa kelahiran dan pendidikan
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Syarat formil, neliputi:21

1, Dua bulan sebelum pernikahan, calon mempelai
memberitahukan maksudnya kepada pastor paroki pihak
wanita atau pihak pria bila calon istri tidak
bergama Katolik;

2. Pastor Paroki skan mengadakan penyelidikan Kanonik
mengenai:

a&. ada tidaknya halangan perkawinan:
b. pengertian calon mempelai tentang makna
menerima sakramen perkawinan dengan segala

akibatnys;

3. Bila tidak ada halangan perkawinan, Pastor Paroki
akan mengumumkan berturut-turut 3 ksali pada misa
hari minggu;

4. Bila tidak ada pencegahan perkawinan, pernikahan
dapat dilangsungkan pada hari yang ditentukan;

5. Pernikahan dilakukan menurut aturan gereja Katolik,

vaitu:

a. harus di hadapan ordonaris wilayah atau pastor-
pastor atau imam diadakan yang diberi delegasi

oleh salah satu dari mereka untuk meneguhkan

<1 Asmin, Status FPerkawinan Antar Agama, Dian
Raryat, Jakarta, 1984, h. 37.

38
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perkawinan tersebut (Kan: 1108: 1);

b. harus disaksikan oleh dua orang saksi;

6. Setelah perkawinan menurut hukum agama selesai,
pernikahan tersebut haruslah dicatatkan di Kantor
Catatsan Sipil.

Perkawinan menurut agama Katolik dianggap sah,
bila dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat
gereja. Perkawinan antara seorang pria dan seorang
wanita yang dilakukan secara sah ditingkatkan menjadi
sakramen. Sakramen tersebut diberikan oleh suami istri
itu sendiri dengan mengucapkan janji saling mencintai
dan setia satu sama lain di hadapan imam dan para
saksi. Janji perkawinan tersebut diucapkan dalam bentuk'’
sumpah yang berbunyi: "Saya berjanji setia kepadanya
dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan

menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya demi

Allah dan Injil suci ini".22 Dengan selesainya
upacara perkawinan gereja atau pengucapan janji
perkawinan, kewmudian dilanjutkan dengan upacarasa

peneguhan dan pemberkatan oleh imam, maka perkawi-
nan kedua mempelai tersebut telah sah menurut hukum

agama Katolik.

Ibid., h. J6.
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2.2.4. Pandangan Agama Katolik Terhadap Perkawinan
Antar Agams.

Perkawinan antar agama dalam ajaran Gereja Katolik
dikensal dengan istilah : "Perkawinan Camnpuran”
(Martimonia Mixta), yang dalam paham Xatolik sendiri
mengandung definisi : "“Perkawinan Campuran, yakni
perkawinan antara pihak Katolik dan pihak non Katolik
baik vang dibaptis naupun vang tidak
dibaptis, ...selalu diikuti Gereja sesuai dengan tugas
dan keprihatinan yang besar”. Skema yang menyolok dan
vang menjadi inti keprihatinan Gereja, ialah “Katolik”
dan non Katolik" baru kemudian dirineci 1lebih lanjut;
non Katolik yang dibaptis (Islam, Hindu dan Budha).
Jadi, pokoknya islah bahwa orang Katolik memilih orang
non Katolik untuk menjadi teman hidupnya.23

Sebenarnya titik tolak Gereja ialah perkawinan
vang "ideal” antara orang Katolik dengan orang Katolik.
Dengan cita-cita ini sebagai latar belakang, jelaslah
bahwa perkawinan antara orang Katolik dengan orang non
Katolik bukanlah yang ideal. Tetapi walaupun demikian,

Gereja Katolik cukup reslistis dan bijakasana dalam

2% p,Go. O. Carm, Subharto, Kawin Campur Beda Agama
Dan Beda Gereja, Tinjaun Historis, Teaglogis, Pastoral,

Hukum Gereja Dan Hukum Sipil, Dioma, Malang, 1991, h.
44.

40
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menilsai masalah perkawinan campuran ini.

Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan mengenai
perkawinan campuran, terutama dalam proses revisi,
posisi Gereja berusaha memadukan beberapa hal, yakni
situasi dan kondisi zsman di satu pihak dan beberapa
prinsip yang berkisar pada iman di lain pihak.24

Faktor yang berasal dari perubahan situasi dan
kondisi zaman dibedakan antara situasi global di
seluruh dunia dengan situasi khusus di daerah tertentu.
Situasi global di seluruh dunia, adalah dunia makin
menjadi "satu” dan “tanpa batas” menjadi "makin kecil”
sebagal akibat modernisasi, disertal dengan mobilitas
orang-orang =zaman sekarang tanpa terlalu memandang
keyakinan masing-masing. Sedangkan vang dimnaksud
situasi khusus di daerah tertentu, adalah kesulitan
pihak Katolik yang termasuk minoritas untuk menentukan
Jjodoh yang beragama Katolik.

Adapun iman yang dimaksud, ialah orang Katolik
vang hidup dalam perkawinan campuran mempunyai
beberapa tanggung jawab yang saling berkaitan dengan
penghayatan imannya sendiri, atas penerusan imannya

berups pembaptisan dan pendidikan Katolik anak-anaknya,

2% rbid., h. 24.
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atas kesatuan dan kesejahteraannya, dan atas Jodohnya.
Bahkan Gereja menyebut perkawinan "persekutuan senasib
seluruh hidup seutuhnya (totius vitae consortium)”.

Gereja sebagai umat/jemaat dan sebagai gembala
memang Jjuga bertanggung jawab atas iman Katolik dalam
kawin campur. tetapi dalam arti dan cara yang agak
lain, terutama dengan kemungkinan-kemungkinan 1lebih
terbatas, artinys hanya "“membantu”. Pada akhirnya orang
itu sendirilah vyang menentukan dengan pribadinya,
bagaimana 1ia memenuhi tanggung Jjawab atas imannya.
Gereja, baik sebagai jemaat maupun pasra gembala, tidak
dapat mengambil alih keputusan hati nuraninya.25

Dalam hukum Kanonik (Cadex Iutis Canonicl) 1983,
terdapat peraturan yang mengatur mengensi perkawinan
campuran. Perturan ini merupakan peraturan baru yang
dibuat setelah mendengar dari Uskup seluruh dunia serta
mempelajari dan mendiskusikan dalam sinode (sidang para
Uskup) bulan oktober 1868, dan berlaku pada tanggal 27
Nevember 1983.

Berbeda dengan hukum Kanonik 1917 yang megemukakan
perkawinan campuraan dengan Jjudul “halangan-halangan
nikah", maka dalam hukum Kanonik 1983 peraturan

perkawinan campuran yang hanya dimaksudkan sebagai
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vang mempunyai wewenang {Pastur Paroki/Uskup) dengan

mnemenuhi persyaratan sebagai berikut

1. Pihak Katolik menyatakan bersedis menjauhkan bahaya
meningkatkan iman serta memberikan Jjanji dengan
jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan
sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan
dididik dalam Gereja Katolik (Kan. 1125 : 1);

2. Mengenai Jjanji-janji yang harus dibuat oleh pihak
Katolik itu pihak yang lain hendaknnya diberitahu
pada waktunya, sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar
akan Janji dan kewajiban pihak Katolik
(Kan. 1125 : 1);

3. Kedus pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai
tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan,
vang tidak boleh dikecualikan seorang pun dari
keduanya (Kan. 1125 : 1).

Adapun perkawinan antara orang Katolik dengan
agama lain yang bukan Kristen (Islam, Hindu atau Budha)
distur dalam Xan. 1088, yang berbunyi : “Perkawinan
antara dua orang, di antara satu telah dibaptis dalam
Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak
meninggalkan secara resmi, sedangkan yang lain tidak
dibaptis, adalah tidak sah”. Selanjutnya Kan. 1086 : 2
menyatakan : "“Dari halandgan itu Jjanganlah diberikan
dispensasi, sebelum dipenuhi syarat -syarat vang

dibutuhkan dalam Kan. 1125 dan 1128°".
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Dispensasi Uskup setempat atau Pastur yang
berwenang di sini diperlukan untuk melaksanakan
perkawinan. Meskipun dispensasi perkawinan menjadi sah,
namun perkawinan itu bukan perkawinan sakramen, karena
salah seorang teman tidak bisa menerima sakramen
perkawinan.27

Kalau ada hambatan dalam upacara perkawinan
Katolik, Uskup setempat dapat memberi dispensasi dari
tata peneguhan Katolik, sehingga orang EKatolik dapat
kawin sah secara Islam, Hindu, Budha atau secara lain,
yang diakui sebagai tata peneguhan resmi. Upacara ini
tidak boleh dinilai sebagai murtadnya orang Katolik.

Perlu dipahami bshwa semua peraturan mengenail
perkawinan campuran agama (Kan. 1129 vang menyebutkan
Kan. 1127-1128, dan Kan. 1086 : 2 yang menyebutkan Kan,
1125-1128). Perbedaannya hanya terletak pada sifat
tiadanya permandian sebagal halangan nikah, dan
permandian non Katolik sebagai larangan. Dengan
perkataan lain, perbedaan perlakuan perkawinan campuran

beda Gereja dan perkawinan campuran beda agama (selain

vang ssatu merupakan halangan nikah, dan yang lain

27 Josef Kongsman, FPedoman Hukum Ferrawinan Gereja
Katglik, Nusa Indah, Ende Flores, 1978, h. 83.
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dilarang dengan akibat perkawinan campuran beda agama
tanpa dispensasi tidak sah).23

F. Rochjani mengatakan bahwa bentuk perkawinan
campur agama bukan bentuk yang baik. Kenyataan menun-
jukkan bahwa perbedaan agama adalah satu faktor vyang
secara mendalam mempengaruhi kepribadian dan dapat
menimbulkan aneka macam persoalan, maka perkawinan itu
harus seagama Katolik2®

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa agama Katolik melarang perkawinan di antara
penganutnya dengan penganut agama lain yang bukan
Katolik, meskipun larang tersebut tidak bersifat
mutlak. Untuk melakukan perkawinan antara seorang
Katolik dengan seorang Kristen non Katolik, harus
terlebih dahulu memperolih izin dari Gereja dengan
memenuhl terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat berupa
Janji yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perbedaan
agama dapat menjadi penghalang keabsahan suatu
perkawianan, apabila perkawinan antara penganut agama

vang berbeda itu dilakukan tanpa dispensasi terlebih

“B F.Go.D. Carm, Suharto, Op. cit.. h. 47.
2% F. Rochjani, FPembimbing Masyarakat Katolik pada
Kantor Wilayah Departemen Agama FPropinsli Sulawes1
Tengah, Wawancara tanggal 15 Maret 1995.
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dahulu dari pihak Gereja. Dispensasi dapat diberikan
apabila mereka bersedia mengucapkan Jjanji sesual

ketentuan yang diatur menurut hukum Gereja.

2.3. Perkawinan Menurut Agama Kristen Protestan
2.3.1. Pengertian Perkawinan

Pandangan agama Protestan terhadap perkawinan
dimulai dengan melihat perkawinan sebagai suatu
peraturan vang diciptakan oleh Tuhan. Mereka
memandang pernikahan sebagai tata tertib suci vang
ditetapkan Tuhan.30 Jadi, pernikahan itu adalah atas
perintah Allah yang menjadikan manusia pria dan wanita.

Dalam hal ini, Allah berfirman

Tiada manusia itu seorang-orangnya, bahwa Aku
hendak memperkuat akan dia seorang gfnolong vang
sejodoh dengan dia" (Kejadian 2 : 18).

"....dibangunnyalah seorsang perempuan, lalu
dibawa-Nys kepada manusisa itu, 1lalu berkatalsah
manusia itu; Inilah dia, tulang dari tulangku dan
daging dari dagingku, sebab itu seorang laki-laki
akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu
dengan 1istrinysa, sehingga ke%aanya nenjadi satu
daging” (Kejadian 2 : 22 - 24)

3. Verkuyl, Op. cit., h. 54.

31 Al Kitab, Gp. cit., h. 9.
32

Ibid., h. S6.
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Berdasarkan firman Tuhan tersebut di atas, umat
Protestan menafsirkan bahwa antara seorang pria dengan
seorang wanita sejak semula telah diciptakan Tuhan
sesuai dengan kehendak-Nya. Agama Protestan tidak
memandang perkawinan yang diteguhkan Gereja sebagail
suatu sakramen. Perkawinan bagi mereka tetap sebagai
alam'kehidupan vang diciptakén. Kemulian Injil bagi
perkawinan itu bukanlah berupa pengangkatan perkawinan
itu ke alam atas (sakramen), tetapl pads kasih ' Kristus
vang mengkuduskan kehidupan kelamin dan pergaulan hidup
pernikahan itu.

FX. Wibowo Ardhi mengatakan bahwa yang menjadi
dasar utama dari perkawinan menurut Al Kitab, adalah
suami istri saling mengasihi seperti Kristus dengan
GerejaNya saling mengasihi. Cints kasih Kristus dan
GerejaNya menjadi model bagi cinta kasih suami istri.
(Efesus 5 22—33)33

Kasih di sini ialah kasih yang dibimbing oleh
“agape”, kasih Tuhan, kasih yang tidak mencari
keuntungan sendiri, kagih vang melayani, vang
memelihara, yang melindungi, yang mendukung. Pernikahan

Kristen sering diumpamsakan dengan kepala dan tubuh

32 EX. Wibowo Ardhi, Sskramen Ferkawinan, kKani-
sius, Yogyakarta, 1992, h. 8.
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yaitu susmi sebagai kepala dan istrinya sebagai
tubuhnya. Kepala yang satu tentu mempunyai tubuh vang
satu pula. Menurut pandangan agama Kristen, pernikahan
yvang asli adalah pernikahan monogami. Di dalam Al Kitab
digambarkan bahwa pernikahan asli itu adalah suatu
penyerahan seorang pria kepada seorang, penyerahan
seorang wanita kepada seorang pria untuk seumur
hidup.34 O0leh karena itu poligami dinyatakan sebagai
dosa terhadap Tuhan, dan Tuhan mengecam mereka yang
melakukan poligami. Menurut pandangan agama Kristen,
moncgami sesuaili dengan agama, yakni mencari Kkeuntungan
diri sendiri, tidak mengesampingkan keinginan akan
kebahagisaan perseorangan, tetapi Juga menuju
kebahagiaan bersama. Sedangkan poligami dipandang tidak
senonoh terhadap kawan dan merupakan penyeleweangan
agama.

Seorang pria Kristen yang melakukan poligami,
tidak akan mendapat simpati di lingkungan masyarakat
Kristen dan pihak Gereja akan memberikan sanksi

kepadanys berupa pengucilan dari Gereja, dan apabila is

% andrias Famora, Bimbingan Masvarakat Frotestan
Pada Kantor Wilayah Departemen Agama FPropinsi Sulawesi
Tengah, Wawancara Tanggal 146 Maret 1995.
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meninggal dunia tidak akan mendapat pengurusan secara

Gerejani.

2.3.2. Tujuan Perkawinan

Maksud Tuhan mengadakan pernikahan menurut agama
Protestan, ialah supaya dengan pernikahan itu seorang
pria dan seorang waﬁita dapat saling bantu membantuy,
saling melengkapi, saling menyempurnsakan satu dengan
lainnya, smerta untuk mendapatkan keturunan yang sah,
sehingga dapat dicapai hubungan hidup materiil dan

epirituil di dalam kasih rahmat Tuhan.

Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 diungkapkan
bahwa perkawinan dikehendaki Allah untuk dus tujuan

vang dielas, yakni untuk memperoleh keturunan dan
bekerje sama dalam nemelihara bumi.

Selanjutnya dalam kejadian bab 2 mengungkapkan

bahwa perkawinan dikehendaki Allah untuk menyatukan

pria dan wanita serat-eratnya, agar mereka saling

menclong dalam kesamsan martabat (Kitab Perjanjian
Lama). 0Oleh karena itu, dikisahkan bagaimana manusisa

pertama tidak bahagia berada sendirian di tengah taman

Eden yang penuh dengan segals Jenis tumbuhan dan hewan,
sehinggs manusia itu dipecsh menjadi dus, pria dan
wanita, sebelunm dipersatukan lagi dalam perkawinan yang

membahagiakan keduanysa.

Dalam kitab Amsal bab 5 kita temukan Pandangan

=0
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lain. Di sana secara tidak langsung dapat kita temukan
pandangan penulisnya bahwa perkawinan menjaga manusia
dari godaan untuk berbuat zinah. Penulisnysa
mengingatkan para suami agar berhati-hati terhadap
godaan wanita, terutama wanita yang sudah bersuami.
Mereka dihimbau untuk setia pada istri, dan sekaligus
Juga menjaga sgar para istripun setia kepada suanmi.
Dari wursaian tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa tujuan perkawinan menurut pandangan agama Kristen
Frotestan ialah bertujuan kesatuan suami-istri,
keturunan, dan pemenuhan kebutuhan seksual. Namun
tujuan utama dari suatu perkawinan bagi umat Kristen,
adalah mengabdikan diri kepada Tuhannya. Sedangkan
tujuan untuk memperoleh keturunan, adalah persoalan
vang Jjauh 1lebih rendah daripada ikatan c¢inta kasih
abadi ysng dilakukan atas rahmat dan berkat Tuhan. Oleh
karensa itu, kemandulan salah satu dari pasangan
suami-istri tidak cukup sebagai alasan untuk memutuskan
ikatan perkawinan, atau tidak bisa dibenarkan sebagai

alasan perceraian.35

35 Ansyhari Abd. Ghofar, Hukum Ferkawinan Antar
Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang

Perkawinan, Andes Utama, Jakarta, 1992, h. 16.
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2.3.3. S5ahnya Perkawinan

Menurut agama Kristen Protestan, pernikahan itu
mempunyal dua aspek. Pertama, merupakan soal sipil yang
erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, sebab
pernikahan &dalah inti adat-istiadat dan persekutuan
bangsa. Oleh karena itu negara wajib menetapkan
peraturan, supaya pernikahan itu dicatat dan diakui
sah secara yuridis. Kedua, pernikahan sebagai soal
agama, karena menurut keyakinan, agama Kristen mengakui
bahwa pernikahan adalah suatu lembaga suci yang asalnya
dari Tuhan dan ditetapkan olehNya untuk kebahagiaan
masyarakat. Janji nikah diikat di dalam lingkungan
perjanjian kesetiaan Tuhan kepadsa umat manusisa,
Demikianlah rencana Tuhan dengan menciptakan pria dan
wanita dilaksanakan, sehingga pria dan wanita dapat
saling melayani dan bersama-sama merayakan perayaan
kehidupan yang dijalani untuk kemuliaan Nananya.36

Berdasarkan pada pandangan tersebut, gereja
Kristen Protestan berpendapat bahwa suatu perkawinan
itu sah apgbila dilakukan baik menurut hukum agama
maupun hukum negsara.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum sudah tentu

harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua

36 J. Verkuyl, 0Op. cit., h. 55.

R
[ 8]
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calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
menurut agama Kristen Protestan, terlebih dahulu harus
memenuhi syarat-syarat berikut ini:37
a. Syarat materiil:

1. Berdasarksan azas persetujuan kedua calon mempelai;

2. Pria sudah berumur 18 tahun dan wanita sudah
berumur 18 tahun;
3. Kedua calon mempelai beragama Kristen Protestan
(agar perkawinan dapat diteguhkan dan diberkati);
4. Tidak melanggar larangan perkawinan:
a. mereka vang berhubungan darah dalam garis
keturunan ke atas dan ke bawah;
b. mereka vyang berhubungan darah dalan garis
menyamping;
¢. berhubungan semenda;
d. mereka yang mempunyai halangan karena penyakit;
e. mereks yvang salah satunya belum dibaptis;
f. mereka yang masih terikat perkawinan sebelumnya.
b. Syarat formil:

1. Jauh sebelum perkawinan dilaksanakan, terhadap

37 Fuslitbang kehidupan Beragama, Felaksanaan
Undang-Undang Bagi Umat Beragama Katalik, FProtestan,
Hindu dan Budha, Laporan Fenelitan, Depag RI, Jakarta,
1987, h. 14.
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kedua calon mempelai bersama-sams dengan
orang tua diadakan penelitian terlebih dahulu
secara saksama dalam suatu Majelis Gereja.
Terhadap kedua calon mempelai diadakan
penasehatan dan bimbingan mengenai arti
perkawinan menurut ajaran agama Kristen;

Calon mempelai mendaftarkan diri untuk
melangsungkan perkawinan di Gereja  dengan
dilengkapi persyaratan:

a, surat keterangan dari kelurahan;

b. surat baptis;

c¢. surat sidi (dari calon yang bersangkutan);

d. surat keterangan status;

Gereja memeriksa kelengkapan persyaratan
perkawinan tersebut dan mengumumkannya pada
setiap kebaktian selama 3 minggu. Pengumuman
tersebut dimaksudkan memberi kesempatan bagi
vang mengetahui adanyva halangan perkawinan
dari kedua calon atau salah satu calon;

Setelah diadakan pemeriksaan dan tidak ada hal-
hal yang menghalangi perkawihan, maka pada waktu
yvang telah ditentukan, diselenggarakanlah sidang
untuk pernikahan tersebut. Dalam kesempatan

tersebut kedua calon mempelal saling menyatakan

kesepakatan untuk hidup berkeluarga. Selanjut
nya kedua mempelai menerima pemberkatan
54
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perkawinan yang dilakukan oleh pendeta dalam
suatu sidang terbuka yang dihadiri oleh para
undangan, kedus orsng tua wmempelal, calon
majelis Gereja, dan jemaat.

5. Sebelunm diberkati kedua mempelai secara
bersama-sama dipersilahkan mengucapkan "Kami
berdua dengan ini menyatakan persetujuan bersama
untuk melakukan perkawinan atas kehendak
sendiri, tanpa pakssan dari siapapun Jjuga”.
Pemberkatan perkawinan di akhiri dengan penanda-
tanganan berits perkawinan oleh kedua mempelai,
saksi-saksi san pendeta yang melangsungkan
perkswinan. Dengan demikian lengkaplsah
perkawinan seorang Kristen sesual dengan

tuntunan agamanya.
2.3.4. Pandangan Agama Protestan Terhadap Perkawinan
Antar Agama.
Pandangan agama Protestan mengenai perkawinan juga
mendasarkan pada ajaran-ajaran Al Kitab antara lain: 38
a. Perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup.

b. Perkawinan mempermiskin dan merusakksan, Jika

28 Rusli, R. Tama, Perkawinan #Antar Agama Dan
Masalahnya Sebagai Pelenghkap Undang-Undang Perkawinan
Ne.l Tahun I974, Pioner Java, Bandung, 19846, h. 27-26.

on
n
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perkawinan itu dipandang dari sudut persetubuhan
semata-mata.

Selanjutnysa perkawinan menurut sagama Protestan,
adalah suatu persekutuan hidup yvang meliputi
keseluruhan hidup, yang menghendaki pria dan wanita
vang telah kawin menjadi satu. Satu dalam kasih Tuhsan,
satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam
nenghayati kemanusiaan dan satu dalam memikul beban
pernikahan.

Oleh karena itu agama Protestan memandang
perkawinan sebagai pewujudan kasih Allah kepada manusia
di dalam pesekutuan kasih yang paling dalam antara
seorang pria dengan seorangd wanits.

Perkawinan akan melahirkan keluarga, sebagai
persekutuan jemaat terkecil dalam Gereja, vang
mempunyai jabatan untuk menyebarkan kasih Allah kepada
seluruh umat manusia. Menurut Gereja Protestan, suatu
perkawinan baru dapat dilangsungkan di gereja apabila
telah memenuhi syarat-s;arat sebagai berikut ;39
a. Adanys persetujuan dari kedua calon mempelai;

b. Kedua csalon mempelai tidak terikat tali perkawinan
dengan orang lain;

c. Sekurang-kurangnya salah seorang beragama Protestan;

7 Ibid., h. 29.
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d. Sekurang-kurangnva salah seorang merupakan anggota

jemaat Gereja yang bersangkutan.

Untuk kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan suami
isteri, agama Protestan menghendaki perkawinan yang
seagama, walaupun tidak melarang umatnya kawin dengan
orang vyang bukan beragama Protestan. Hal ini dapat
diketsahui bahwa tujuan utams perkawinan, adalah
kebahagiaan dan kebahagiaan akan sulit tercapai apabila
tidak seiman atau seagamsa.

Namun demikian, pihsk Gereja menyadari bahwa
umatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lain,
karena itu Gereja tidak melarang umatnys menikah dengan
orang-orang vyang bukan beragama Protestan. Perkawinan
demikian itu dapat dilaksanakan di Gereja apabila
pihak yang bukan Protestan bersedia membuat pernyataan
bahwa yang bersangkutan tidak keberatan perkawinannya

dilaksanakan di Gereja Protestan.

2.4. Perkawinan Menurut Agama Hindu.
2.4.1. Pengertian Perkawinan.

Istilah perkawinan menurut hukum agama Hindu
dikenal dengan istilah wiwaha dan istilah wiwaha dapat
ditemuksan pada berbagai sastra dan hukum Hindu.
Wiwaha di samping merupakan tingkatan hidup Grahasti

bagi seorang yang telah menjalankan hidup, juga

o7
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merupakan titik tolak timbulnya kemungkinan jiwa 1lain,
sehingga dengan demikian kita menjumpai hidup vang
pertsma walaupun baru dalaﬁ bentuk konsepsi.

Berdasarkan Kitab Manusmriti, wiwaha memiliki
sifat religius dan obligator karena dikaitkan dengan
kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan berikut
kewajiban untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan
sarana menurunkan seorang putra (ia menyelamatkan orang
tua dari neraka PUT).40 Bahkan ditegaskan lebih jauh
di dalam Adhyaya IX, 25, bahwa dengan lembaga perkswi-
nan itu dimaksudkan untuk mengatur hubungan sex yang
layak, yaitu suatu hubungan biologis yang diperlukan
dalam kehidupan seseorang sebagai suami istri. Menurut
hukum Hindu, wiwaha diidentikkan dengan samskara
(sakramen), sehinggs mendudukkan (menempatkan) wiwaha
sebagai lembaga perkawinan yang tidak dapat
dipisahkan dengan hukum dan berbagai syarat-syarat yvang
telah ditentukan oleh agama Hindu.

Perkawinan, adalah samskara (sakramen) dan
termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen sejak

proses kelahiran (gharbadana) sampal proses upacara

40 Gye Fudia, Fengantar Tentang FPerkawinan Menurut
Hukum Hindu (DRidasarkan Manusmriti), Mayasari, Jakarta,
1975, h. 16.
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kematian (Antyasti). Perkawinan diartikan sebagail
“yajna”. Orang yang tidak kawin adalah orang yang tanpa
vajna (M.II: 67).
Dalam Manawadharma Sastra I sloka 32 disebutksn,
sebagai berikut: "Manusia yang diciptakan dalar wujud
kelamin pria, wanitas dan Jjuga wiraja”. Sloka tersebut
ditegaskan dalam Manawardharma sastra IX, 96 yang
artinya sebagai berikut: "Untuk menjadi ibu, wanitsa
diciptakan, dan untuk menjadi aysh, pria diciptakan.
Oleh karena itu upacara ditetapkan dalam Weda untuk
dilaksanakan oleh pria dan wanita sebagai suami istri”.
Menurut Agsama Hindu, hidup manusia mengalami
beberapa fase tertentu. Adapun fase tersebut sebagsai
berikut :41
a. Brahmacari, di dalam fase ini seorang dituntut untuk
menimba ilmu sebanyak-banyaknya;

b. Grehasta, fase kehidupan berumah tsangga;

¢. Wanaprastha, adalah hidup dengan mengendalikan diri
dan ikatan materi dan bertindak sebagai panutan
dengan tujuan mencari kebenaran yang sejati;

d. Biksuka atau Sanyasin, adalah melepaskan diri dari

ikatan duniawi, tujuan utsams adalah pengabdian

41 Ketut N. Natib Dkk, Pembinaan perkawinan Agama
Hindu Yayasan Dharma Sarathi, Jakarta, 1990, h. 14.
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untuk menegakkan Dharma dan tidak mengharapkan sama
sekali hasilnya, vyang penting adalah bekerja dan
mengabdi untuk kepentingan orang banyak.

Fase kedua, yaitu Grehastha merupakan fase yang
selalu dilalui oleh umat manusia. Untuk mewujudkan fase
ini, satu-satunya sarana yang harus ditempuh ialah
dengan wiwaha/perkawinan. Wiwshs menurut agama Hindu
merupakan suatu "Kodrat” yang pasti dialami oleh setiap
umat Hindu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam
Dharmajati, yang berbunyi sebagai berikut: "Ya Tuhan,
Engkaulah menciptakan dan mempersatukan kami pria dan
wanita, serta menghidupkan dan mengembangbiakkan dunia
ini dalam tugas kewajiban dan kedudukan di
masyarakat"”.

Agama Hindu mengajarkan bahwa bagi seseorang dalam
kehidupannya, setelah melaluli Grehasta/masa berumnah
tangga, mereka seterusnya meningkat diri pada tingkat
yang lebih tingg% yaitu Hanaprastha/meninggalkan
keduniawian atau mempertinggi kerohanian, yang tujuan
akhirnya adalah "Muksa” karena sajaran yang demikian ini
agama Hindu tidak mengenal cerai dan rujuk. Andaikata
terpaksa terjadi sengketa yang berakibat putusnya
perkawinan, maka mereka tidak mungkin rujuk kembali.
Biasanyas bagi mereka yang putus perkawinﬁn. pihak
laki-laki mengarah menjadi rohaniawan, demikia pula

pihak wanita menjadi petugas membantu upacara agama.

L0
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Kalau hal ini terjadi di Bali, biasanya wanita
memakai kemben/tutup dada lagi.

Menurut Manawa Dharmasastra JII: 20 dan
dikenal ada 8 cara perkawinan yang terdapat d
masyarakat, yait.u:42
l. Brahma wiwaha; perkawinan dengan cara penye

seorang putri yang diberikan kepada seorang
vang ahli Weda (M.IIXI:27).

2. Daiwa wiwaha; penyerahan seorang putri k

pendeta vang diundang untuk melakuksan up
(M.III:28);
3.4rsa wiwaha; penyverahan seorang gadis

dikawinkan setelah menerima sapi/lembu dua p
sesual dendan peraturan dan kitab Suci (M.III:
4. Prajapti wiwaha; penyershan putri oleh seorang

setelsh kedua mempelail dinasehati dengan

tidak

21,

alams

rahan

pria

epada

acarsa

untuk

asang
29);
ayvah

ayvat

"semoga kamu berdua melakokan kewajibanmu berdus”,

dan setelah memberikan penghormatan kepada mempelai

pria (M.III:30);
5. Asura wiwaha; mempelail pria menerima wanita
istrinya setelah terlebih dahulu ia membe

harta sebanyak yang ia mampu kepada mertuanya

42 psmin. Op. cit., h. 43-44.
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kepada  c¢alon istrinya sendiri sesual dengan
kemampuannya sendiri (M.III:31);

6. Gandhara wiwaha;  perkawinan vang didasarkan
hubungan suks sama suka antara wanita dengan pria
vang dicintainya (M.III:32).

7. Raksasa wiwaha, pengambilan wanita dengan kekerasan
dﬁri rumahnysa, setelah keluarganya dibunuh atau
dianiaya dan harta bendanya dirusak (M.III:33);

8. Paisaca wiwaha, yaitu bila seorang pria dengan
diam-diam memperkosa gadis yang sedang tidur, mabuk
atau tak sempurna fikirannya (M.III:34).

Kedelapan sistem yang telah disebutkan dalam kitab
Manawa Dharmasastra III:21 tidak semuanya dapat
dilaksanakan menurut hukum agama, karena setiap cara
membawa konsekuensi yang berbeda. Ada perdawinan vyang
mendatangkan pahala, sebaliknya ada pula perkawinan
yvang dapat menimbulkan penderitaan salah satu pihak,
baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian delapan
sistem yang disebutkan dalam Manawa Dharmasastra
III1:21 merupakan alternatif yang dapat dijumpai dalam
kehidupan bermasyarakat. Namun sistem perkawinan yang
dipandang sah menurut agama Hindu, adalah perkawinan
vang dianggap dapat mendatangkan kebahagiaan, sedangkan
bentuk perkawinan seperti Raksasa wiwaha dan Faisaca
wiwaha yang di dalamnya terkandung unsur paksaan

dilarang dilakukan menurut ajaran agama Hindu.
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2.4.2. Tujuan Perkawinan

Menurut sajaran agama Hindu, tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
dan untuk menurunkan anak, purusa. Oleh karena
perkawinan menurut agama Hindu pasda prinsipnya menganut
perkawinan Vang kekal, maka diharapkan adanya
kelanggengan hidup sebagai suami istri. Perceraian
hanya dimungkinkan dalam keadaan-keadaan yang membuat
perkawinan memang tidak mungkin untuk dipertahankan
lagi. Dalam ajaran Hindu vyang ekstrim, ditegaskan
bahwa walaupun suami atau istri meninggal lebih
dahulu, namun kelak di alam Niskala suam’® 1istri akan
berkumpul kembali di Surga.

Dalam agama Hindu, keluarga merupakan persatuan
sebagaimana tercantum dalam Manawsa Dharmasastra
dijelaskan ;43
“Perkawinan adalah bersifat Religius (sakral) dan
wajib hukumnya, karena hubungan dengan kewajiban
seseorang Yyang mempunyai keturunsan untuk menebus
segala dosanya. Dan perkawinan itu sendiri sangat
dimuliakan sekali karena bisa memberi peluang atau
kesempatan akan leluhur kita untuk bisa menjelma
kedunia mayapada ini dan bisa berkarma. Di samping
itu perkawinan merupakan suatu jalan untuk

melepaskan derits orang tuanysa bahkan para
leluhurnya. Maks dari itu kawin akan nanpu

43 watut N. Natih, Op. cit., h. 1B-19.
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melanjutkan keturunan dengan sendirinya tujuan utama
perkawinan sudah tercapai. Oleh karena arti
keturunan merupakan pelanjut siklus kehidupan
keluarga, di samping itu ia adalah pelita kehidupan.
Maka dari anask yang lahir mendapat julukan “"Putra”
vang arti kata "Put” yang artinya neraka, dan "Ra"
yvang artinya menyelamatkan. Jadi putra yang artinya:
ia menyelamatkan orang tuanya dari neraka.

Demikian tujuan hukum perkawinan menurut agamna
Hindu, adalah mencapal kebahagiaan baik 1lahir maupun
batin dan di samping itu Jjuga memperoleh keturunan
(pria) yang disebut "Pusura”. Hal ini menunjukkan bahwa
mesyarakat hindu menganut sisten kekeluargaan
patrineal, dan berhubungan erat dengan keyakinan mareksa

bahwa anak pria akan dapat membebaskan orang tuanya

dari neraka "Put”.

2.4.3. Sahnya Perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan dalam agama Hindu adalah
samskara (sakramen), sebagai suatu yaug suclil yang
diatur oleh dharma dan harus tunduk kepada dharma. Cleh
karena itu, perkawinan menurut agama hindu baru sah
apabila dilakukan menurut hukum sagama dengan melalui
tahap upacara keagamaan (ritual). Perkawinan vang
tidak dilakukan menurut hukum agama, menyebabkan bahwa
segals akibat hukum yang timbul dari perkawinan
tersebut tidak diakui sah oleh agama (M. III:83).

Sebelun perkawinan sampal pada tahap upacara
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keagamaan, masing-masing pihak harus memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan agama Hindu. Syarat-

syarat tersebut, adalah sebagai berikut:44

ol

1. Perkawinan hsrus dilakukan atas dasar persetujuan
kedua belah pihak (M.III:33). Manudharmasastra
IX:lUZ menegaskan bahwa suatu hubungan saling cinta
mencintal antara pria dan wanita yang terikat oleh
tali perkawinan hendaknya dijalin sebaik-baiknya
untuk mencapai kebahagisan dan menurunkan keturunan
vang baik dengan berusaha supaya selalu mencegsah
perceraian.

2. Telah mencspaili wusia vang layak untuk kawin.
Mengenai umur yang layak ini, penafsiran terbaru
dari M:IX:84, 4, 89, dan 88, adalah 21 tahun
(Begawan Kullukabhata, Narayana dan FRaghawanarda)
atau kalau Jjasmaniahnya telah layal/mampu untuk
dikawinkan (Bhagawan Medhaditi).

3. Harus ada izin orang tua (M.V:148) atau bila tidak
ada orang tua atau sanak keluarganya yang dapat
bertindask sebagai wali, perwaliannya dilakukan oleh
Raja atau pemerintah (M.VIII:27 dan 28).

4. Tidak melanggar larangan kawin, yaitu bahwa kedua

4% pnemin, Op. cit., h. 47-48.
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calon mempelai tidak :

a. mempunyai hubungan darah yang terlampau dekat
(M.III:5);

b. mempunyai penyakit turunan/menular (M.III:7);

c. mempunyail nama yang tidak baik;

d. cacat tubuh;

e. merupakan anak tunggal <(bagi calon mempelai
wanita);

f. telah bersuvami (bagi calon mempelai wanita);

g. merupakan putri saudara perempuan ayah/ibunysa
(M.XI:172);

i. merupakan putri dari vyang seibu (sepinda)

(M.XI:171.

Di Bali, suatu perkawinan menurut hukum Hindu
sudah dapat dinyatakan sah setelah melakukan upacara
"Beakala" atau beakon vang dilakukan di depan sanggar.
Beakala berasal dari upacara yang disebut wiwasha homa
yvang terdiri dari beberapa fase keagamaan, yaitu:45
1. Sapta padi (melangkah tujuh langkah ke depan

sebagai simbol penerimaan kedua mempelai).

Di daserah lain acara ini dijumpai berbagai bentuk

43 FPuzlitbang Kehidupan Beragama, Op. cit, h. 28.

b6
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sistem, ada yang melempar sirih, menginjak telur,
melangkahi tali dan sebagainya.

2. Penigrahana, yaitu upacara bergandengan tangan yang
dilakukan di depan altar sebagai simbol untuk
mempertemukan kedua calon mempelal, yang khusus
dibuat untuk upacara perkawinan itu.

3. Agnihoma, yaitu upacara yang dilakukan setelah
kedua acara tersebut di atas, dan dikenal sebagai
upacara wiwahoma.

4. Pemberkahan, vaitu upacara yang dipimpin oleh

Pendeta menyvampaikan "puja-stuti” yang memanjatkan

dosa atas kedua mempelai agar mnendapatkan
kebahagisan.
Setelah serangkaian upacara selessl, maka

perkawinan merekas dianggap sah menurut hukur agama
Hindu. Dengan mendasarkan psada hukum Hindu dalam
perkawinannya, maka semua akibat hukum yang timbul juga
harus tunduk pada hukum Hindu.

Menurut Hukum Hindu, praktek pelaksanaan dan
pengesahan perkawinan diserahkan secara bebas kepada
setiap daerah untuk disahkan menurut dharma dan tradisi
vang berlaku setempat. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa upacara perkawinan tidak saja berlaku untuk
masyarakat Hindu di Bali, tetapi berlaku pula untuk

masyarakat Hindu di seluruh Indonesia.

&7
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2.4.4. Pandangan Adgama Hindu Terhadap Perkawinan Antar
Agama .

Agama Hindu memandasng perkawinan mempunyai arti
dan kedudukan khusus dalam dunia kehidupan mereka.

Berdasarkan kitab Manusmriti, perkawinan bersifat
religius dan obligatoir karena dikaitkan dengan
kewajiban seseorang untuk mempunyia keturunan dan untuk
mnenebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan keturunan
putra. Perkawinan diidentikkan dengan sakramen
(samskara) sehingda pekawinan tidak terpisah dari hukum
agama.

Wiwaha Samskara itu wajib hukumnya, dan harus
nemenuhl syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama
(dharma). Perkawinan sebagai suatu sekramen adalah
suatu ritual yang memberikan kedudukan sah tidaknya
suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak
mempunyai akibat hukum.

Di dalam Manawadarmasastra III (21) disebutkan

secara limitatif delapan sistem perkawinan Hindu

sebagaimana telah diursaikan terdahulu. Dari delapan
sistem perkawinan Hindu tersebut tidak satupun
mengatur mengenai masalah perkawinan antar agsama.
Apakah dengan adanya menyebutkan secars limitatif

depalan sistem perkawinan Hindu itu, berarti di luar ke
dedalapan sistem tersebut, tidak diakui dan tidak

diperbolehkan.

&8
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Mengenai hal itu agama Hindu menyatakan bahwa
suatu perkawinan menurut agama Hindu hanya dapat
disahkan berdasarkan hukum apabila antara kedua
mempelai dimaksud telah menganut agama yvang sama, yaitu
Hindu. Untuk pengesahannya menurut hukum Hindu tidak
ada suatu escape celauss yang memungkinkan seorang
Brahma (Pendeta) untuk melakukan pengesahan upacara
perkawinan, kalau antara kedua mempelai itu terdapat
perbedaan agama.

Apabila kedua calon mempelai berbeda agama, maka
Brahmanana (Pendeta) baru mengesahkan perkawinan
tersebut kalau pihak yang bukan Hindu telzah disuddhikan
(disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu dan menanda
tangani Sudi Vadani (surat pernyataan masuk agama
Hindu).48

Menurut Ketut Suasana, mengatakan bahwa syarat
perkawinan dalam agama Hindu, kedua mempelai telah
menganut agama Hindu. Jika calon mempelai itu tidak
beragama Hindu tidak dapat disahkan. Dan untuk
mengesahkannya kedua itu harus disuddhikan lebih dahulu

sebagal penganut agama Hindu, sebab hanya dengan

46 Rusli, R. Tama, Op. cit., h. 3Z0.

&9
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melalui sistem pensudian itu seocrang pendita atau
pinandita melsakukan pengesahan perkawinan itu.47

Dengan demikian, perkawinan menurut agama Hindu
hanyalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukun
Hindu dan suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut

hukum Hindu, kalau kedua mempelai itu telah menganut

agaﬁa Hindu.

2.5. Perkawinan Menurut Agama Budha
2.5.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam agama Budha sesuatu yang
dianggap suci. Setiap pria dan wanita mempunyai
kebebasan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing,
amenikah atau membujang. Hal ini menunjukkan bahwa
perkawinan menurut pandangan Budha adalah sesuatu yang
tidak harus dipatyhi. Dalam kitab suci Tripitaka
(tipitaka) tidak dibahas tentang aturan tata carsa
perkawinan, tetapi ajararn sang Budha menekankan
hubungan pris dan wanits dalam lembaga perkawinan yang
nemungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan
rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan

sejahters.

47  Ketut Suasana, Dosen #Agama Hindu Universitas
Tadulako Paluw, Wawancara tanggal 18 April 1995.
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Menurut Cornelis Wowor, ketidakberadaannya hukunm
perkawinan dalam ajaran agama Budha dikarenakan Budha
Dharma itu lahir dalam keadaan negara yang sudah maju,
sehingga DBudha tidsk memandang peflu untuk mengatur
hukum perkawinan dalam ajarannya. Kemungkinan-kemungki-
nan ini membaws pada kenyataasn bahwa secara tekstular
tidak ada ketentuan yang mengatur masalah perkawinan
dalam ajaran agama Budha.48 Di samping itu, jalan
kehidupan dipengaruhi oleh ajaran pokok atau doktrin

agama Budha (Dharma), di mana dalam ajaran tersebut

mnengemukakan empat kebenaran yang mulia atsu empat\h“
gryasatyani, yaitu: Dukha (penderitaan); samudya

{sebab); nirodha (pemadaman); dan marga (jalan
kelepasan). Menurut Budha, hidup &adalah penderitaan
dan kesengsaraan, di mana manusia itu lahir, hidup,
tua, dan mati yvang kemudian dilahirkan kembali.

Perkawiﬁan merupakan salah satu dari bentuk
kedukaan yang dialami oleh setiap orang Budha vyang
tidak mampu mencari kesucian tingkat tinggi wmelalui
membujang dan menjadi Bikhu dan Bikhuni. \gar manusia

terlepas dari penderitaan atau kedukaan, maka harus

menempuh Jjalan dengan menghapuskan keinginan/nafsu
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secsarsa sempurna, yaitu dengan menggunakan jalan

(margs) kelepasan, yaitu: percays yang benar, maksud

vang benar, kats-kata yang benar, perbuatan yang benar,

hidup yang benar, ingatan yang benar, dan samadhi vyang
benar. Dengan berpegang teguh pads ajaran yang telah
disebutkan di atas, diharapkan setiap umat Budha dapat
mencapai kebahagiasn baik lashir maupun batin.

Perkawinan, adalah ikatan lahir batin dari dua
orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk
selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vinaya
untuk mendapat kebahagiaan dalam kehidupan sekarang dan
kehidupan yang akan datang. Menurut ajaran Budha,
dikenal empat macam perkawinan, yaitu:49

1. Raksasa (chavo) yang hidup bersama Raksesi (chava)
karena suami istri adalah pasangan yang hina dan
berkelakuan-buruk;

2. Raksasa vang hidup bersama Dewi, karena suami
berkelakuan buruk hidup bersama istri yang berbudi
luhur dan berkelakuan baik;

3. Dewa yang hidup bersama Reksesi, karena suami istri

merupakan pasangan yang mulia yahg berkelakuan baik.

49 Krignanda W. Mukti, Nasehat Ferawinan Agama
Budha Dan Pendidikan Kependudukan Keluarga Berencana
Dalam Agama Budha, Departemen Agama RI  Dan BKKBEN,
Jakarta, 1983, h. 79.
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4. Perkawinan Dewa Dewi inilah perkswinan yang bahagia
vang dipuji oleh Sang Budha (Anguttara Niksya II1).

Daiam ajaran agama Budha, di jumpail adanya aturan

vang mengatur hubungan antara manusia (Sutta). Salah

satu Sutta itu adalah kewajiban suami-istri. Menurut

ajaran ini, ada lima kewajiban suami dan lima kewajiban

istri. Kelima kewajiban suami itu, ialah:

1. Memuji dan menghormati istrinya;

2. Ramah tamah dan menghargainya;

3. Setis pada istrinya;

4. Memberi peranan pada istrinya;

9. Menyediakan kebutuhan dan memberi perhiasan.

Adapun kewajiban istri terhadap suaminys, ialah:50

1. Mengerjakan kewajiban dengan baik dan bertanggung
Jjawab;

2. Ramah tamah terhadap sanak keluarga dan kawan baik
suaminya;

3. Setia pada suaminya;

4, Melindungi milik suminysa;

5. Pandai dan rajin dalam - usaha mengurus
pekerjaannya.

Di antara ke lima hal tersebut, terdapat satu

Fuslitbang Kehidupan BReragama, Op. cit, hal.
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kewajiban yang harus dilakukan secara bersama-sanma,
baik suami maupun istri. Kewajiban tersebut, adalah
kesetiaan (anatacariyana-anatacarini). Berdasarkan
ajaran ini, suami-istri dituntut untuk saling setia,
saling mengasihi. Kehidupan perkawinan membuat dua
insan yang berlainan Jjenis menjadi bersatu dalam
Jjasmani rohani.

Perkawinan menurut agama Budha mengandung azas
monogami. Setiap pria hanya bisa memiliki satu
istri, begitu pula sebaliknya. Hal ini tercermin
dalam ajaran Sang Budha, agar seorang suami
mengembangkan sadarasantuthi (rasa puas terhadap satu
orang istrij dan seorang istri senantiasa
mengembangkan pativatti (kesetiaan terhadap satu orang

suami).51

2.5.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Budha adalah untuk
mencapail kebahagiaan 1lahir dan bathin, baik dalam
kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan vang
akan datang. Setiap orang yang telah memutuskan untuk

menempuh Jjalan berumah tangga selalu menginginkan

91 Widyadarma, S5., Ferkawinan Secara Agama Budha,
Jakarta, 1989, h. 27.
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kebahagiaan yang kekal, walaupun telah disadari bahwa
justru perkawinan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan
dalam hidup, sebab pada hakekatnya hidup adalah
penderitaan. Ssbda Sang Budha tentang perkawinan,
adalah sebagai berikut:92
"Kebahagiaan yang dapat digambarkan oleh seseorang
adalah pertalian perkawinan antara dua orang vyang
saling mencintai. Namun ada lagi kebahagiaan vyang
lebih tinggi dari pada itu, yaitu apabila seseorang
dapat mendengarkan dan mengerti dengan baik ajaran
vang benar”.

Dalam Nakulapitar Vagga, terdapat suatu nasehat
vang ditujukan kepada pasangan Nakulapitar, vysaitu;
"Jika suami~istri mempunyai niat yang kuat untuk saling
membahagiakan baik dalam kehidupan ini maupun yang akan
datang, syarat utama yang harus, dipenuhi, suami-istri
harus mempunyal Saddhavanta yakni sama-sama mempunyali
keyakinan yang teguh terhadap Sang Tri Ratna (Tiratna).

Di samping itu wasing-masing hendak berkewajiban

melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana“.53

2.5.3. Sahnya Perkawinan

Untuk dapat dilangsungkannya perkawinan menurut

ot e e ey P oy e e e e e e e e b . b ke

2 Ibid., h. 27.

33 krisnanda W. Mukti, Op. cit., h. 28.
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agama Budha, kedua calon mempelai harus terlebih dahulu
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan
tersebut meliputi pérsyaratan administrasi dan
agama. I Ketut Sukanata dalam keterangannya kepada
penulis, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syarat
administrasi ialah calon mempelai mengajukan
permohonan kepada Dewan Pendeta Indonesia setempat
dengan melampirkan surat-surat yang telsh ditentukan.
Tugas Dewan Pendeta tersebut, adalah melakukan
penelitian terhadap kedua calon mempelai apakah
pria/wanita yang akan kawin tersebut terikat perkawinan
dengan pihak lain. Adapun persyaratan agama yang
dimaksud, adalsh upacara ritusl perkawinan yang dilaku-
kan oleh pendeta di Vihara.%4

Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, maka
kedua calon mempelai harus memenuhi syarat-syarsat
perkawinan menurut ketentuan agama Budha. Syarat-syarat
tersebut, adalah: 93
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedus

calon mempelai.

24 1 Ketut Sukanata, Fembimbing Masyvarakat Dudha
Pada Kantar Wilayah Departemen Agama Fropinsi Sulawesi
Tengah, Wawancara Tanggal 17 Maret 1995.

33 Fuslitbhang ¥Kehidupan Beragama, Op. cit., h. 30.
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2. Telah mencapai usia yang layak untuk kawin,

Dalam agama Budha tidak ditemui ketentuan usia
rinimal seseorang untuk melansungkan perkawinan.
Namun secara tidak langsung dalam agama Budha
ditemui ajaran agar suatu perkawinan mencapai
kebahagiaan, diperlukan persiapan-persiapan
perkawinan, antara lain latihan melaksanakan caga
(kemurahan hati), Panara (kebijaksanaan), Sila {(tata
susila) dan Saddha (keyakinan). Dari sajaran ini
dapat diambil pengertian bahwa pada  dasarnya
perkawinan dalam agama Budha harus cukup persiapan,
dan wuntuk dsapat sempurnanya persiapan itu, maka
perkawinan harus dilaksanakan setelah wumur cukup
dewasa.

3. Tidsak ﬁelanggar larangan kawin.

Hubungan perkawinan vyang dilarang dalam sgama

Budha, antara lain:
a. Sebagaimana vang telah ditentukan dalam Sangga
Agung Indonesia (Perhimpunan Para Biksu),
perkawinan vyang masih sedarah dan saudara tua

dilarang;

b. mereka yang cacat mental dan mempunyai penyakit

yvang menular;

c. saudsara menurut garis lurus/menyamping.
Formalitas atau tata cara perkawinan menurut agama
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Budha diatur oleh kebudayaan setempat dengan berpedoman
pada ajaran Budha. Di Indonesia secara umunm, telah
berlaku tatacara perkawinan agama yang telah diperguna-
kan sebagai pedoman oleh para Pandita Lokapalasraya
dalam melaksanakan upacara perkawinan di daerahnya.
Dengan sendirinya dapat pula dimasukkan tradisi di
daerahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Dharma.
Upacara perkawinan di lingkungan agama Budha dapat
diadakan di Vihara Cetya, atau di rumah juga di gedung-
gedung pertemusan, asalkan di tempat tersebut didirikan
sebush altar dan sarana-sarana lainnya yang menunjang
jalannya upacara perkawinan. Upacara ini merupakan
titik tolak serta awal sahnya perkawinan. Adapun
T jalannya upacara perkawinan, adalah sebagai berikut:58
1. Kedua mempelai memasuki altar diiringi oleh kedua
orang tua atau walinya. Petugas agama yang telah
siap;
2. Kedua mempelai duduk pada tempat vyang telsah
disediakan menghadap kepada para undangan;
3. Pendetsa Sahs Palasraya siap memimpin upscarsa
perkawinan. Sebelum upacara dimulai, Pendeta Saha

Palasraya mengajukan pertanyaan kepada kedua
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mempelai tentang kesiapan dan persetujuan untuk
melaksanakan perkawinsan;

Setelah diyakini bahwa masing-masing nempelai
setuju untuk melsksanakan perkawinan, maka Pendeta
berkata: "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam
perlindungan Sang Tri Ratna, dengan ini kami selaku
Pendeta Saha Palasraysa melaksanakan upacara
perkawinan Saudara ..... dengan Saudarsa
dengan disaksikan upsakti dan hadirin”;
Pendeta Saha Psalasraya mempersilahkan orang tusa
mempelai wanita dan diikuti oleh orang tua mempelai
pria untuk menyalakan lilin di altar;

Kemudian Pendeta Saha Palasraya menyalakan 89 batang
hio, selanjutnya diserahkan kepada masing-masing
mempelai 3 batang dan 3 batang lagi wuntuk Romo
Pendita. Pendeta bersama-sama dengan kedus mempelai
mengucapkan “Namaskara Canya”, kemudian pendeta
mengambil hio tadi di pedupaan;

Selanjutnya Pendets bersama-sama kedua mempelai
memanjatkan pemujaan/Paritta Vandana kepada Sang
Tri Ratns;

Setelsah memanjatkan pemujaan/Paritta Vandana,
kemudian kedua mempelai mengucapkan Jjanji vyang
dipimpin oleh Romo Pendeta. Adapun 1lafal Jjanji
tersebut adalah:

"Kamesy Micchara Veramani”.
79
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“Sikha padang Samadiyami”, artinya:

“Bila kami wmelanggar Jjanji yang telah kami
ikrarkan"”,

“Kami menerima akibatnya sesuai dengan hukum

karma” .

Kemudian Pendetsa Saha Palasraya mengambil cincin

kawin, dan mempersilahkan mempelai pria untuk
mengenakan cincin kawin tersebut di Jjari manis
kanan mempelai wanita  sebagai ikatan tali
perkawinan, selanjutnya wanita tersebut telah
menjadi istri yang sah.

Setelah itu Romo Pendita meneguhkan perkawinan,
dengan pita kuning mempersatukan kedua mempelai
dengan carsa mengikat pergelangan tangasan kiri
mempelai pria dengan pergelangan tangan kiri
mempelal pria dengan pergelangan tangan mempelai
wanits menjadi satu;

Kemudian Romo Pendita mengerudungi kedua mempelsi
dengan kain warna jingga vyang melambangkan,
kerajinan, ketrampilan;

Romo Pandita mengambil air suci di altar, setelah
memanjatkan Paritta air tersebut dipercikkan kepada
kedua mempelai, maka kedus mempelsil telah mendapat
berkah;

Upacara perkawinan diakhiri dengan pembacaan doa
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dan khotbah perkawinan yang diss—paikan oleh
Pandita SANA Palasraya.

Dengan selesainya upacara keagamaan tersebut,
selesai pulalah pelaksanaan perkawinan menurut agama
Budha. Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum
perkawinan Kedua mempelai tersebut, maka pernikahan
yang-sudah sah menurut hukum agama harus dicatatkan di
Kantor Catatan Sipil sebagaimana dikehendaki pasal 2
(2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan dapat

mempercoleh keterangan telah kawin secara sah menurut

agama Budha.

2.5.4, Pandangan Agama Budha Terhadap Perkawinan Antar
Adama.

HKenurut ajaran agama Budha, bahwa setiap sagama
baik dan setiap manusia bebas untuk memeluk agamanya
masing-masing menurut keyakinannya, sehingga tidak
menjadi persoslan apabila seseorang vang beragama Budha
hendak menikah dengan seorang vyang bukan beragama
Budha.

Dengan demkian apabila ada  permohonan untuk
melangsungkan perkawinan antar agama antara seorang
yang bersagama Budha dengan ysang bukan beragama Budha,
maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Dalam hal ini uapaya penyelesaian yang ditempuh

oleh Vihara Budha dalam menghadapi perkawinan antar
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agama, ialah dengan cara membantu dan mengizinkan
mereka untuk melangsungkan upacara perkawinan vyang
sifatnysa formalitas dan upacara perkawinan dapat
dilakukan dua kali, misalnya diadakan upacara di Vihars
dahulu, kemudian di Gereja atau sebaliknya diadakan
upacara di Gereja dahulu kemudian di Vihara.

.Sebagai dasar pegangan untuk nelangsungkan
perkawinan antar agama Vihara Budha memakai THRIPITAKA,
vang diatur. dalam ANGUTARA NIKAYA Iv-288, vang
menyatakan bahwa; untuk mencapai kebahagisan rumah
tangga hendaknya suami istri memiliki keyakinan yang
sebanding maksudnya : Vihara Budha berupaya/mengusaha-
kan agar umatnya melangsungkan perkawinan vang

seagamsa, dengan Jjalan memberikan Jjalan pengarahan-

pengarahan.57

I. Ketut Sukanata mengatakan : "Dalam Nakula PFita
Vagga” terdapat satu nasehat yang ditujuakan kepada
pasangan suami istri: "Jika suami istri nempunysai
niat yang kuat untuk saling membahagiakan, baik dalan
kehidupan ini maupun yang akan datang, syarat utama
vang harus dipenuhi ialah suvami istri harus mempunyai

Saddha Vanta (sama-sama memiliki keyakinan vyang

37 Djaya 8. Meliala, Masalah Ferkawinan Antar
Agama DPan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Perspektif
Hukum, Yrama Widya Dharma, Bandung, 1988, h. 20.
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teguh terhadap Sang Tri KRatua)".

Oleh karena itu, mereka ingin membina suatu rumah
tanggdsa memiliki satu pandangan vang sama dan
menghindari perbedaan agama. Hal ini baru dapat terjadi
rumah tangga yang bahagia bila pasangan itu memiliki
keyakinan yang sama (agama yang sama).58

Dengan demikian, perkawinan antar agama hendaknya
dihindari, demi kebaikan pihak-pihak yang terlibat
untuk Jjandka panjang (perkawinan bukan dalam waktu
singkat) dalam mewujudkan impian kebahagiaan dalam

hidup ini.

2.6. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.
2.6.1. Pengertian Perkawinan

Kata kawin menurut istilah Hukum Islam sama dengan
kata nikah atau zawaj. Yang dimaksud Nikah menurut
syara, ialah akad (ijab qabui) antara wali calon istri

dan mempelai pria dengan ucapan-ucapan tertentu dan

98 1. Ketut Sukanata., Fembimbing Masyarakat Budha

Kantar Wilayah Departemen Agama Fropinsti Sulawesi
Tengah, Wawancara Tanggal 17 Maret 1995.
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memenuhi rukun dan syaratnya.59

Menurut Kompilasi Hukum  Islam  pasal 2,
perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau militsaaqon
gholiidan untuk menaati perintah Allah dan
melasksanakannya merupakan ibadah.80

Untuk jelasnya mengenai perkawinan, penulis
kemdkakan pendapat para ahli sebagai berikut

Menurut Ahmad Azhar Basyir, perkawinan adalah
suatu akad stau perikatan untuk menghalalkan hubungan
kelamin antara pris dan wanita dalam rangka mewujudkan
kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa
ketentaraman serta kasih sayang dengan cara yang
diridahi Allah.61

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah
perjanjian suci membentuk keluarga seorang laki-laki
dengan seorang perempuan, Unsur pérjanjian di sini
untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu

perkawinan serta menampakkannya kepada masyarkat ramai,

59 Zahry Hamid, Fakok-Poikok Hukum Perkawinan Dan
Undang-undang FPerkawinan Indanesia, Bina Cipta, Yogya-—
karta, 1976, h. 1.

60 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Humaniora
Utama Fress, Bandung, 1991, h. 18.

el Atmad Azhar Basyir, Hukum Ferkawinan Islam,
Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 198%, h. 11.
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sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaan
dari suatu perkawinan.62

Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan
seksual. Jadi nenurut beliau tidak ada nikah
(perkawinan) bilmana tidak ada hubungan seksual. Beliau
mengambil tamzil bila tidak ada hubungan seksual antarsa
suami 4istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu
menunggu (iddah) wuntuk menikah lagi bekas istri itu
dengan pria lain.63

Menurut Idris Ramulyo perkawinan menurut Islanm,
ialah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup
bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang
wanits gunsa membentuk keluarga yvang kekal santun
menyantuni, kasih mengssihi, aman, tentram bahagia dan
kekal,B4

Dari berbagail uraian dan definisi yang dikemukakan
oleh beberapa sarjana mengenai pengertian perkawinan,

tidak memperlihatkan =adanya pertentangan, melainkan

6% Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargean Indonesia, Ul
Fress, Jakarta, 1987, h. 47.

63 Hazairin, Hukwm Kekeluargaan Nasianal Indone-
sia, Tintamas, Jakarta, 1981, h. 61.

4 1dris Ramulyo, LDeberapa Masalah Tentang Hukum
acara FPeradilan Agama Dan Ferkawinan Islam, Indonesia
Hill, 1984, h. 147.
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menunjukkan bahwa perkawinan dalanm hukum Islan
untuk membentuk rumah tangga, mentaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakah ibadah.

Perkawinan merupaksan anjuran agdanmna sebagaimana

disebutkan dalam Al-Qur 'an, Surat An-Nisa ayat 3 yang

artinya:35

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang
sajs”

Selanjutnya Allsh berfirman di dalam Surah An-Nur

ayat 32 yang artinya:88

“"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di
antara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari
hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba
sahayamu dari wanita. Jika mereka miskin Allah
akan memampukan wereka dengan Karunia-Nya. Dan
Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui”

Rasulullah telah bersabda dalam sebuah Hadist,

vang artinya:87

"Darli Anas bin malik, bahwasanya Nabi saw telah
memuji Allah menyanjung_Nya dan bersabds ...tetapi

63 Departemen ARgama RI, Al Gur'an Dan Terjemahnyea,
Fengadaan kKitab Suci Al Gur an Depag RI, Jakarta, 1982,
h, 115.

55 1pid., h. 549.

&7 A. Hasan, Terjemah Bulughul Maram, Diponegoro,
Bandung, 1987, h. 482.
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aku sembahyang dan aku tidur dan aku puasa dan aku

berbuka dan aku kawin dengsn wanita-wanita, maka

barang siaspa yang tidak suka caraku, bukanlah dari
golonganku"”

Dari ayat dan hadist tersebut di atas, dapat
diperoleh kepastian bahwa Islam menganjurkan
perkawinan, Islam memandang perkawinan mempunyai nilai
keagamaan sebagai ibadsh kepada Allah, mengikuti sunnah
Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang
bersangkutan; dari segi lain perkawinan dipandang
mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri
hidupnysa, guna melangsungkan Jenisnya, mewujudkan
ketentraman hidup dan menumbuhkan serta mpemupuk rasa
kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Menurut hukum Islam, perkawinan mengandung tiga
aspek, vaitu aspek ibadah, saspek hukum, dan saspek
sosial. Dalam aspek ibadah, melaksanakan perkawinan
berarti melaksanakan sebagaian dari ibadahnys dan
berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari
agamanya. Sabda Rasulullah saw yang artinya :58

"Barang siapa yvang dianugerahkan Allah istri vyang

saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan

sebagian agamanya. Maka bertaqwalsh kepada Allah

pada bahagian yang lain” (R. Thabrani dan Al
Hakim)

68  wamal Muchtar, Asas— Asas Hukum Islam Tentang
Ferkawinan, Jakarta, 1974, h. 11,
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Di samping itu, aspek ibadah perkawinan dianggap
sebagai suatu lembaga suci, sebab ke dua pihak
dihubungkan menjadi psasangan suami-istri sebagai
pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah,
sebagaimana yang ditegaskasn di dalam Al Qur'an Surat

An-Nisa ayat 1 yang artinya .68

“"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu
vang telah menciptakan kamu dari diri yang satu,
dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan
dari pada keduanya Allash memperkembangbiakkan pria
dan wanita vyang banyak. Dan bertagwalah kepada
Allash dengan (mempergunakan) namaNYa kamu saling
meminta satu sama lain dan (pelihara) hubungan
silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu”

Dalam aspek hukum, merupaskan suatu perjanjian yang
kuat, sebagaimana firman Allah Surat An-Nisa ayat 21

vang artinya:70

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahsal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan
vang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-
istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian
vang kuat”.

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa

sifat

69 Departemen Agama RI, Op. cit., h. 144,

70 rbid., h. 120.
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1. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa
persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan
dengan perkawinan itu;

2. Akibat perkawinan, masing-masing pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh
hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan ditentukan
pérsvaratan berpoligami bagi suami-suami yang hendak
melakukannya;

3. Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat
dirubah sesusi dengan persetujuan masing-masing
pihak dan tidak melanggar baras-batas vang

ditentukan agama.

Dari aspek sosial, perkawinan dapat memberikan
keduduksn tersendiri dalam masysrkat, karena mereka
mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan
hukum dalam berbagai bidang muamalat berdasarkan
syariat Islam. Di samping itu, dalam masyarakat, Islam
memberikan kedudukan yang tinggi kepada wanita setelah

melakukan perkawinan.

2.6.2. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan
dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan
pembentuknya, demikian pula halnya dengan syariat

Islam, mensyariatkan perkawinan dengan mempunyati
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tujusan.

Menurut KEompilasi Hukum Islan, "perkawinan
bertujusn untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah".71
Firman Allah SWT vyang dijelaskan di dalam Al

Qur ‘an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :'72

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu 1istri-istri dari Jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikiasn itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir"”

Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam
Islam, sadalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat
kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam
rangka mewujudkan suatu keluargs yang bahagia
dengandasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh
keturunan ysng sah dalam masyarakat dengan mengikuti

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.73

Rumusan tujuan perkaswinan di atas dapat diperinci

71 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di
Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, h. 114

72 Departemen Agama RI, Op. cit., h. 6444,
73 Soemiyati, Hukum Ferkawinan Islam Dan Undang—

undang Perkawinan (Undang-undang Na. 1 Tahun 1974
Tentang Ferkawinan), bLiberty, Yogyakarta, 1982, h. 12.
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sebagal berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi
tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.

c. Memperoleh keturunan yang sah.

. Sedangkan menurut Filsuf Islam Imam Ghazali
membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal,

vang dapsat disimpulkan sebagai berikut:74

1. Mewujudkan anak yang akan mengekalkan 'keturunan
serta memperkembangkan suku-suku manusia;

2. Memenuhi tuntutan naluriah manusia;

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;

4, Membentuk dan mengatur rumah tangga yvang
menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar
atas dasar kecintaan dan kasih sayang;

5. Menimbulkan kesungguhan berusaha mencari rezeki
penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tang-

gung jawab.

Untuk memperjelss tujuan dan 'faedah perkawinan

tersebut, akan diuvraikan satu persatu.

74 A. Subairie, Felaisanaan Perkawinan Campuran
Antars Islam DRan kristen, Bahagia, Fekalongan, 1985, h.
37
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Tujuan  pertama, 1ialah untuk memperoleh anak
ke-turunan yang sah. Hal ini adalah merupakan tujuan
pokok, dan sudah menjadi fitroh manusia untuk
berkeinginan memperoleh anak yang akan menjadi busah
hati belahan jiwa.

Adanya anak sebagai keturunan, menjadikan
kehidupaﬁ suami istri dalam rumah tangga akan
mempercleh ketenandan, ketentraman dan kebahagiaan
rumah tangga. Anak merupakan tali pengikat kelang-
sungan hidup rumsah tangga. Kadang-kadang hancurnya
kehidupan rumah tangda disebabkan oleh tidak adanya-
anak, sehingga tidak ada tali pengikat yang kokoh,
Dengan mendapatkannya anak keturunan, diharapkan kelak
dapat memelihara ibu bapaknya di masa tua, dan ia akan
selalu mendoakan orang tuanya yang berarti merupakan
anak yang shaleh.

Anak-anak yang memegang fungsi sebagai penyambung
keturunan, dengan cara vang sah dan teratur tidak akan
terjadi tanpa adanya perkawinan. Dengan demikian, dapat
ditarik kesimpulan bahwa anak adalah hasil dari
perkawinan dan perkawinan membunyai kedudukan sebagai
lembaga vang memperkembangkan suku-suku bangsa

manusia.75

79 Ibid., h. =8.
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Tujuan kedua,  adalah untuk memenuhi tuntutan
naluriah kemanusiaan. Sudah menjadi kodrat bahwa
manusia dengan Jjenisnya yang berlainan, yaitu Jenis
laki-laki dan perempuan, saling mengandung daya tarik
menarik dengan yang lainnya. Dilihat dari sudut
biologis, daya tarik itu adaslah nafsu birahi atau
seksual. o

Sifat kebirahian wmanusia pada umumnya didapati
sifat kecenderungan dalam pergaulan hidup, dan
merupakan tabist kemanusisan, sebagaimana Allah
firmankan dalam Surat Ali Imran ayat 14 yang artinya
“"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintasan
pada apa-apa vyang diingini, yaitu wanita-wanita dan
anak-anak”. Juga dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat
187 yang artinya “Mereka itu pakaian bagimu, dan
kamupun pakaian bagi mereka”.

Hajat tiap-tiap orang, bailk pria maupun wanita
untuk memenuhi tabiah kemanusiaannya, tidak ubahnya
seperti hajat tiap-tisp orang terhadap makan dan =minun.
Oleh karenanya, perkawinan memberi dasar dan ssaluran
vang sah untuk memenuhi tabiat tersebut.

Tujuan ketiga, adalah memelihara manusia dari
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kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang banyak
menjemuruskan manusia ke dalam perbuatan kejahatan
dan kerusakan, ialah pengaruh nafsu birahi atau
seksual. Bila hawa nafsu ini tidak dapat dikendalikan.
dan tidak pula saluran yang saﬁ untuk memenuhi hajat
sifat kemanusiaan, maka manusia akan mencari kepuasan
dengan cara yang tidak sah, sehingga nafsu ini
menghilangkan pertimbangan dan pikiran yang membuka
lebar jurang kejahatan dan kerusakan. Oleh karena itu,
Al Qur“an Surat An Nisa ayat 28 Allah menegaskan:
"Manusia dijadikan bersifat lemah". Ikrimah dan
Mujtahid mengatakan bahwa yang dimaksud lemah pada
ayat tersebut, ialah kelemahan pria dalam mengendalikan
hawa nafsu; demikian pula sebaliknya.77 Dengan sifat
manusia yang mempunyai beberapa kelemahan itulah, msaka
ia mudah terseret oleh godaan syetan. Lebih-lebih bagi
manusia yang lemah akan imannya atau Kkosong ilmu
pengetahuan agamanya, mereka akan mudah terjerumus ke
dalam lembah kehancuran dan lembah kehinaan, akibst
menuruti hawa nafsunya sendiri.

Tujuan yang hkeempat, adalah membentuk dan mengatur
rumah tangga yang merupakan babis pertama dari

masyarakat yang besar di atas Lkecintaan dan kasih

G4
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sayang. Perkawinan merupakan tali pengikat yang kuat
dalam hubungan antara suami istri vang sedang
membangun rumah tangga yang bahagia.

Adapun unsur yang mengikat tali perhubungan itu,
adalah dengan adanya anugerah dari Allah berupa cinta
kasih keduanya. Hal ini merupakan salah satu karunia
Tuhan yang amat besar dan tinggi nilainya. Sesuai
dengan firman Allah dalam Al Qur an Surat Ar Rum ayat
21: "Dan di antars tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanys, dan
dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang.
Sesungguhnya ysang demikian itu menjadi keterangan
bagikaum  yang mau berpikir”., Dalam ayat tersebut
terungkap pengakuan Al Qur an akan pentingnya cinta
kasih dalsm hubungan antara suami dan istri untuk
membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan
landasan suatu masyarakat yang besar.

Tujuan yang kelimsa, ialah menumbuhkan aktivitas
dalam berusaha mencari rezeki yvang halal dan
memperbessar rasa tanggung jawab. Pada umumnya, orang
vyang belum berkeluarga belum terlsalu memikirkan soal
ekonomi dan penghidupan sehari-hari. Tetapi setelah
menginjak masa perkawinan, keduanya mengalami perobahan

dalam pemikirannya. Lebih-lebih bagi mereka yvyang
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setelah kawin merasa mempunyai beban tanggung jawab. Si
suani memikirkan bagaimana untuk memperoleh rezeki yang
halal untuk memberi nafkah kepada istrinya. Begitu pula
si 1istri memikirkan bagaimana cara mengatur rumah
tangga vyang baik. Keduanya saling berusaha agar tugsas
masing-masing dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata
laiﬁ, perkawinan 1itu dapat menimbulkan aktivitas bagi
suami untuk bertanggung jawab dalam urusan yang pokok,
dan bagi istri mengatur keadaan rumah tandga yang baik,
sejahtera dan harmonis.

Aktivitas antara suami istri makin berkembang
setelah adanya keturunan, sejak itulah mereka mulai
merasakan beban yang semakin berat. Meskipun masing-
masing mempunysi hak dan kewajiban serta tanggung
jawab, orang pria diberi suatu kelebihan (pemimpin
rumah tangga) sebagaimana firman Allah di dalam Al
Qur "an Surat An-Nisa ayat 34 vang artinya:
"Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria)
atas sebagian yang lain (wanita) dan Kkarena mereka
(pria) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.

Sehubungan dengan adanya perkawinan vang mempunyai
tujuan suci dan mulia itu, agar tujusn tersebut dapat
dicapai, maka suami istri harus mempunyai kewajiban
masing-masing, dan sebagasl realita adanya tanggung

jawab kepada suami sebagai kepala rumah tangga dan
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istri sebagai ibu rumah tangga.
Di dalam KXKompilasi Hukum Islam kewajiban suami

istri adalah :78

a. Pasal 80 kewajiban suami terhadap istri

(1). Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah
tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah
tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami
istri bersama;

(2). Susmi wajib melindungi 1istrinva dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga
sesual dengan kemampuannya;

(3). Suami wajib memberikan pendidikan sagama kepada
istrinysa dan memberi kesempatan belajar
pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi
agama, dan bangsa;

(4). Sesual dengan penghasilannya suami menanggung;

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri:

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi istri dan anak;

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Op. cit.,
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c. biaya pendidikan bagi anak;

(5). Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut
pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku
sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;

(6). Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban
terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat
(4) huruf a dan b;

(7). Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2)

gugur spabila istri nusyuz.

b. Pasal 83 kewajiban istri terhadap suami:

(1). Kewajiban utama bagi seorandg istri ialah berbakti
lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas
vang dibenarkan oleh hukum Islam;

(2). Istri menyelegderakan dan mengatur keperluan rumah

tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2.6.3. Sahnys Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama
Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat.
Rukun 1ialah unsur pokok dalam setiap perbuastan hukum,
sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam

setiap perbuatan hukum.79 Antara rukun dan syarat

79 Departemen Agama Rl, Fedoman Fegawai Fencatat
Nikah (FPPN), Proyek Fembinaan Sarana Keagamaan, Dirjen
Bimas Islam Dan Urusan Haji, Jakarta, 1988/198%9, h. 11.
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perkawinan ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang
dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat
perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu
rukun , perkawinan tidak mungkin dilskasnakan . Sedang
vang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada
dialam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan
perkawinan itu sendiri.80

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islanm
sesuail dengan pasal 2 (1) Undang-undang No. 1 Tahun

1874 tentang perkawinan.al

Adapun rukun nikah tersebut, sebagamana disebutkan

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 adalah sebagai

berikut: 82

1, Calon suanmi;
Calon istri;
Wali nikah;

Dua orang saksi;

o B W N

Ijab dan Kabul.

Sumiyati, Op. cit., h. 30.

kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Op. cit.,

Ibid., h. 21.
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Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan

satu persatu dari lima rukun tersebut.

ad.1. Calon suanmi.
Dalam melangsungkan perkawinan, harus ada calon
mempelai pria, juga harus ada calon mempelai wanita.

Syarat calon mempelai pria adalah:

a. bukan mahrom, baik karena hubungan darah, karena
persesusuan atau semends;

b. tidak beristri empat orang;

c. dengan kemauan sendiri, bukan dipaksa;

d. tertentu orangnysa;

e. seorang pria, bukan wadam;

f. mengetahui siapa calon istrinya;

tidak sedang mengerjakan ihram atau umrah;

o m

seorang muslim.

Dari beberapa syarat tersebut di atas, masih ada
satu syarat yang belum disebutkan dan apabila hal ini
memang terjadi, maka juga dapat mengakibatkan tidak
sahnya perkawinan. Syarat tersebut, adalah keduanya

berakal sehat atau tidak gila.

ad.2. Calon istri.

a. bukan mahrom, baik karena pertalian darah, karena
sepersusuan atau semenda;

b. bukan istri orang;
100
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c. tidak dipaksa atau dengan kemauan sendiri;

d. tidak dalam iddah suaminya;

e. seorang muslimah;

f. jelas seorang wanita;

g. tertentu orangnys;

h. tidak sedang ihrom atau umrah;

i. tidak berssudara, baik karena sedarah, sesusuan,
maupun karens semenda.

ad.3. Wali nikah.

Di dalam perkawinan, wali nikah adalah hal yang
sangat penting dan menentukan. Di dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 18, wali nikah dalam perkawinan merupakan
rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita
vang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 (1), vyang
bertindak sebagail wali nikah ialah seorang pria vyang
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, agil
baligh,83

Nabi menjelaskan "Tidak ada nikah kecuali dengan
wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Daruqutni dari
Aisysh) r.a).

Wali dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukunm

Islam Pasal 20 ayat (2) ada dua macam yaitu Wali
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nasab dan Wali hakim. Selanjutnnya Pasal 21

dijelaskan 84

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari
kelompok vyang lain sesuai erat tidaknya susunan
kekerabatan dengan calon wanitasa.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus
ke atas vyakni ayah, kakek dari pihak ayah dan
seterusnya;

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung
atau saudsra laki-laki sesayah, dan keturunan
mereka;

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-
laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan
laki~-laki mereka;

Keempat, kelompok saudara lski-laki kandung kakek,
saudara kakek seayah dan keturunan laki-laki
mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat
beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali,

maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang

84 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Op. cit.,
h., 23-24.
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lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon
wanita.

(3) Apabils dalam satu kelonpok sama derajat
kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi
wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang

hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya
sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama
derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak
menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih
tua dan memenuhi sysarat-syarat wali.

Sedangkan wali hakim, Pasal 23 (1) dijelaskan:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin
mengahadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakinm
baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada

putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sehubungan wali perkawinan dalam Islam, Abdullah

Sidik bahwa wali ada tigs macam :5°

8% Abdullah Sidik, OF. cit., h. 10.
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1. Wali Mujbir, yaitu terdiri dari; ayah, ayah dari
ayah (kakek) dan seterusnya garis lurus ke atas
menurut garis patrilineal dari wanita yang akan
dinikahkan itu.

2. Wali Nasab, yaitu orang pria yang mempunyai nasab
(hubungan) kekeluargaan dengan perempuan tersebut
menurut garis paprilineal; saudara pria
seibu-~seayah serta Kketurunannya yang pria dan
pamannya (seibu-seayah atau seayah), beserta
keturunannya yang pria.

3. Wali Hakim, vaitu orang yang ditunjuk dari
persetujuan kedua belah pihak vang mempunyai
pengetahuan yang sama dengan qodli.

Dalam menetapkan seorang wali dalsam suatu
perkawinan, haruslah dengan tertib dan wurut. Pertama
wali mujbir. Jiksalau wali mujbir sudah tidak adsa,
maka berpindah ke wali nasab. Kemudian jika wali nasab
sudah tidak ada, barulah memakai wali hakim. Dasar
hukum adanys wali hakim itu ialah hadits yang berbunyi:
"Barang siaspa yang tidak mempunyai wali, maka yvyang

menjadi walinya ialah hakim (pejabat negsara)"”.

ad.3. Dua orang saksi.

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah

diberikan oleh dua orang saksi pria dewasa, beragama
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Islam dan orang yang merdeka, bukan budak atau hamba
sahaya, harus adil dgn dapat dipercaya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 (1) saksi
dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad
nikah. (2), setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua
orang saksi. Dan Pasal 25, "yang dapat ditunjuk menjadi
saksi delam akad nikah ialah seorang pria muslim, adil,
akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna
rungu atau tuli. Pasal 26. dinyatakan, saksi harus
hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta
mendatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad
nikah dilangsungkan“.86

Syarat dua orang saksi ini merupakan syarat

vang biasa dalam kejadian-kejadian penting sebagail

penguat dalam suatu kejadian vang menghendaki
pembuktian.

Adapun vyang harus dipenuhi oleh seorang saksi
adalah :87

1. Seksi itu hendaknya orang-orang vyang mukallaf,
karena orang mukallaf yang dapat mempertanggung
jawabkan persaksiannya, yang dapat melaksanakan
"i"lan" kehadirannya dapat dianggap sebagai
penghormatan bagi sunnah Nabi Muhammad saw;

2. Kehadiran saksi-saksi itu hendaklah memenuhi syarat
i’lan atau sekurang-kurangnya "i lan” yang minumun

84 Abdurrahman, 0Op. cit., h. 119.

87 kamal Muchtar, Op. cit., h. 10S-107.
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dapat dipenuhi. I'lan yang pinimum dapat dipenuhi
spabila akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.
Imam Hanafi mensyaratkan kehadiran dua orang sa@s?
pria, kalau tidak ada dua orang saksi pria, dihadiri
seorang saksi pria dan dua orang saksi wanita;

3. Muslim. Kehadiran saksi yang muslim di dalam suatu
akad nikah adalah sebagai penghormatan bagi kedua
mempelai dan penghormatan sunnah Nabi. Dalam hal
akad nikah dihadiri saksi-saksi crang kafir,
sekalipun persaksiannya dapat dijadikan alat bukti
dan dapat melaksanakan i°lan, tetapi kehadirannysa
tidak akan merupakan penghormatan bagi kedua
mempelai yang muslim, apalagi bagi sunnah Nabi;

4. Hendaklah saksi-saksi mendengar atau memahami
perkataan orang-orang Yyang berakad pada waktu
dilaksanakan akad. Karena itu dibolehkan mwmengangkat
saksi seorang buta atau bisu, asal saja dapat
memahami dan mengerti apa yang telah dilakukan oleh
orang-orang yvang berakad.

Mengenai masalah saksi dalam perkawinan, terjadi

perbedaan pendapat para Imam Madzhab, sebagai berikut

1. Imam Syafi‘i berpendapat bahwa perkawinan harus ada
saksi, beliu mendasarkan dari pada hadist Nabi, yang
artinya : “"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan
dua orang saksi yvang adil” (HR. Ahmad bin Hambal).

2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam nikah
adalah merupakan rukun dari akad-nikabh, beliu
menggiaskan persaksian dalan akad-nikah pada
persaksian dalam akad mu ' amalat.

3. Madzhab Maliki mensyaratkan adanya pemberitahuan
ketika akan berlandsungnya akad nikah, karena hal
ini dipandang perlu dan sudah cukup.

“"Beritahukanlah (siarkanlah) akad nikah itu dan
untuknysa tabuhlah gendang".
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Hadist ini hanya menyuruh untuk memberitahukan
saja tentang berlangsungnya akad nikah, dan bukan atas
hadirnya dua orang sakasi. Oleh karena itu, mengatakan
bahwa hadirnys dua orang saksi di kala akad nikah tidak
diperluksan, hanya diperlqkan adanysa orang vang

mengetahui perkawinannya itu.

ad.5. Ijab dan Kabul.

Sighat akad nikah adalah pernyataan sepakat dari
pihak calon suami dan pihak calon istri untuk
mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan
menggunakan ijab kabul. Adapun dimaksud dengan ijab,
ialah wungkapan keinginan untuk mengadakan hubungan
perkawinan yang disampaikan oleh wali wanita. Sedangkan
Qabul, ialah ucapan yang menyusul setelah berlangsung-
nya ijab dari mempelai pria atau walinya yand menyata-
kan kesedizannya atas keinginan pihak mempelai wanita.

Contoh sigat ijab kabul : Saya kawinkan putriku
vang bernama .... dengan engkau ... dengan mshar sebuah
Al Qur an dan seperangkat alat shalat. Kemudian dijawab
oleh mempelai pria dengan ucapan : Saya terima nikahnya
dengan mahar tersebut.

Ealimat yang pertama yvang diucapkan oleh wali
mnempelai wanita disebut ijab, sedangkan kalimat vyang

diucapkan o¢leh mempelai pria atau wakilnya disebut

kabul.
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Di dalam Kompilasi Hukum Islanm, pasal 27
disebutkan ijab dan kabul antara wali dan calon
mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang
waktu. Pasal 28, akad dilaksanakan sendiri secara
pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah
dapat mewakilkan kepada orang lain. Selanjutnya pasal
29 menegaskan
(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai

pria secara pribadi;

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat
diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon
mempelal pria memberi kuasa yang tegas Ssecara
tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu
adalah untuk mempelsi pria;

{3) Dalam hal calon mempelal wanita atau wali
keberatan calon mempelai pria diwakili, waka akad
nikah tidak boleh dilangsungkan.as

Scoemiyati berpendapat bahwa untuk sahnya
perkawinan, maka sighat akad nikah harus memnenuhi

syarat-syarat sebagai berikut .89

1. Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara
lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan

kKompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Op. cit.,
h. 25,

89 gpemiyati, Op. cit., h. 55.
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secars lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan
tanda-tanda isyarat tertentu; _

2. Akad nikah harus dilakukan dalam suatu majelis;

3. Antarsa ijab dan kabul tidak boleh diselingi
kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang
dipandang wmempunyai maksud mengalihkan akad vyang
sedang berlangsung; -

4. Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu
syarat didasarkan pada waktu yang akan datang, atau
dibatasi dengan jangka waktu tertentu;

5. Masing-masing pihak harus mendengar atau memahanmi
perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau
dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad
nikah.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa
akad nikah harus diucapkan dengan Jjelas beruntun
dantidak berselang waktu. Juga akad nikah tidak boleh
digantungkan pada satu syarat, dan syarat itu apabila
tidak seketika, misalnya wali mempelai wanita
nengatakan kepadsa calon mempelai pria: "Saya nikahkan
engkau ... dengan anak saya ... dengan mahar... setelah
mendapat pekerjaan”. Ijab semacam itu dipandang tidak
sah sebab syaratnya setelah mendapat pekerjaan, vyang

belum tertentu akan terpenuhi pada waktu-waktu

mendatang.
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BAB 3
METODE PENELITIAR

3.1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul di atas, maka pendekatan yang
digunakan sdalah pendekatan yuridis normatif. Maksudnya
adalah suatu mendekatan yang didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu Jjuga
dilakukan pendekatan agama yang merupakan kaedah/norma

hukum terhadap pelaksanaan perkawinan.

3.2. Sumber Data.
3.2.1. Data Kepustakaan.

Kepustakaan sebagai data utama dalam penelitian
ini. Kepustakaan yang dominan adalah kepustaksan dalam
hukum perdata khususnya hukum perkawinan. Termasuk pula
studi dokumentasi terhadsp bahan hukum sekunder berupa
peraturan perundangan-perundangan, baik yang berlaku

sekarang maupun Kketentusan perundang-perundangan vang

pernah berlaku sebelumnya.
3.2.2. Data Lapangan.

Data lapangan berupa wawancara dengan pejabat-
pejabat pada instansi atau lembaga yang menangani
masalah perkawinan. Untuk informasi vyang menyangkut
menerapan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana peranan
aparat pelaksana undang-undang dalam menangani masalah

perkawinan antar agama, maka diadakan wawancara dengan
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pejabat-pejabat pada Kantor Catatan sipil dan Rantor
Urusan Agama. Demikian pula wawancara dengan hakinm
pengadilan negeri yang pernah menangani dan memutus
perkawinan antar sagama.

Di samping itu, akan dilakukan pula wawancara
dengan para tokoh agama Islam (Ulama), agama Katolik
(Pastor), agama Hindu (Pendeta/Pedande) dan agama Budha
(Maha Pendiata dan Bikkhu). Semua ini dimaksudkan untuk
mengatahui bagaimana pandangan agama-agama tersebut

terhadap perkawinan antar agama tersebut.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data.
3.3.1. Data Kepustakaan.

Untuk penelitian kepustakaan dilakukan dengan
mengoventarisasi perundang-perundangan, baik yang
berlaku sekarang maupun ketentuan perundang-perundsngan
vang pernah berlaku sebelumnys dan lain-lain yang
berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian
ini vang merupaksan data utama.

3.3.2. Data Lapangan.

Untuk  pengumpulan data lapangan, dilakukan
wawancara secara bebas terpimpin. Hasil wawancara ini
berguna untuk memberi penjelasan atau melengkapi . data
utama. Oleh sebab itu tidak menggdunakan 'daftar

pertanyaan secara terinci, tetapi dengan catatan pokok
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permasalahan ini yang disampaikan secara lisan. Catatan
pokok ini digunakan pedoman dan berfungsi alat kontrol
relevan atau tidaknya data yang terkumpul. Sedangkan
kebebasan yang dimaksud adalah bebas dalam bertannya
{teknik bertanya). Dengan kebebasan ini dapat

menghindarkan kekakuan {(keadaan monoton) proses

wawancara. 1

3.4, Teknik Analisis Data.

Untuk kepentingan analisis data dalam penelitian

ini dilskuksn secara kualitatif dengan menggunakan

metode diskriptif analisis.

Maksudnya, adalah suatu studi untuk menemukan ide
yuridis atau mendapatkan suatu gambaran yang sempurna
berdasarkan kualitas atau mnutu data melalui tahap

interpretasi vyang tepat utuh merefleksikan suatu ius

constituendenm.

1 KRonny Hanitijo Soemitro, Metodologi Fenelitian
Hubkwum, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1985, h. 73.
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BAB 4
PEMBAHASAN

Dalam bab ini, diuraikan pandangan Kompilasi
Hukum Islam terhadap perkawinan antar agama.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perkawinan
bukanlah masalah pribadi dari mereks yang melangsungkan
perkawinan, akan tetapi merupakan masalah keagamaan
vang erat hubungannya dengan kerokhanian a.au keimanan
seseorang. Terlebih bila perkawinan tersebut
dilangsungkan oleh pihak yang berlainan agama.

Adapun vyang dimaksud dengan perkataan berlainan
agamsa dalam perkawinan, adalah perkawinan antara
seseorang dengan orang lain di mana antara mereka
terdapat berlainan agama dan masing-masing agama yang
mereka anut mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenail
perkawinan, sedangkan mereka mempertahankan wmasing-
masing agama.

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amsat
teliti ds&n terperici untuk membawa umat manusia hidup
berkeharmonisan, sesuai dengan kedudukannya yang amat
mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Islam
sebagai agama universal, sesusi dengan fitrah manusia
sehingga tidask ada syariatnya vang bertentangan dengan
fitrah manusia. Antarsa individu dengan individu, antara

keluarga dengan keluarga, bangsa dengan bangsa lainnya
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tidak berlebih ukuran derajat kemanusisannya, kecuali
terletak pada tagwanya kepada Allah.

"Hal manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu

dari seorangd pria dan secgrang wanita dan

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamw saling kenal mengenal. Sesungguhnys

orang vyang mulia di antars kamu di sisi Allah

ialah orang vang paling tagqwa di antara kamu.

SesungguhnYa Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Mengenal"™.

Dari dasar tersebut di atas, pandangan Islam
terhadap manusia dalam perkawinan tidak mempersoalkan
faktor perbedaan keturunan, bangsa dan kewargsanegraan,
tetapi hanyalah faktor beda agama karena Islam
mengutamakan keselamatan keyakinan dari pada kesenangan
duniawi. Lebih-lebih masalah perkawinan yang merupakan
dasar pembinaan rumah tangga, keluargas dan masyarakat
sehingga agama sangat diutamakan.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw telah menjelaskan
vang artinya

Dari Abu Hurairah vang diriwayatkan oleh Bukhari
dan Muslim Nabi Bersabda : Wanita dikawini karena
empat faktor : karena Kkecantikannya, karena

keturunannya, karena hartanya, karena agananya2
Tetapi pilihnya yang beragama agar kamu selamat”,

1 Departemen Agama RI, Al Gur'an Dan Terjemahnva,
FPerngadaan Kitab Suci Al Gur’ an Depag RI, Jakarta, 1982,
he 115,

-
2

Sayyed Sabiq. Fikih Sunnah Jilig VI, Al Maarif,
Bandung, tanpa tahun, h. 30,
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“Janganlah kamu mengawini wanita, karena
kecantikannya, mnungkin kecantikannya itu akan
membawa kerusakan bagi mereka sendiri dan
janganlah kamu mengawini mereks karena mengharap
hartanya, mungkin harta itu menjadikan mereka
sombong tetapi kawinilah mereka dengan dasar agama
dan sesungguhnya hgmba sahaya hitam 1lebih baik
karena ia beragama’.

Dari dalil tersebut di atas, menunjukkan bahwa
apabila seorang pria muslim akan kawin dengan wanita,
persyaratan yang utama harus diperhatikan adalah &agama
atau mempunyai kevakinan vang samsa,

Dengan demikian, Islam sebagai suatu agama yang
mempunyai saturan secara tegas dalam masalah perkawinan
baik terhadap wanita yang boleh dikawini atau wanita
vang tidak boleh dikawini.

Menurut pandangan Islam, perkawinan antara orang
Islam dengan penganut agama 1lain dibedakan menurut
jenis kelamin subyek hukumnya.

Bagi seorang pria Islam ada pandangan mengenail
larangan dan kebolehan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan

dalam Al Qur 'an, mengawini wanita yang bukan Islam

dapat dibagai dalam kualifikasi, yaitu

4.1. Perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik.

Di kalangan vulama timbul perbedaan pendapat

% H. Sulaeman Rasyid, Fighy Islam, Attahiriyah,
Jakarta, 1986, h.358.
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tentang siapa musyrik (wanita musyrik) itu yang haram
dikawini ...?
Menurut Ibnu Jarir Al-Thabarani, seorang ahli

tafsir : 4

"Musyrik yang dilarang untuk dikawini itu ialah
musyrikah dari bangsas arab saja, karena bangssa
arab pada waktu turunnya Al Qur'an memang tidak
mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala.
Maka menurut pendapat ini secorang muslim boleh
kawin dengan wanita musyrik dari non bangsa arab,
seperti wanita Cina, India dan Jepang, vang diduga
dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab
suci, seperti pemeluk agama Budha, Hindu,
Konghucu, vyang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa,
percaya adanya hidup sesudah mati dan sebagainya.
Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini”

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua
musyrikah baik dari bangsa arab ataupun bangsa non
arab, selain Ahli Kitab yakni Yahudi (Yudaisme) dan
Kristen tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini,
wanita yang bukan Islam dan bukan pula Yahudi/Kristen
tidak boleh dikawini oleh pria muslim, apapun agamanya
atau kepecayaan seperti Budha, Hindu, konghucu,
Majusi/Zoroaster karena pemeluk agama selain Islam,
5

Kristen dan Yahudi termasuk katagori “musyrikah”.

Allah SWt telah menegaskah dalam Al Qur 'an Surat

4 Masyfug Zuhdi, Masail Fighivah, Masagung,
Jakarta, 1988, h. 4.

o Ibid., h. 5.
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Al Baqarah ayat 221 yang artinya

"Dan Jjangalah kamu nikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mu’min lebih baik dari paga wanita musyrik,
walaupun dia menarik hatimu....

Sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan
Kannaz Ibnu Hasim Al-Ghanawi yang diutus Rasulullah saw
ke Mekah membawa sebuah missi. Di Mekkah dia mengenal
seorang wanita bernama Anaz yang sangat dicintal sejak
masa jahiliyah (sebelum Islam). Kannaz datang
menemuinya dan memberitahunya bahwa Islanm telah
melarang apapun biasa dilakukan pada masa Jjahiliyah.
Lantas dia menjawab: “Kalau begitu kawinilah aku".
Kannaz menjawab dia akan meminta izin kepada
Rasulullah. Rasulullah berkata bahwa Kannaz tidak boleh
mengawininya, karena engkau muslim sedangkan calonnya
Anaz, seorang musyrik.

Dalam ayat tersebut, Allah SWt menegaskan larangan
bagi seorang muslim mengawini wanita-wanita wmusyrik,
walaupun mereka cantik dan rupawan, kaya dan sebagainya
kecuali kslau mereka itu telah beriman, dan wanita
budak yang mu 'min lebih baik dari pada mengawini wanita

musyrik.

+J

6 Departemen Agama RI, Op. cit., h. 3
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Abdul Aziz Abdurrahman Ali Ar-Rabi’'ah, menyatakan
ayat tersebut, merupakan landasan hukum yang melarang
terpautnya dua hati manusia yang Kkeyakinannya tidak
sama, atau yang pada dasarnya tidak mungkin bertemu.
Jika terjadi perkawinan antara seorang pria muslim
dengsn wanita musyrik, maka pekawinan itu akan menjsdi
sebuah ikatan yang sangat rapu.7

Kedua suami istri itu tidak akan pernah
menemukan kesepakatan dalam mencintai Allah, dan
dasar-dasar kehidupan yang berlaku dalam keluarga
tersebut tidak akan pernah berjalan di atas rel-rel
vang telah digariskan oleh Allah. Allah telah
mengangkat Jjatidiri manusia dari tingkatan binatang,
tidak menginginkan adanya ikatan antara dua manusia
seperti binatang, atau yang hanya cenderung mengikuti
syahwatnya.

Sesunggunya Allah yang mengangkat ikatan itu ke
tempat vyang paling terhormat dan tinggi di sisi-Nys,
sehingga menjadi seiring dan sejalan dengan izin dan

ketentuan-Nya dalam mengembangkan dan menjernihkan

kehidupan ini.e

7 Abdul Azizlﬂbdurrahman Al Ar—-Rabi’ ah, Perkawinan
Yang Harmenis Dan Bahava Ferkawinan Dengan Wanita
Asing, Firdaus, Jakarta, 1992, h. 16.

8 rbid., h. 17.
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Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa pengertian
wanita musyrik vyang tidak boleh dikawini oleh pria
muslim itu diperluas, sehingga mencakup wanita-wanita
yang percays adanya banyak Tuhan, percaya ada Tuhan
selain Allah atau mereka ysng sama sekali tidak percaya
adanya Tuhan serta tidak mengakuil adanya Kitab-kitab
dan akhirat.9

Islanm melarang' perkawinan antara pris dengan
wanita musyrik dalam pengertian yéng luas itu terutamsa
sekali dimaksudkan agar keselamatan keyakinan agama
suami dan anak-anaknya benar-benar dapat terjsmin,
demikian pula keserasian hidup rumah tangda benar-benar
dapat tercapai., Lebih jelas 1lagi ditekankan kepadsa
keselamatan pendidikan sagama anak-anak yang bagian
terbesar peranannya berada ditangan ibu. Dapat kita
bayangkan betapa sukar menanamkan pendidikan agama
Islam kepada anak-anak yang ayahnya beragama Islam,
tetapi ibunya beragama Konghucu misalnya, yang sama
sekali tidak mempunyai titik-titik pertemuan dengan
keyakinan Islam.

Membiarkan terjadinya perkawinan antara pria

? Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi, Wasliat
Menurut Islam, Al Maarif, Bandung, 1972, h. 8.
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muslim dengan wanita musyrik akan berakibat hilangnya
eksistensi Islam dalam kehidupan masyarakat, dimulai
dengan hilangnnya rasa gairah terhadap Islam sebagai

suatu agama vyang wajib ditegakkan di tengah-tengah

kehidupan umat manusia.

4.2. Perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab.
Dalam hal perkawinan pria muslim dengan Ahli Kitab
inilah vyang paling ramai dibicarakan di kalangan para
ulama, dan paling terasa pula gejoclaknya dalam
masyvarakst Indonesia.
Di dalam Al Qur 'an Surah Al Maidah ayat 5 Allah
SWT menjelaskan yang sartinya 10
“Dihalalkan mengawini wanita-wanitas yang menjaga
kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman
dan wanita-wanita menjaga kehormatan di antarsa
yvang diberi Al Kitab sebelum kamu....
Dari ayat tersebut, terjadi dua pendapat para

ulama tentang perkawinan pria muslim dengan wanita

Ahli Kitab.

4.2.1. Pendapat yang membolehkan
Hamka berpendapat bahwa pria Islanm boleh

mengawini wanita Ahli Kitab dengan syarat, Jjika pris

10 Departemen Agama RI, Op. cit., h. 1358.
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Islam cukup kuat imannya tidak khawatir dapat

terpengaruh oleh agama istrinya. Dengan

begitu tidak

akan timbul akibat-akibat yang mafasid (buruk). Tanpa

adanya syarat ini (cukup kuat iman), haram pria Islam

beristrikan wanita Ahli Kitab, dan hendaklah

dihalangi.ll

Ahmad Azhar Basyir berpendapsat

bahwa Islam

mengizinkan pria muslim kawin dengan wanita kitabiyah

(Ahli Kitab) tidak mutlak. Islam mengizinkan dengan

mengkaitkan jaminan keselamatan agams

suami dan

anak-anaknya. Bahkan Jjuga dengan Jaminan keselatan

agama Islam dan umat Islam pada umumnya. Dengan

demikian, apabila misalnya dalam perkawinan pria muslim

dengan wanita Ahli Kitab, tidak akan mungkin memegang

pimpinan keluarga, oleh karena posisinya

lemah, hingga

istri Ahli Kitab yang nantinya memegang pimpinan

keluarga, suami harus tunduk, anak-anak

pun tersalur

pendidikannya untuk mengikuti ibu, maka izin perkawinan

pria muslim dengan wanita Ahli Kitab

baginya.12

Muhammad Rasyid Ridha mengingatkan,

il pamka, Tafeir Al Azhar Juz VI,
Jakarta, 1982, h. 186.

12 ahmad Azhar Basyir, Op. cit., h.
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muslim yang lemah keimanannya tidak usah mengawini
wanita Yahudi atau Nasrani, karena khawatir kalau-kalau
itu akan tertarik masuk agama wanita itu lantaran ilmu
dan kecantikannya, sedangkan pria itu jahil dan lemah
sebagaimana kejadian zaman sekarang.13

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya “Abu Ja'far bin
Jarir, setelah menyampaikan tentang IJjma diperbolehkan
perkawinan dengan wanita-wanita dari ahli kitab,
berkata : “Sesungguhnya perkawinan dengan wanita-wanita
dari ahli kitab dimakruhkan oleh Umar, agar manusia
tidak berpaling dari wanita-wanita muslimah atau karena
ada maksud-maksud tertentu".l4

Dalam Kitab "Ad Durru Al Mantsur fit Tafsir bil
Ma ‘tsur” karangan Jalaluddin As Sayuti, dijelaskan
bahwa Jabir bin Abdullah waktu ditanya tantang orang
Islam vyang mengawini wanita Yahudi dan Nasrani, beliu
menjawab: Rami diperbolehkan mengawini mereka di masa
perang Fathu Mekah, karens kami hampir tidak menjumapi

wanita-wanita muslimah, tetapi setelah kami kembali ke

13 Mahmud Yunus, Hukum Ferkawinan Dalam Islam,
Hidakarya Agung, Jakarta, 1986, h. 32.

14 Abdul Aziz Abdurrahman Al Ar-Rabi‘ah, Op. cit.,
h. 29.
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Madinah kami tidak diperbolehkan mengawini mereka.15

Madzhab Atho bin Rabbah berpendapat: Pada masa
penaklukkan kota Mekah, Islam telah memberikan rukhsah
(keringanan) untuk mengawini wanita Kitabiyah, karena
pada waktu itu wanita muslimah berjumlah sedikit.
Adapun sekarang, karena wanita muslimah sudah cukup
banyak maka hilanglah kebutuhan untuk mengawini wanita
Kitabiyah. Dengan demikian habis pulalah masa rukhsah

tersebut.18

Imam Fakhrur Razi mengementari pendapat ini dengan
berdasar Firman Alllah SWT Surah Al Mumtal inah ayat 1:
"Janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu wmenjadi
teman-teman setia”. Dan Surah Ali Imran ayat 118
"Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu dari
orang-orang vang diluar kalanganmu”.

Mengapa demikian 7. Karena mengawini wanita non
muslim bisa mengakibatkan suami cenderung mengikuti
agama istrinya bila dia amat mencintainya. Boleh Jjadi
anak-anaknya lebih condong kepads agama ibunya.

Imam Abul Al A"la al Maududi menyatakan : Kawin

1% abdul Mutaal Mubhammad Al Jabry, Ferkawinan
Campuran Mernurut Pandangan Islam, Bulan Bintang,
Jakarta, 1988, h. 34.

16 1bid., h. 36.
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dengan wanita Kitabiyah, kalaupun dibolehkan bagi pria
{(muslim), itupun hukumnysa makruh.17

Mazdhab Ibadhiyyah terdapat suatu pendapat yang
membolehkan kawin dengsn wanita Kitabiyah yang terikat
dalam suatu perjanjian perdamaian, itu pun makruh
hukumnya. Di antaras mereka ada yang berpendapat bsahwa
kawin dengan wanita Kitabiyah boleh dengan syarat
wanita Kitabiyah tersebut memeluk agama Kristen sebelum
Al Qur’an diturunkan.18

Hazairin, dispensasi kawin dengan wanita non Islam
Jika susah mendapatkan wanita muslim disekitar pria
muslim yang hendak berumah tandga. Dalam situasi dan
kondisi Indonesia, sulit bagi umat Islam untuk
membenarkan penggunaan dispensasinya vyang diberikan
dalam Al Qur an Surah Al Ma-idah ayat 5, sebab pilihan
dan kesempatan untuk menikahi wanita 3 ng beragama
Islam sangat luas, karena banyaknya wanita muslim di
189

negara yang penduduknya mayoritas bergama Islam.

Pilihan yang luas itu terbuka juga terbuka bagi

17 1bid., h. 11.
18 1pid., h. 37.
19 Moh Daud Ali, Perkawinan Campuran Antara

Orang-arang berbeda Agama, Panji Masyarakat No. 710,
Jakarta, 1992, h. 32.

124

TESIS . STATUS PERKAWINAN ANTAR ... ARSYAD SAID




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pria muslim yang miskin, karena di kalangan wanita
Islam banyak pula wanita yang masih berada dalanm
keadaan miskan. Ini Dberarti bahwa sesungguhnya
dipensasi yang diberikan dalam Qur "an Surah Al Maidah
ayat 5 untuk mengawini wanita ahli kitab hanya mungkin
dilakukan di negeri-negeri atau di tewpat-tempat yang
wanita Islamnya minoritas di negeri itu, sedangkan
wanita ahli kitab banyak dijumpai disana.

Selain syarat yang telah dikemukakan di atas,
syarat kemampuan dan iman harus pula dipenuhi oleh
mereka yang hendak menggunakan haknya untuk kawin
dengan wanita yang berbeda agama. Untuk memelihara
agama dan kerukunan yang beragama Islam, dispensasi itu
hanya dapat dipergunaka oleh pria muslim vyang kuat
imannya, yang benar-benar mampu menjadi ke.ala keluarga
dalam arti kata yang sebenarnys, mampu menyandang
predikat arrijalu kawwamuna alan nisai yaitu pria yang
mampu menjadi pemimpin wanits yang menjadi istrinya
dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggs, terutﬁna
dalam menentukan pendidikan anak-anaknay secara Islam.

Pria yang muslim yang tidak mampu menyandang
prediket yang diberikan Allah itu dan tidak kuat pula
imannys, sebaiknya dilarang atau dihalangi kawin dengan
wanita berbeda agama, karena dikhawatirkan ia tidak
akan dapat mempertahankan iman Islamnyadan anak-anaknya

akan dididik secara Nasrani.
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Karena dampak negatifnya perkawinan berbeda agama
itu pulalah maka Umar bin Khattab (Khalifah kedua)
beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, melarang
pria muslim para pemimopinnya kawin dengan wanita non
muslim (ahli kitab). Larangan itu didasarkan pada

pertimbangan:

(1) untuk nelindungi kepentingan wanita Islam
bersuamikan pemimpin Islam, dan

(2) untuk kepentingan negara, agar jangan sampai pria
muélim vang memegang jabatan penting membocorkan

rahasia negara melalui istrinya yang non muslim.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa kebolehan pris muslim kawin
dengan wanita Ahli Kitab bukan dalam arti mnutlak.
Apabila suami tidak dapat memegang pimpinan keluarga
dan akan terseret masuk ke dalam agama 1istri, maka
kebolehan itu tidak berlaku. Dalam praktek perkawinan
pria muslim dengan wanita Ahli Kitab banyak suami

muslim tertarik/masuk ke agama istri.
4.2.2. Pendapat yang tidak membolehkan.

Pendapat yang mengharamkan Kkawin pria muslim

dengan wanita Ahli Kitab, ditegaskan atas dasar vyang
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sangat kokoh dengam alasan, sebagai berikut : 20
1, Sumber keharamannya, terutama ialah Surat Al

Bagarah ayat 221 Dan Janganlah kamu nikahi
wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”.
Surat At-Taubah ayat 30 : "Orang Ahli Kitab dapat
disebut musyrik, sebab orang Nasrani mempertuhan

Kabi Isa dan orang Yahudi mempertuhan Nabi Uzair".

2. Dalam Surat Al Maidah ayat 72 @ Sesungguhnya telah

kafirlah orang-orang yang berkata : “Sesungguhnys
Allah ialah Al Masih putera Maryam ", padahal Al
Masih {(sendiri) berkata: "Hai Bani Israil,

sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya
orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah,
maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan
tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang
zalim itu seorang penologpun. Selanjutnya ayat 73

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang vang
mengatakan : "Bahwasanya Allah salah seorang dari
yvang tiga"”, pada hal sekali-kali tidak ada Tuhan
selain Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Surat Al
Mumtahanah ayat 10, “Kawin dengan orang kafir

terlarang dalam Islam, baik pria maupun bagi wanita

20 Humaidi Tatapangarsa, endidikan Agama Islam
Untuk Mahasiswa, IKIF, Malang, 1990, h. 195-198.

-
tJ
~
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dan wajib bercerai jika pria Islam mempunyai
istri ataw suami kafir. Dari ayat ini, Umar bin
Khattab segera menceraikan dua orang istrinya,
Malikhah binti Umayyah dan Musrikhah binti Jarwad
dari suku Khuz'i kemudian JIyad bin Ghoan Al
Fakri juga menceraikan istrinya, Ummul Hakim binti
Abi Sufyan.

Syarat asal tidak timbul mafsadad (keburukan) atas
halalnya pria muslim beristrikan wanita Ahli Kitab,
sulit dipenuhi, Surat Al Bagarah ayat 120 telah
menegaskan : "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak
akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti
agama mereka”.

Tidak kufunya oraﬁg Islam (tidak seimbang) Jjika
kawin dengan orang musyrik, sebab orang musyrik
ialah Jjalan menuju neraksa, sedangkan Jjalan orang
mu'min ialah jalan ke sorga dan ampunan” (Surat Al
Bagarah ayat 211). Demikian tidak adanya kekufuan,
sampai-sampai Allah menempatkan derajat orang
beriman ketingkat 1lebih tinggi dari pada orang
musyrik, sekalipun orang beriman itu berasal dari
etnis jorok. ‘

Perkawinan adalah ikatan lahir batin anatara suami
dan istri yaitu ikatan yang timbal ©balik yang
menyeluruh dalam perkawinan. Maka haruslah ada

kesatuan hati yang mempertemukan ikatan antara

128
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keduanya supaya tidak mudah putus. Pengikat itu
ialah kesamaan aqgidah agama. Ikatan perkawinan

antara dua hati yang berbeds keyakinan, sesungdguh-

nya adalah ikatan yang palsu. Ini ditekankan oleh

Sayid Qutb.

6. Islam adalah agama "kafah"” atau agama keseluruhan,
tidak saja ibadahnya tetapi juga mu'amalahnya dan
sebagainya. Orang Islam yang mengambil pasangan
hidup dari orang yang beragama lain bearti
mencacatkan unsur mua amalahnya, sebab perkawinan
termasuk muamalah. Pada hal adalah kewajiban orang
Islam untuk berislam secarsa "kaffah" atau
menyeluruh.

7. Diajarkan dalam Islam, bahwa sistem seleksi dalam
menentukan wanita sebagai calon istri. ialah dengan
mendahulukan agama  di atas pertimbangan—
pertimbangan faktor lain yang bersifat semu seperti
kekayaan, kecantikan, dan keningratan. Islam memn
berikan petunjuk kepada pria muslim memilih istri
dengan mengutamakan agamanya. Nabi menjelaskan
"Wanita itue dikawini karena hartanya, kecantikan-
nya, kemulisan keluarganya dan kekuatan agamanysa.
Maka pilihlsh wanita yang kuat agamanya agar engkau
berbahagia dalam hidupmu” (R. Bukhari dan MHuslinm

dari Abu Hursirah).
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Dalam Al Qur ‘an terdapat ajaran yang secara mutlak
mencegah membagi kasih sayang kepada orang-orang
kafir dan menjadikan mereka sebagai penolong. "Kamu
tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada
Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang
dengan orang-orang yang menentang Allah dan
Rasul-Nya, sekalipun oranng-orang itu bapak-bapak
atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun
keluarga mereka” (Al Mujadilah ; 22). Istri dan
anak-anak adalah tempat mencurahksan kasih sayang.
Tetapi Al GQur’ 'an memperingatkan, bahwa ternyats
dari mereka ada yang harus diwaspadai. "Hai orang-
orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-
istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh
bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka"”
(At-Tsghabun: 14).

Islam mengajarkan, tidak pantas orang yang beriman
kawin dengan perempuan berzina atau musyrikah.
Tentulah ajaran yang demikian, menghendaki pula
haramnya pria Islam mengawini wanita ahli kitab.
“"Pria yang berzina tidak mengawini melainkan wanita
vang Dberzina atau wanita mnusyrikah dan wanita
berzina tidak dikawini melainkan oleh pria vyang
berzina atauw pria mwusyrik, dan demikian itu
diharamkan atas orang-orang vang nukmin”.

(An-Nur:3).

TESIS ' STATUS PERKAWINAN ANTAR ... ARSYAD SAID




10.

11.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa bolehnya pria
muslim mengawini wanita Nasrani atau Yahudi, ialah
sewaktu perang merebut kota Mekkah. Ketika itu
konon hampir tidak dijumpai wanita muslimah. Jabir
bin Abdullah ketika ditanya tentang orang Islam
yang mengawini wanita Nasrani dan Yahudi, ia
menjawab, "Kami diperbolehkan mengawini sereksa
sewaktu perang untuk merebut Mekkah, karena kami
nyaris tidak menjumpail wanita muslimah. Tetapi,
setelah kami kembali ke Madinah kami dilarang
mengawini mereka”.

Wanita Ahli Kitab yang dihalalkan oleh Surat Al
Maidah ayat 5 untuk dikawini pria muslim ialah
wanita Ahli Kitab yang sebelum kamu, maksudnya
sebelum datangnya Islam. jadi tidak termasuk wanita
Ahli Kitab yang ada sekarang. Menurut para ulama,
memang tidak sama antara Ahli Kitab yang dulu
{sebelum Islam) dan vyang ada sekarang. Abdul
Muhammad Al Jabir berkats; orang-orang Kristen di
dunia sekarang sudah amat berbeda dengan &ajaran
pokok dan ajaran agama Kristen dulu.

Sejalan dengan ini (angka 11) Qoul Mu 'tamad dalam

Mazdhab Syafiy memberikan komentar “"walmuhsanaatu

minallaziina uwutulkitaaba min gablikum”. Pada kata

mingabliku' diartikan dari masa sebelum Nabi Muhammad
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saw diangkat menjadi Rasul yakni sebelum Al Qur’an
diturunkan. Bagi orang yang baru menganut agama NHasrani
sesudah Al Qur’an diturunkan, mereka tidak dianggap
ahli kitab. Dengan demikian tidak halal bagi prisa
nuslim mengawini wasnita Nasrani pada saat sekarang.21

Kalau ditinjau dari penjelasan Qoul Mu’'tamad,
bahwa yang disebut ahli kitab ialah orang-orang Kristen
vang hidup sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi
Rasul. Sedangkan Kristen pada saat ini bukanlah kristen
seperti vyang disebut dalam ayat 5 A1 Maidah, Kkarensa
mereka telah menyimpan dari kaedah-kaedah *sauhid, vaitu
mempertuhankan Isa ibnu Maryam (meng-Esakan Trinitas
vang terdiri dari Tuhah Bapak, Tuhan Anak, Ruhul
Kudus).22

Jalaluddin An-Nuri mengatakan, bahwa orang-orang
Kristen yang hidup sekarang ini yaitu abad ke XX Hasehi
atau akhir abad XV Hijryah, tidak termasuk dalam
katagori orang-orang yang dimaksudkan Allah dalam Al
Qur "an vang biasa disebut dengan istilah “Ahlul

Kitap" 23

2L p, Zubaerie, Felaksanaan Hukum Ferkawinan
Campuran Antara Izlam Dan Kristen, Bahagia,
Fekalongan, 1985, h. 86&.

22 1phid., h. B7.

23 Abdul Mutaal mubhammad Al Jabry, Op. cit., h.246.
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Imam Syafi i menegaskan, yang dima
adalah orang-orang Yahudi atau Kristen

berasal daari keturunan Bani Isr

bangsa-bangsa lain yang ikut-ikutan mengadopsi agama
Yahudi atau Kristen sebagai agamanya maka tidak
termasuk dalam katagori "Ahli Kitab"”. Dengan alasan
bahwa Nabi Musa as dan Nabi isa as tidak diutus kecuali
kepada Bani Israil, dan dakawahnya pun tidak
diperuntukkan untuk semua bahgsa di dunia selain bangsa
Israil.24
Di dalam Kompilasi Hukum Islanm, pasal 40
ditegaskan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara
seorang pria dengan seorang wanita ksrena keadaan
tertentu:
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu
perkawinan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah
dengan pria lain;
¢. seorang wanita yang tidak beragama Islam,
Namun demikian, sudah ada ketegasan larangan dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c ternyata wasih

terjadi perkawinan sntara seorang prisa Islam dengan

<4 Ibig., h. 22.
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wanita Kristen sesuai dengan Penetapan Pengadilan
Negeri Palu Bo. 80/PDT.P/1893/PN.PL dengan dasar
pertimbangan hukumnya antara lain:

Menimbang, bahwa penolakan Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Donggala Palu sebagaimana disebutkan
dalam suratnya tertanggal 6 desember 1895 No.
477/445/474.2/X11 Capil, pada pokoknya didasarkan
atas pertimbangan, bahwsa kedua calon mempelai
menpunyail keyakinan/agama yang berbeda dan Undang-
-undang No. 1 tahun 1974 belum mengatur perkawinan
antar agama, karena calon pengantin pria beragama
Islam dan calon pengantin wanita beragama Kristen;
Menimbang, bahwsa penolakan perkawinan berdasarkan
alasan perbedaan agama, tidak merupakan larangan
untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana
dimaksud psasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1874
dan karena ini bukan merupakan kasus seperti
dimaksud pasal 83 ayat (3) Undang-v.dang No. 1
tahun 1874, maka sudah tepat apabila vang
berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini
adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama;
OMenimbang, bahwa karena dalam pasal 8 Undang-
undang No. 1 tahun 1874 tentang larangan
perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun
vang menyatakan adanya larangan perkawinan
berdasarkan perbedaan agama antara calon suamni dan
calon istri;
Menimbang, bahwa tentang perkawinan yang dilakukan
oleh pria dengan seorand wanita vyang berbeda
agama, Pengadilan Negeri menunjuk kepada Putusan
Mahkamah Agung RI No. Reg. 1400/K/Pdt/1986 tanggal
20 Januari 1888. (lihat lampiran I)

Menurut Nurdin Rahman, perkawinan tersebut tidak

sah karena :25

1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam psasal 4 sudah

dinyatakan H Perkawinan adalah sah, apabila

23 Nurdin Rgahman, Dosen Huhkum Islam Universitas
Tadulako Falau, Wawancara Tanggal 18 Maret 1995.
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dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2
ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1874. Bahkan
dalam Xompilasi Hukum Islam sudah ada larangan yang
tegas bagi seorang pria Islam kawin dengan seorang
wanita yang tidak beragama Islam, seperti dinyatakan
dalam pasal 40 yang berbunyi : Dilarang melangsung-
kan perkawinan antara seorang pria dengan seorsang

wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat
satu perkawinan pria lain;
b. seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan
pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Dengan adanya ketegasan dalam pasal 40 huruf c, maka
kiranya tidaklah arif Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Palu tanggal 16 Desember 1883 vyang masih
menjadikan rujukan Yurisprudensi Mahkamah Agung
dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/1886
tanggal 20 Januari 1988 karena sudah ada Keputusan
Menteri Agama RI No. 154 tahun 19891, sehingga tidak-
lah pada tempatnya mengabulkan permohonan pemohon
untuk melangusngkan perkawinan antar agama.
Undang-undang No. 1 tahun 1874 pasal 2 ayat (1),
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
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Dari rumusan ini dspat dipahami bahwa perkawinan
sudah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya. Perkataan masing-
masing harus ditafsirkan sebagai kesatuan agama
calon suami istri harus sama. Meskipun ada agamg
vang tidak mempersoalkan perkawinan antar agama,
namun hukum Islam soal keyakinan agama bagi calon
suami dan calon istri karena perkawinan menurut
hukum JIslam, akad yang sangat kuat “untuk mentaati
perintah Allah dan melaksansakannya merupakan ibadah.
Sejalan dengan itu, Moh Daud Ali mengatakan
Undang-undang Perkawinan yang termaktub dalam UU No., 1
tahun 1974 berasaskan agama. Artinya, sah tidaknya
perkawinan seseorang ditentukan oleh hukum agamanya.
Ini sesual dengan cita hukum bangsa Indonesia.
Pancasila dan salah satu. fundamental negara yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebut dalam pembukaan
dan dirumuskan dslam Batang Tubuh Undang-undang Dasar
1945 pasal 29 ayat (1) Bab Agama. Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa
"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"26

26 Muh Daud Ali, Op. cit., h.33.
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Anak kalimat “agamanya dan kepercayaannya itu
berasal dari ujung ayat (2) pasal 28 Undang-undang
Dasar 1945, dibawah Jjudul agama. Oleh karena itu tepat
dan beralasan keterangan almarhum Bung Hatta pada waktu
Undang-undang Perkawinan disahkan pada tahun 1874 bahwa
perkataan kepercayaan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Perkawinan yang berasal dari Undang-undang Dasar
1945 itu adalah kepercayaan sagama vang diakui
eksistensinysa dalam HNegara RI, bukan kepercayaan

menurut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahsa

Esa.27

Dengan demikian, di dalam Negara RI, tidak boleh
ada dan tidak boleh dilangsungkan perkawinan di 1luar
hukum agama atau kepercayaan agama vang diakui
eksistensinya yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu
dan Budha.

Majelis Ulama Sulawesi Tengah, berpendapat bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Jjiwa dan semangat
keagamaan itu disebut lebih tegas bahwa “Perkawinan
adalah sah sapabils dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanysa dan kepercayaannya itu”. Ringkasnya,
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bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin
dengan melangdar hukum agamanya (Islam).
Dengan demikian, perkawinan antar penganut agama

Islam dengan penganut agama lain tidak sah, karena . 28

1. Di dalam Al Qur 'an Surat Al Bagarah ayat 221 : Dan
Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelunm
mereka beriman. Sesugguhnysa wanita budak yang mukmin

lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia

menarik hatimu
2. Muktamr Nasional ke II Majelas Ulama Indonesia No.
05/Kep/Munas/MU1/1980 tentang Fatwa Perkawinan Antar
Unat beragama, memutuskan : Seorang pria muslim
" diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang
perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli
Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah
mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari
pada maslahatnya maka MHajelis Ulama Indonesia

memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

3. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c¢, di

tegaskan : Dilarang melangsungkan perkawinan antara
seorang pria

beragama Islam.

28
- Dahlan
Sulawesi Tengah,

TESIS

dengan seorang wanita yang tidak

Tangkaderi, Sekretaris Majelis Ulama
Wawancara Tanggal 20 Maret 1995.
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Sejalan dengan ini, Muktamar Tarjih Muhammadiysah
ke XII di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1988
membahas mengenai "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”
telah menetapkan bahwa orang-orang Islam baik pria
maupun wanita haram menurut Islam kawin dengan penganut
agama selain Islam. Orang Islam tidak mempunyai pilihan
lain.kecuali kawin dengan sessma penganut Islam.zg

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis
menggaris bawahi: " Perkawinan antar agama, tidak sah
menurut hukum agama yang diakui keberadaannya dalam
Negara RI, karena sahnnya perkawinan didasarkan pada
hukum agama”. Oleh karena, tujuan perkawinan seperti
tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalsah
membentuk kelusrga (rumah tangga) vang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4.3. Perkawinan wanita Islam dengan pria bukan Islam.
Kalau untuk pria Islam adé ulama yang mengharamkan
beristrikan wanita Ahli Kitab, keharaman yang demikian
juga berlaku untuk wanita Islam yang bersuamikan pria
vang bukan Islam, bahkan keharaman wanita Islam lebih
keras. Para ulama sepakat atas keharamannya, tidak

seorang ulama pun vang membolehkan atau

29 Humaidi Tatapangarsa, Op. cit., h. 201.
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menghsalsalkannya.

Apa yang menjadi alasan bagi haramnya pria Islam
beristrikan wanita Ahli Kitab pada umumnya juga menjadi
dasar alasan bagi haramnya wanita Islam bersuamikan

pria yang bukan Islam, sebagai berikut .30

1. Sumber keharamannya, terutsma pada Surat Al Bagarah
ayat 221, sebab dalam ayat ini ditegaskan : Dan
janganlah kamu menikahkan pria musyrik dengan
wanita-wagita mukmnin sebelum mereka beriman.

2. Haramnya orang Islam kawin dengan orang kafir, tidak
hanya berlaku bagi pria Islam, tetapi juga berlaku
bagi wanita Islam. Ini berdasarkan dengan Surat Al
Mumtahanah ayat 10 : Mereka itu (wanita-wanita
mukminah) tidak halal bagi pria kafir dan pria kafir
pun tidak halal bagi mereksa.

3. Akibat-akibat mafsadat kemungkinan lebih banyak
terjadi dan lebih berat menimpa wanita muslimah yang
bersuamikan orang yang bukan Islam dari pada pria
Islam yang beristrikan wanita Ahli Kitab. Karena
istri lemah posisinya dari pada suami, sebab suami
adalah kepala rumah tangga. Falasafah hukamna

mengatakan “"Almar-atu ala dini zaujiha” wanita itu

Q¢ Ibid., h. 198-199,
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lebih cenderung mengikuti suaminya. Pada hal Surat
Al Baqarah ayat 120 menegaskan "Orang Yahudi dan
Nasrani tidak akan senang kepada kamu sebelum kamu
mengikuti agama mereka”.
Soal kufu  (keseimbangan) dalam perkawinan, wanita
Islam juga tidak kufu’ bersuamikan pria Ahli Kitab.
Orang Islam baik pria atau wanita hanyalah kufu’
kawin dengan sesama Islam. Sesuai dengan pernyataan
Allah SWT dalam Al Qur“an Surat Al Bagarah ayat 221
vang makasudnya bashwa "Sesungguhnya budak pria yang
beriman lebih baik dari pada pria musyrik, meskipun
dia menarik hatimu”.
Sistem seleksi vang diajarkan oleh Islam untuk
memilih calon istri, Jjugs sama deﬁgan sistem seleksi
untuk menentukan calon suami, yaitu dengan wmendahu-
lukan agama di atas pertimbangan-pertimbangan lain.
Bahkan diajarkan oleh Islam, menentukan calon suami
haruslah lebih hati-hati dari pada menentukan calon
istri. Nabi menjelaskan : Jika datang kepadamu pria
vang kamu ridahi agams dan akhlaknya, hendaklah kamu
nikahkan dia, karena kalau kamu tidak menikahkannya,
niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan
kerusskan yang meluas.(H.R. Tirmizi dan Ahmadi).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 44 ditegaskan

Seorang wanita Islam dilarang melangsunghkan perkawi-
141
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nan dengan seorang pria yang tidak beragama Islanm.
Namun demikian, sudah ada penegasan tentang
larangan perakawinan antar agama ternyata masih terjadi
perkawinan antar wanita Islam dengan pria Protestan
sesuaji Penetapan Pagadilan Negeri Palu No.
26/Pdt .P/1883/PN.Palu dengan dasar p. rtimbangan

hukumnya, antara lain

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun
1974 tentang perkawinan yo. PP. No. 8 tshun 1875
dan Undang-undang No. 22 tahun 1846 vyo. Undang-
undang No. 32 tahun 1854, bahwa bagi mereka yang
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka
pencatatannya dilakukan oleh PPN berdasarkan
Undang-undang No. 22 tahun 1964 yo. Undang-undang
No. 32 tahun 1954, sedangkan selain mereka itu
maka penctatan perkawinannya dilakukan di Kantor
Catatan Sipil pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1
tahun 1974;

Menimbang, bahwa in casu ternyata para pemchon
adalah berbeda agama dan tidak mau melepaskan
agamanys masing-masing sehingga berdasarkan
undang-undang tersebut di atas tentunya kedua
pencatat perkawinan tersebut akan menolaknya untuk
mencatat perkawinannya apabila para penchon
mengajukan permintaan pencatat perkawinannya
dengan aslasan berbeda agama;

Menimbang, bahwa hal vang demikian dapat
ditafsirkan, bahwa para pemochon berkehendak untuk
melangsungkan perkawinan dengan tidak menghiraukan
lagi status agamanya masing-masing;

Henimbang, bahwa Mahkamah Agung RI Jjuga pernah
mnemutus perkars semacam ini yaitu daslam putusannya
tertanggal 20 Januari 18886 No. Reg .
1400/K/Pdt/1886.(1lihat lampiran II)

Menurut Nurdin Rahman, perkawinan semacam ini
tidak sah karena sudah ada penegasan dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 44 tentang larangan seorang wanita

Islam kawin dengan seorang pria tidak beragama Islanm.
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Sejalan dengan ini, maka Undang-undang No. 1 tahun
1874 pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.
Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa perkawinan
adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing
agaﬁa dan kepercyaannysa. Perkataan masing-masing harus
ditafsirkan sebagai suatu kesatuan agamsa, karena
perkawinan menurut hukum Islam akad yang sangat kuat
untuk mentasati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. 31
Majelis Ulama Sulawesi Tengah, berpendapat bahwa
1. Seorang wanita muslimah haram secara mutlak kawin
dengan seorang vang bukan Islam, sebagaimana
ditegaskan dalam Al Qur an Surat Al Baqarah ayat 221
“Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik
dengan wanita-wanita yang nukmin sebelum mereka
beriman...."

2. Muktmar Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia No.
05/Kep/Munas/MUi/ 1980 tentang Fatwa Perkawinan Antar

Umat Beragama, memutuskan : “Perkawinan wanita

51 Nurdin Rahman, Dosen Hukum Islam Univessitas
Tadulako FPalu, Wawancara Tanggal 18 Maret 1995.
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muslimsh dengan pria non muslim adalah haram
hukumnya".32

Sejalan dengan itu, Syyid Qutb berpendapat bﬁhwa:
Diharamkan pria Ahli Kitab mengawini wanita muslimah,
sebab anak-anaknya kelak skan mengikuti jejak ayahnya,
sebagaimana istri anak berpindah kepada keluarga suami.
Dengan demikian istri skan menjauh dari kaumnya
sendiri, yang sudah pasti akan mengancam aqidah
kepercayaanny, karena ia mahluk vyang 1lemah, anak-
anaknya akan memeluk agama yang dipeluk bapaknya.33

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada masa
Khalifah Umar Bin Khattab ada istri seorang pria dari
suku Bani Taghlib masuk Islam, tetapi suaminys tidak
mau mengikuti jejak istrinya. Oleh Khalifah Umar Bin
Khattab perkawinan mereka diputuskan, sebab Islam tidak
mengizinkan wanita muslimah menjadi Iistri pria yang
bukan muslinm.

Tindakan Khalifah Umar Bin Khattab 1ini tidak
mnungkin hanya berdasar pada pendapat sendiri, tetapi

berdasar atas yang pernah diperoleh dari Nabi Muhammad

saw.

Dahlan Tangkaderi, Sekretaris Majelis Ulama
Sulawesi Tengah, Wawancara Tanggal 20 Maret 19995,

33 Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, O0p. cit., h.
26.
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Dengan demikian, bahwa Islam melarang perkawinan
wanita muslimah dengan pria yang bukan Islam itu dengan
pertimbangan keselamatan agama wanita yang beragama
Islam, Jjangan sampal agamanya ditinggalkan karena
pengaruh dari suaminya. Demikian pula anak-anaknya yang

lahir dari perkawinan itu tertarik kepada keyakinan

ayah yang bukan muslim itu.
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BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dalam
bab-bab sebelumnysa, sampailah pada kesimpulan
1. Perkawinan adalsh sah apabila dilakukan menurut
hukom masing-masing agama  dan kepecayaanya.
Perkataan masing-masing harus ditafsirkan sebagai
suatu kesatuan agama, karena perkawinan menurut
hukum Islasm akad yang sangat kuat untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam, secara tegas dilarang
Perkawinan pria Islam dengan wanita yang bukan
Islam. Demikian pula wanita Islam dengan pria yang

bukan Islam.

3. Perkawinan antar agama, tidak sah menurut hukunm
agama yang diakui keberadaannya dalam Negara RI,
karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum
agama. Oleh karena, tujuan perkawinan bertujuan
untuk newujudkan kehidupan rumsah tangga yvang
sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. Semua agama tidak ada yang %enghendaki adanya

perkawinan antar agama, (antara penganutnya dengan

penganut agama lain).

1446
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Saran.

Hendaknya seorang muslim dan muslimah yang akan
melangsungkan perkawinan memilih pasangan yang se
agidah (satu agama).

Hendaknya para petugas/instansi yang berwenang
menolak perkawinan antar agsama, benar-benar
menjalankan tugas sesuai peraturan vang berlaku
sehingga  diharapkan keputusan tersebut tidak
bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan

Undang-undang No. 1 tahun 1974.
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LAMPIRAN 1
PENETAPAN

zowol s 80 / Por.P / 1993 / PN.PL
# DY KEADILAN DERDASARIAN XENUHMANAN YANG MANA IS4 W

=— Dengadilan logexi Palu, yang momeriksa dan wmongadili-
porkara~poxikarn Perxdata dolam tingkat portucn,teluh maw~
bexrikan ponstapan sedagal borilaut dalua peikara pormcho-
nan yang disjulan olah &
1. SIWIANYQ, tempat/tanggal lahir, Bono-Boue 16 Aguo-
tus 1960, pekerjasn Xaryswan Perhotelan,

teapat tinggel 44 J1. lialan Salah Moo 1

Palu, Agama Ialan j

2, LIE9E A , tedpat/tanggal labir, Tara~Tars =
| 23 April 1972, pokerjoan tidak —
ada, alanat J1. Radan Salch Mo, 1

Palu, Agomn Xxripten Froteotan j =

Selanjutnyn dipobut sebogal yarn-
Pemchaon 3

= Dengudilan legoxd terpebut )

=— Telah moalaoa gurnt-gurat perkara ;
‘== Tolah mondangad pars Pemchen dan alat-alat buktinys
TENTANG PEIUALAALAIANNTA

— mw, Laliva parn pomchon dongan pormahonimtys =
tortanggal 8 Dosember 199) yang dinjuksn kepada Pengadi-
luan Negoexri Palu dan telah texdafiar dulanm duftar poriars
Pexdata dibawali ¥O,80/PIT.P/1993/PN.PL, mongajukan poxr =

mobonan solaged Lerlaut o
— Babwa kuni Lerdus borlandankan ointa knaih dan tanpa

paksaan dari pihalc manapun juga sexta atas parsotujuan -
dan rentu orang tua kedus pihalc telah sopaknt umtuk ——
melangmmgian porkmvinan yang dirvenssnsikan dales wakiu =

yang tidak terlalu lamn §

2. Duliws escevcoce
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. Kan%tox Catatan 3ipil di Palu j

3. Coyy ourat persetujuan dari ornng tua j

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
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~— Babwa kami telud mencujukan pervchonan perkawinan pads
Kantor Catatan 8ipil l'alu tortanggul 6§ Douacber 1993, ——

- nawams dtolale melolul purat doxd Lmwtansd teroolut’ Loxuo-

mox 3 477/445/474.2/X11/Capid §
= Doxdusarken suxat ponolalan toiruelut surta adunyn ————

‘paran dari Kantor Cotatan 8ipil, sorta mongingut dluntars

koai sudnlh tidalk dapat dipipahlan lagl keudatipun maoing—

- maping womportubankan koyalcinon agoma, moaku koad molion =

Kopuda -Dapak Xstun Pongsdilan Negeri Pulu untuk dapat =——
somborikun panotapan tontang persetujuan atos perimywinan-~
lani yang akan dilakaanpkan olch pojabat emerintah pada,

— Sobogal bahun portimbangan borpama ind kaml lampirkan

nebaged. borikut r -

1, Cory kutipun akto Lolahirun pemahon-pemchion
2, Durat koterangan.dari lursh maping-maning pomahonr=pur—

nohan §

4. Suxut pensclakan dari Catatan Sipil

5« Copy latipan XTP )
= Doxrdasnxnizan bal-bal torsobut diatas dungan ind kual —

mowmahenl kupads Dapak untuk manstajikon
1, Mongabullan porechonan pemchan~pomahou tergobut j =——
2. Mangizinkwn kopuda Peguwal Penoaotatan aipii mneucatot -~

poxknwinan aptara pomchan~poexnalian j

3, Monbebuankan biaya porwmohanan ini pada pihak pemchon—

pomclion
=~ Manizbung, bebwa puda boarl sldung yang telah ditetup—

kon para lumchon datang manghadap dan setulah dilLwsaknn —
pormohonmuya turoobut menguation dan monotapkan ponmahio—

nan texselut j

o Heniubong, Lalivu ustuk menguatlan dan wengukubkan ——
3, dulil~dalil seeee
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dalil-dalil poimahonannys, para pihalk dipersidungun toluh
mengajukan purat-gurnt buktl berupa foto copy yang sosual
dongan aolinya dan telah dibuluhi ietexral psoukupnya, ——-

yaknd 3
" 1.Surat porwotujuan kodus mempelai ( Dulcti Pl ) j —

2.8urat koterangan tentang orang tus An., SADOON —

A Dukti P.2 )
3,.Surat ketorungan untuk niksh { Dukii P,3 )
4.5urat Lkuterangan tentang orany tua An, PAULUS A, FO~

NOQI ( Dulii Pod )
5eSurat dard Kantor Gatatan Sipil Dati II Danggala —-

( Duktd P.5 )
6.Xa1tu tanda ponduduk An, SUJIANTO ( Tukti P ) j —
T.Swnt Akta kenal kelibiron An SUJIANTO { Bucti P.7 )
B.Surat koterangan pandudul sexsntara in, LIEIE A, FO-

Noalr ( Dukti 1.8 )
9.utipun akta kelohirsn An, LIESE A, PONGOH emeem—

( Dukts P.9 )

— Monimbang, Lahwa Pava pomalion Jugs mengunjukan oakol -
askpf untuk didsngar keteranganmye, mosing-uusaing bor —=—

nama 1§
1.1k, PAULLS ANTQNIUM FONOQQH, 2,Lc,Drg,SJAMSOEL STAIFUDL,
palcoi-paksl torpobut didawah sunpalh menerangkan yang —

‘ pokoknyon adaloh pobagal borilkut 1

1 Qe PAUILDS ANTO )i ']
~ Dahwn benar pakal wempumyod tiga orung annk masing—
maoing s 1.IDRAIM PQNGON, 2,J3RAEL FOloom, 3,LIESE -

-~ Dahwn salkai sebagai ayah kandwng Pemalion II, telah —
nonyotujul dan merestul pexkm.inan torsotut,cokalipun

wmeruka ada porbedasn agama § -

4. Blh\rl. [EE X ENN Y]
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" e Naridubang,bulva balk surat-guret kil maupun ketorangan

* mohon. kopods Pongodilan Negori Palu, agar keduanya diljin—
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’-Mmsnknltidaknkmwmnahhhntmtwumﬂ;s
nys, yong lobih utons meruka telsh oaling mancintal dan
. daput monjodi pasangan susmi igtexi yang berbahagia ) -

i

2o DJc Dy 97, .
= Dabwa oaksl kenal dengan pomghon I sojak tobua 1990 dan

pemokon II gojuk tabun 1992
~ Dahwe uakol tahu, antars peachion I dan pomohon IX sudah
monalin bubungen ointa dan bormakoud akan molakukan =—

pozkaywinan j

raru pakol tersebut telah didanarkan oleh pars Pemchon dan-
kavona moruksa puduh tidak akan mongajukan hal-hal lain, =
waka mohon agar Pengadilan Kegori mecbor’'an Fanotapannys )
—= Monlnbang, ientang hal~hal yang belun diuraikan dalam
penstapan ini, untuk nmorninsbﬁqm dongon narmnjuk ko -—
pada borita apars persidangan pexkars ini §
TERTANG PERTINBANQAN JIUKTNNTA

== Manimbeng, balva pormchouan para pemchon isloh separtl -

torcebut dlatas §
— Henimbang, bLehva puda pokoloya penachonsn para Psaohon -

ko untuk meloloukan poxicawinan dimika Kuntor Fenostatan ——
S4pil Palu dan selanjutnya moncatutnyn dalaa daftar yang —
berlaku dun gsedang berjalan j
— Monimbang, babwa bordasarkan purat bukti dan ketarangan
para sakol terxsobut diatas, maka Pengadilun Negeri okan ==
pouportinbangcun menurut hulkumys tentang Paolalzan Catatan
31ipil Xobupatan Donsunh di Palu untuk melakoanokan dan ——

monoatut paximwinan poars Pemoban )
=~ Menimbang, bahwa ponolaokan Xantor Cataton 3ipil Xalug e
paten Donggala (i Palu pobogaimana dissbutkan dalam suret—

5. u‘u.rlt:uu sssenedee
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muratnys tortaaggel 6 Desember 1993 NO,4T7/445/414.2/x11/
Cupil, pada pakalmys didagarican atas portimbangen, bahwo-
kodua oalon mampolal mompunyad koyalinan/agauss yang bor—
boda dan mw%-wc ¥0.1 fnhun 1974 belus mangaiur ——
porlcgarim antar agama, lm.mm calon pengantin pris boxr—
agapa Inlmn dan oalen pengmtiw wanits berugamn Kristen §
-_— erimbnng, bahwe olah ka.nnu :ltu solanjutnys kepada ~—
pnn pmohon dinu‘mhm untuk pangajulian poruchonsn s
kopud.a ane.a-d.ilm Noso:.'i Palu wmtuk meandapatkan pamyels—
saian (1.1.1mt surat bulkti P.5) )
— llan_imbmg, bohwo pada bakakatnya penolakan oloh Xmtor
Catatan 5ipil Kabupaten Donggala texcebut berdasarkan w—-
k.otmtunn pacul 217 (1) md&nc-lhd.mg NO,1 Talum 1974 a.m-
n_olm:]utnys pars pilak yang posicavinannya ditolak bexhalk-
moogajukan ponschonan kepada Pt'm,ga.d.nm Negerli didalan —
wilayah mins Poguwed Pancatat porkawinan sang mengsdakan—

ponolalan berkedudukas memborikan putusan (psl.21 ayat —
(3) Undong-Undeng 10.1/2974 5 =
—~ Hanimbung, bohwa no'boi\m Pongadilan Nogoerl meapertim—
bangkan bul torsobut diat.nu, torlobih dulu dipertimbang——

kan tentang yuridikoi/kewananzan Pengadilan Negorl untule

nenorisa dan momitus peruchonan pars Pumohah, sohubungon=
dongan kotentuan pasal 21 ayot (3) Jo pooal 163 ayat (1)~

Undum;-m\dmn 10.1/1974
= Monizlung, balwn panolokan porkawinun oluh Xantor ——

Ootatun Sipll Xolupaten longgala peporti tertulis dulom -
surat Mukti P.J dlatus Jolao didagaxican uton adanys ————

poxbodaan nguuns/keyakinan para oslan pangantin |

S - Hmmba.ng, baliva ponolakan perkavinan bonlunxknn —
' alosan porbedaan azama, tidak merupakan lmngm untuic —

melanguungkan pozkawinan seboaguimans dimakeud pasal 8 ——

6. mww sesrae

" STATUS PERKAWINAN ANTAR ... ARSYAD SAID




TESIS

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
‘ - 6 -

Undang-lhdang NO.1 Tabun 1974 dan kurona perkara ini Talan
porupakun kasus peporti dimakgud oleh pasal 63 ayat (3) —
Undang-ludung 10,1 Tebhun 1974, maka oudah topat spabila —~
yang borwsnang untuk memoriksa dnn momtus porkars ind ——
adaloh Pongu@.il&z Negori, lukon Po.nsadiinn Agana j ————
- mm.ng, bLaliwa kotena dalom pua.l 8 Undang-Undang ——
N0.1 Tahun 1974 tentang larangan poxkawinan tidsk momunt—
sustu Lkotontuan apupun ysng nuqyato.lcaln sdanys larangan ——
Porkawliuwi bordasmikin porbodaan agama antura oalon guami-

dan calon latexl )
= Konimbang, bLohwa Lal tercobut adalah psjalan dangan —

pusal 27 uu;\ng-um..g Dosar 1945 yang manakankun Lshuw —
sogala Vargn Noguru bersamnan kedudukannyas didalam HUXTH ,-
Kogamaan lududukan mana, mancakup sakalipun berlainan —-—
agoun dan selaua Undeang=Undong tidak menentukan bahwm =—
porbudaon sgumn weiupalcan larangun untuk porkawinua, naka~
asay inl Jugw wojalon dongan ketentuan pasul 29 Uadang ——-
Undang Dusar 1945 tentung dijaminmys olsh Negars Kemeido—
koon bogl cetlap Varga legurs untul memeluk agwwa mauving—

mooing §

= Monlubang, Lahwa daxli alat-alat bulctl borupa curst-su -

rat gerta pdrs sokol yong didongor dipersidangan ceportl -
yang telah diuraikon dintan, Pangadilan Negerl wasperoleh-
dapar huloun dan keyaldnan yang kuat, bahwa para penmchon —
bemm-bonar ingin snelokukan perkavisan dan dongan tujuan——
moabon bul Xeluarga{zumoch tongga) yang bahagie dan kokal -

boxdanarkan Ketubanan Ymig Maha Esa §
-— )to;zimban.g, Valivu dari fokta torpelui, malkdn jolasloh —
Valwa poicsirinan sntoxa pemchon I dan Pemchon IX tidak ada
hanlatan dan tolah mondapat eotu dari orang tua kodua —

oolon pusal lotori j

~

Te N.anin'mmg sessnesese
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~= Nonlubang, Lshwa tsatang podawinan yang dilakukon olah

'+ psoreng prin_ dongan seoxang ‘Wanita yang berbeda agamanya—
Pongudilan Negord memuijuk kepads putusan Mabkamah'Agung =
Nopublik Ddenosis Nomor Reg,1400 X/Rit/1986 tanggal 20 —
Japuari 1909 yung pada pokalnyn borpendapat oebagul ————
borieut
1, Bubva mupurut kenyatsan dan yurieprudenol dalam hal —-
porkawviian antarn calon puami dan calon lotori yang ———

‘ boxboda sgamanyu ade dua steluel lukum Morkswinan yung—
berlaku pada sant yung sama, pahingga harus ditantulcon-
lhulum porkawinan yong mana yung ditoraploan, ssdung ==
pucal. 2 ayat (2) Undung-Undang %0.1/1974 Jo paodl 10 —
‘ayat (2) Poraturan Pomerintoh NO,.9 Talun 1975 Lagys —-

boxrlalkat bogl porkawinan antars dua ortng yang sARA ——

By |
2, Dobwva didalsa kerymtaan hidup di Indonooia yang mumyw—

katiys Loroifat pluralistilk/hotorogen, tidak sodikit —

torjadl poricawinmn atau niat molaokukan pexkawinan sepsl

11 tersebut dintas, serta odanya kokosongan bucm j -
— Maniclang, bulvn dari azas posbodasn agsma dard oaloo—
puand intori tidsk morupakan larangan perknwinan bagl ———
peruka dun lanyataon behwe torjadinys banyuk pexikawinan ——
yang diniatioan oleh mereka yang berlajinan sgama, maka ——
Mohliumeh Agung berpondspat babwn tidaklub dapat dibonarkan
kalou karena kokooongan hulam maka kenystdon dan kebutuban
poaial soporti tarcebut diatas didiarkan tidak terpecahlkon
pocora hukum, karens meablarkan masalah tersetut berlarut-
larut pasti aknn monimbulkan dampak—daopek negatif dipegi-
kabidupan musayprakot . maupun sgana yang bexupskan pomyeligrs

dupuo-peryelundupan nilai-nilai sosial moupan sgoms,; Bakar
Mahkagah Agung borpondspat haruslah dapat ditemukon dan —

8. utﬂntl;km stesvse
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ditentulun hubumnya §
~— Monimbang, bahwe monurut ketantuan pasal 10 ayat (3) -

Poratursn Tomorintah 0,9 Tahun 1975 moka dongsn mongl —~
sdohlan tata onra porkavinan monurut masing-sasing bulur-
sgunanys dan koporoaysanmya, pouawinan dilakpanalan =———
dibadopan rogowed Ponscatat dan dihadiri dua orang oaksi |
- Monimbang, Lahwa monurut kotontuan pagal 2 ayat (1) —

. dan (2) Undang-Undang N0,1/1974, Pegowai Pancatad untuk -

porkawlnun manurut ogams Islam, adalsh moreka yang seba—
gadmann dissksud doloa Undang-Undang 30,32/1954 tentang =
penoatatan NIKAI,TAIAD dan RUJUK, pedangkan bagl morulca ~

- yang boragaug ocelain Iolam adalah Pegawal Punoatatan ——

Porkawinan pada Kantor Cutatan 3ipil
=~ Hanizbang, bebwa dengon demikion, bagi Pomohon I yang=
boragoma Iolam dun sican melangsungkan pexiawinan dongan—
pesorang Yaulta Leragoma Kriston Protost 1 bornams LIESE -
A, TONGOU(Pomolion IX) tiduk smungkin molangeungitun poxia—
m dibadapan Pagawni Tonoatat MNikah,Talag dan Rujuk j-
— Honimbmig, bahwn dongan memporhatiksn sunt-gurat ———
buktl dan para oukal gobagaimana tolol disolutken dlatna,
malca ¢olah para Fowmohon telah diponuhi gyarat-gyarat ou——
bagaduana Wtentukan olsh Undang-Undang NO,1 Tahwn 1974
= Monimbang, babwa spabila ditinjou dari gikap dan ~—-—
poniyataon para plhak serta orang tun kodua pihok dspat -
lsh diuim;nllmn VLaliva bonar-bonar para Pemohon menghendo~

K dllangeungcanrya poxcowinan §
== Mopinbang, babwa dangoan diajukonnys poxmohenan untuk—
molangmungkon poikawinan kopada Kantor Catatan Sipil =———
h‘b;wutnn Dooxrah ikt I Danggala di Palu soporti toroetut

diatus, barupleh ditafoiyken sodeomikian Iups bahwe § —— ‘

= Fara Doumohon boxkshendak wntuk moelangsungkon perkawinan

™

9. t1dak sresa0sssea by
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tidalc sevars sgama Islan
= Pemchon I {JUJIANIO) sudah tidok monghiviukan lugl ———
otatus Agunn}wn. (in onou agazma Islan), schingga paaa.l 8
mb £ ‘mw-m ¥0.1/1974 tentang larungon porka —
m bagl moreka yang mpt.;m.rn.t hubungan oloh agamanya

' atni pexnturan lain yang borlaku dilareng kowin, tidak-
alcan nmshnnnlgi para pihak unfu.lc aslangungkan porka-—
winan ssgund dongan kahendak meraka |
~ Dulua bal/kesdaan yang sedomilcian peharuanysa Kantor —
Catatan Jipil sobagal ntu-u}unyt inutansl yang berws—

nang untu.h; melungsungkan atau meabantu melangoungkah —

porkavinun dimana kedus oalon suani istorl tidak bor—

sgams Islnm, ¥oJid monsrims pormohonan Feuwchon ) e———-—
~ Menlubang, babive dengen deatkiun maka panolakan Kantor
Cataton 8ipil Xalupaten Dasrsh Tit.IT Dongguls di Palu —
sabaaninlm toroobut f.nlm ourat bukti bertanda i1 P.5 —
dintag tentong pormohonan Fomphon I untuk molangoungkan—
poricuwinan dfn?sm Pamghon IX tidulclsh dapat dibvenaxkon -
= Manimbang, ba.hwa. verdaoarkan portimbangsrr-pertimbangan
toroolut, pongohomn paxa Pomochon bornlanan mopuruyl ———

hulun dan cohatuanys dilmbulkan, dan pomia Liays poxkaras—

yang timbul dalom pericara ini dibedankan kepada Pemchan
- Mangingnt akon ketentuan por-Undmyg-indangan yang ——-—

Vertalian dengan ind
MNENQGADILI
1, Mongabulkan poxmohonon parn Pemobon j
2, Mangiginken leganad Penoadat pada Kontor Catatan Jip1)
Katupatun Ioorah Tkt.II Donggala di Falu agar muplys =
;mllngsmxalmn pqm antara Pomchon X (SUJIANTO) -~
dan Feaohon II (LIE3E A. FONGOH), motelah dipemubi =
gyarat-gyarat perkawinen mamuxut wms-thdms } —

10. Honotapkan ...
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3. Menolapkan biayas poikarn sebeuvar Rp.25,000,~(dua =

luh 1ioa ribu supiah) dibayar oleh pars Pemchon j —
— Dendlkianlah ditotapkan pads hari K3 tanggal «——
16 DESBMDER 1900 pombilan puluh tiga oleh kaml § ———
3,30ZHARIOXO,3 .H, Hokim Porgadilan Negeri Palu, punsto~
pan mann dibacakan dimie, perpidangan yang tertukn ——
untuk Umun dongan dihadiri olch ARINA, Panitera Pungga~

nti vexta para Pomchon ,

PANTTERA - PENGGAMTI, I 4 K IUN
i
td, iul, !
(A xR D 1t 4} (_3,30BARDOKD,3 H )

URATAR BIAYA-RYAYA 5

1. Matoradi Pepctapan J sorsssacsessvierense Rp. 1.000,-
2. Bea Redalgl Penotapun ] scstovectsvanvne Rp. 10000'_
3, Upah Twlio Pnno:tapam J eceacrervesraqens Dp. lomo;" A

4. Pr-.nm'llmt/ Transport } resrsscsccnreens Rpozzom’“
JUnLill sgeeseses npo25-000;' i
DUA {A_RIDOD RUPIAI).

Phdasan roumi diborilian kepada Powchon (SUJTLATO dan-

LIESE A. ICNGOH) atos peenintuannya sondivi ,——————==

TICADI ST DALY

Annuaiomy )

mfﬂoyésw
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LAMPIRAN II
PENETAZFRAR

OMORY 26/Pat.F/198 VPN P ALY
Y SR
A |21" DEMI KEADILAN DERDASARKAN KETUIANAN YANG MAHA ESA *
. .5-':" 1
Ay

v

. d—-—-—r}zngadilan NoSer:l ¥lan I Palu di Palu, yang bersidang 41 -
Kantor Pengadilan Negoeri FPalu yang memeriksa dan mongndili per
kara perdata daleom peraiilan tingkat partama telpgh menotapkan-

dalam poriara para pomohon 1
= 1+ DATAHAN TOGU LUMDAN TOBING-, wrur 21 tohun, agoma Xristen~
Proteptan pelcerjaan r-ogawai Negori Sipil, ber-
tompat tinggal dA Jelon Kanna Nomor 29 Perum =

~ nas Nolaroa, Palun } .

= 2+ RAHMAWATI, umur 19 tnh\m; asma’ Inlan; bartempat tinggs) - ;
di Darn Pemmu; Knopgmatgn Dolo; Kalupetean Dong-

gala §

~ oolanjutnya dlaetut Pemohon ~Pemohon }

Tongrdilnan Negorl 3Zarsebut |

Telah membpon surat-~surpt peritara }

Teleh nondenfgor Xeterangan para pemohon }
m—————=Tnloh mondenger keternngon pars spkol darli pors pemchon ;
ZENTANG DDURNYA PRIKARA

w=—llonimbang, bahwa para pemchon Adengan surat permohsnannya -

tertangsal Polu, 23 Mol 1993, yeng kemudian did, "tarkan 41 Ke
panitornst Tengndilan Hogeri Palu dibawpeh NO,26/PdAt,P/193Y -
PH.R AU toleh mengajultan/mensgenukakan hal=hal yang pada pokok -~

nya sobnagni borikut
1 Dishwa antara Pamohon ynkni eeorang lelpki ysng monganut ega-

my Krioten Froteoton dongnn neoranz wirdin beragoma Iclem, =

tolph torinlin hutungan cinta kasih dgn 49lsh sepekat sobagel
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L] 2 L]

ordon sugmi feteri untukc membentuk dgn membina rumah tsngean
‘rang bahpgin melolul perkcawinan dlhadwpan Fegawal Pencetat Per-

kavingn pada Kantor Oatatan Sipil )
2. Bphwa kendatipun digntara Pemohon terdepat perbedacn sga~ .
mn, in enma Kxristen Protestnon dan Islgm, namun pora orang
tua kandung dari Foemohon toleh momberi 1jin ssrty meres-

tui rencana porkawinnn ¥emohon, dimena Pemohon tetegn me=

T \\ meluk agemonya masing-maping 3
3¢ Bahwn Mphltnmah Agung delem salah ocatu putusannyas in eneu p
putuogn RogeN0, 1400 K/Pat/1986 tenggal 20 Januari 1985 -
atno parmohonsn ANDYI VONKY GMII.I'; pada pokolnya derpen-
dmoat bohwa dnrd nsan porbedamn sgrma dari ocalon susmd =
ioterl tidak mermmoken larangan perkawinan dan kenyataan
torJadinya banyaek perkawinan yang diniptkan oleh mereka

Yang berlainan agana maka tidalkleh depat didengrkan kplau
kerenn kokorongan hulrum, kenyotann dan kebutuhan sosiale
asportl torsobut Aibinrkmn tidak terpecahken sscpran hukum;

‘Iko.rena membigrkon maoplsh tersebut berlarut-larut pasti-
nkno menimbullcon dompak-dampek negatif di eegi kohidupen
bormnoyaraknt maupun agoma yang morupuken penyelundupan-
ronyolundupan nilnie-nilnal sosiagl maupun egama dan atosu =

hukum pooitif .
~~~Dordaoarkan hal«hal yung telgh dikomukekan mohon kironys

Pengndilan Nogori Xlao I Pelu, menutuskan dan menetgplon so—

baga)l barikut t=-
~ Mongabulkan perxmohonan Pemchon nsluruhnyn )

~ Mombari 1zin kcpada Pemohon untuk melangsungkan poerkaninegn
21 hndmpon Peganal Ponoatat Peritawingn pada Kantor Catatan

31pid Kadbupaton Donggd;\ d4 Palu }

- Hnmorintnhkm..o.ooooooo
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-~ Memerintohkan Pogawal Penocatntsn Porkaminan pada Kantor -
Oaéntun Sipil Kabtupaten Donggnl.a di Falu agnr supays Me -
longowngkan perizaninan antara Tamohon ynil BATAHAN LUMBAR-

,,’% TOBING dengan RAIMATATI } —
(ll/‘ " Blaya monurut hukum e
' ' ) --—-l-!ouimbg.m;, bahwa pada hard poraidnnsan yang telph ditetp~

kan, para Pamohon hadir pendiri diporaids,nsan- Yang atans per=

tanyoan Hakinm parn pemchon menyataka.n tetsp pada permohongn =
nya sonulg d;u; t1dak skkan monambgh semuptu lagi !
llenimbang, buhva untuwc menguatkan 4alil~dalil pormohonan= ‘

- nya pora pemohon taloh mengajulcan dipersidangan Qghﬂnt buk

‘l:.fn. barupna .
” 1: Poto oopy Kortu Penduduk tartonggsl 6 Juni 1993 10, 408/PB-RLA
V1/91 sn. Batshon Togu (Duktd Pele1 ) §

2. Toto copy gltta kelphiran :tartmg'gnl 30 Nopeaber 1990 Nomer
. 10328/%/X1/1990 ani Batehan Togu { bukti PII2.) 3
3 Foto copy ourat koterangon darl orang tup/wali pomohon w——
Datahan -1'05;& tortenggal Palu 1993 yang memberl igin untuk
Jawin (Dukts P.I.3 );

4+ Surnt izin nikeh dorl Kepsln Dinae Kehutanan Propinel De=
erah Tingltat I Julawesl Tengeh tertanggal 29 Mei 1993 NOJ
857/0368/B,T.Us yang 1oinya memberi ttin kamin kepada ——

- Dotghon Togu Lumbna Tobing ( Buwets PoXed o
~ Dukii P.I.1 n/d; P.I:4 ndalph alat bukti dari Pomohon I =
Datehpan Togu Inmbnn Tobing }

~ Dohwa Wkt Foled 0/de Peloed poatolgh dicocolgkagn dengnn as-
linya tornyata ococok don telph dimaptersikan sscukupoys 7 =
- Surpt=furpt bukti daxd Pemohon IX (Rohmawati ).
1« TFoto copy Kartu tendn Penduduk sementara dori Kephrle Deoa
Pawunu tertanggal 18 Mei 1993 Nomor s 357/KTP~8/D-P/V/93

(bukticeeosravsacsonas
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(Tuktd PeIXel) o

SR 2, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran , tertanggal 20 Mare% 1593
AN - ' "

<y Nomor 82/DISP/DI/IIT/93, (Buktd P.IXe2 ) § :
f: Y ;""-’;! \,;.'?E3. Foto ocopy surnt koteranman derl orang tus/wall Rehmawati -
!_ '..." '! Ca I-a'
e S tortonggal 25 Med 1993 tontang izin lawin (Buctd P.II.3 ).

—Dalinvg tuktl PoIZs1 0/d.P.IXs3 neteloh dicocokan dangon as-

linya ternysta cocok dan telph dimaptereikan secukupnya }
| —llgnimbang, bohwa Alpt=plat Wicti tersotut para psmohon te-

lah manbenariconnyal
: Monimbang, bahwn celain dari alat-plat bukti torsebut di-

atns pora pemohon tolall mangajukkan pulp spkpei=pgaksd yung ptau
.l

numpah mombexrd kelerangan yang »nda pokoknya nobogail Ldordkut 1

# - Spkai Punohon Batiiign Yo Inunban Tobing o
te Johny L. Tobing o

« Dnliirn pada dan yonm 1lslv, para pemohon dstnang Jdirumash

saliol monyonpni'can maksudaya yaltut parn pemohon ingin/—

Laxmaksud molanenoginn p2tiawinm ¢
= Bahvvn pala wolchn 1tu pneted nanyampatknn kepnda pexrn 1o -
mohon, bDoliwp spakel sudmy ada kata sopalcat, seLad kamu .

bado agena , el 2ara pomehon 2anyatotan bahwy oudsh =-

ada dan baru mangajuken pamuohonan ko Paqgadilan 3
~ Dehiwa ppra prsahon belun panmish mengajuvin. pemochonan ke=
win kepada Kantor Urusan Agwia Jugs Lepada (8reja je—e—-
~ Dohwg welaupun veamohon mengujikan permohonan kawin kepg-
dp Gnrojq; Goro,in Jusn tidnk a'ten mencawinkannyn, larona

penohon barbada agama don kedusnya totsp pada nSomanya -

rasings masing ;
~ Brlivn sakoi pobLagal amidora kandung dari ayah pemohon =

Detahian Tegy Iambon Tobing, dimena b-maknys telsh meninggal
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tania tidok lkoebersten dan tciap menginginksn azar verkari-
nannya ddlangoungican saja menurut Undang-Undang .- .

Kl

~ Dehwn eolisl adalah ibtu kandung dard Parchon Datghon Togu Ium
Lumbgn Tobing, dimana brpaknya tolsh meninggal dunia, ti-
dglc kebarnton kalau 1p kawin dengan pemohon Rohmawatl walp-

pun Larbeda agenn

=~ IDohwg sampal seltararg ind moroka bholum kawin, karona Gere-

Jn t1dnk mou mengawinkcen Xarena masingatipsing berteda sga-

?a }
= Daiwn Udeamping $tu pomohon pemah méngadmcm pormohonpgn =

ko Kgntor Oatnten Sipil Katupaten Donggela untulc dikawin ~
- ka1, tetnpl monurut koterengsn dearl Keantor Catatan Sipil

bohwe harus ada pe{mt:\pan dard Pengpdilan Negoerd Lozl orang

yong berbada sgnnny baru bloa dikawinkan |
~ Nawin keterangan nplcplennlesl didenarikan oleh para pemohon ;=
- Seliul Fomohon Rehmawntd nobpgal borikut

Te DTAKO PAKAMNDI s
~ Bohwa gobptal orah knndung dard ansk nama Rahmawati yalitu

romohon paotujfu kowin dongan lolski nama Batahan Togu Lunban-

Tobing saalkon totny pada agamanya Ynitn Ialam §
- Dahwa Datrlian Togu Lumbpn Toding tidak pemsh mengalnk pe
mohon Rahmavati ke Kontor Urunan Agema den Gersja, sebad =

kodﬁmu,ra tatap pndo nEamanys masing-nasing , karsna dikots-

hulnyn peimachonannya altan ditolpk §

2e E_?_'?A I"TJ\H ]
= Balip gelaku It kandung dari Pemohon Rahmawati, netuju ke—

win donran lolaki Batahoan Togu Lumban Tobing nealltnn tetep

pt\dﬂoonlo--ooooooto
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| totrp rada agomanys § ‘
= Dshma eampai nekprung 1a belum kawin, Xarena adanya bonturan

Yoltu para pemohon maesinn-masing bortetap padasgemanyn, ~

Yoltu Iaslam dan Krdston Yrotostan
= Dahwg ndapun kedatpgon snkal di Pangadilan Negori, agar
Tongadilon dppat meaborl penctopan agar anak syl ini dn-

rat melmgoungkon porkevinghnyn |§
= Baohwa keterangan encsl=saltal torsetmt dibenarkon pnra pe -

mohon §
—=-Meonimbeng, bLphwa akhicnya toluh burlangsung hal~hsl nepar-
%1 torcantum dnlom burita ncara pemeriksasn perkaran i.ui; Fohg
41dnk termugt dalem yertimbrncun putusan 1111; alten toimpl wie=
twe @ermaraingiat uridlan pertindangan putumnn ini; meka hal -
tersobut dldngaep twut termuat Aan dipertimbangkan dwlom pu-

fuenn ini —_— —_

~==eManimbaneg, bohrn gkhlirmya ltedua pemohon tidsk akan nenrg

Julkan ceminty legd drn mohon ponetepon -

——llenivbsng, btahwg Aema Opn tujuen pormohonan para pemohon

adiolah sepertl tergelut dlntun ini jee——
~—tionimbdbang, bLphwa inti darl pyimohonan para pemohon adalah

atar Taensnddlen Hegerd Xlao I Telu mengoluarksn ponelppan sgar
prra pemohen molangeungkan poricawinencya pada Pencgtatan pada
Kantog: Cntut::,{n Uipil Dnareh Vkt,1II Kabupatsn Donngele }ew—m—m

S

mmeedenintang, bohiwe menvrutb Undang=Undpng Moot tabun 1374 -
tentung perkpwinmn yo. FPe NOG9 tohun 1975 dpn Unigng-Undang
§0.22 Th,1346 yoiYndang-Undang NO. 32 tahun 1934, bohwa Ddagl

: - marnika yare mogzacngkan perkawinan mepurut pgena Iolam, makas

péneatatannyn dlpaionn oleh PI'Ml bordasarkan Undnng:-Undnns -
M0. 22 tahun 1946 yo. Undang-Undang KU.32 Tghun 1954, sodang-
kan nelgin morektn itu maka pencatatan pericc -inpnnya dilaku =
kan ai Kantor Catabon Sipil ¥aoal 2 oyat 2 Undang - Undang -

N°.1...l....t..l..
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NOs1 Tohun 1374 )
{oe=~Mealmbang, tahwa in cano *ernyats parn pemohon adplah
berboda sgama dnan mading=-masing tidak mau melepaskgn cge
manyn mnning—mﬁsing sohingza bYerdaoarkan Undang-Undang o—
ternsbut diatan tentunya kedua Pencatat FPeritawingn torsebut
pltgn menolaknyn untul moncutgit pervaninannya spabiln para

penohon mengajukan permintipan ponoatatan prrkawinpgnnya §-

denysan alanan berbeda agema |}
—-—-Monimbnn.st-, hehwa donsan demikian para pomchon fnga yakin
bahwp ppodila pars pemo).zon mongnJjukan pormohonan kepada =
kodug inotensl torpebtut, tentunyg cltan monolpknys sahingga
ufrm dnear itu para pemohon langoung mengnjuken pormehongn
pada Pengndilan untuwk menctapkan agar kepada Kentor Cata-
tan 81pil Kabupaten Donggadn yang ostu-sotunys lzominglcl -
han Lorhpk mengaminkan parn pemohon, tanpa mongnjulian por=
mohsnpn lebih dnhulu kepada keduga Poncatateh porkarwinagn -

Heraolut
1 deeMonimbang, bahwa Mol yong demikian dppat pula ditep =
eirkan, bahwa parn pemohon berkochendagk untuk melangoung -
lknn perievdngn dengan tidnk menghiraukan lagdl status age-

monya Masing-mauing }
—~—enimbang, bahwa berdaserkan ketergngan tervebut diatas,
mpka porkawingn para ponchon dppeb dllangsungkan dihnde -
pan Pogawad Toncntaton pada Kantor Catatan Sipil Knbpnten

Doti Y1 Dongzalu -
-—--I‘Teni.mbnng; Lohwa nebastailmana dikemukpkan 4intpn, bsh-
o fermyatn parn pemolion bolum pernah mensajukan anoho—-
npn pnrkn\vi.ﬁnn Yepndn Pegownl pencatat parkawinpn, den =-
apablla para pomohon dilarusion mendopat penold_r.c.n labih-
dohulu dari kedua penoatat perkawingn torsetut, baru der-
hak mengajwcnn permohonan Agin keawln kcpg‘a.rangr.\d.tlan -

Negerio;.;.nn-.......
STATUS PERKAWINAN ANTAR ... ARSYAD SAID




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

la.

¢

Srmm—)

fﬁ;f*~«\{;\ Ferord (Panal 21 ayat 3 Undong=Undeng RO.1 tshun 1974 ), -
- ”~ . 'm"u ' .

(,I' ;.“ _“,/l ndnlah guatw hal yeng torlalu formil sedbad hal teresebut hg .
\ )T

\

: : o,_-—" rva monyangkut soul acpra » oobnal jelpo welapupun para pemohon

L]
e

mangajwicpn poannohonan perkaminan torseaht; kedug Foguwal -
' Panentst DPorkpvinan tersebut: akan manolnknya pulas deéngan -
dagar para penohon berhadp nenma don ini tentunyn skan me-
_ Falinn welttu yang lamn ].,,-_{:i dan tidalt k=2leh pentingmyn pula
Parn pamohon feluh mengseluarkgn banyak 'biaya; tenaSa; 80 -
hingee apn ymg dikchondgo.ti 0laeh Undeng-Undang K0.14 tahun 1
I £~hun 1970 pnsE\I 4 ovat 2, bahwp }‘er'wgp‘dilgn f1lekukgn do -
E3an sederhenpn, cepet, blayn ringan, javh dari horapan pe-
dnﬂgﬁ:an '.i,.:ﬁailnya Juge tetep gkan spma Juga » Faitu Penga -
dilgn totpp ekrn memerintohkpn keppda Pencatst pada Kantor
Catnten Sipil th!p;nter_l Datl IX Donganla untuk melangsunge
kon rerkawinan parn penchon yang satu-satunya dapat melpng-

vunskan perkaovinee peva ypemchon
gia;,——nrﬂenimbmr, balwe tearnyatn padas dararmya keternngnn kedun
orang tun pura penohon monghendoki/ti9gk keberaton kalagu =

parkarinpgn pars pumohon Uilanrmaunckan dihgdapan Pegawal -

-
Fencntint padp Lantor Catuben &3pll Kabupaton Dati II Dong-

&ala &an Yomohon Datahpen Tosu Lumdban Toblna juga tslah men-

drpat 1zin kawin dari ntanan lengnuncnya dalem keduduwiipnnya

nebagnl pegannl negerd ( tulktl P.I.4 );

v ~=Monimbongy bobwn Mehkeralt Agung Republik Indonoeian Juga

pernsh memutus poritarn oemacan ini yoitu dglam putusnnnya
tertonggal 20 Jenuerd 1906 NO.Rez. 1400 K/Fdt./1906 jmamee

.;ih-'—---lﬂonimbgne:, behiwn hardaanrkan pertimbangan-pertimbangan

d¢iatao, moka pexnohenpn vara pemchon tiduk Vertentengen =

dongan hukun dan oloh kerena ith dxpat dikabulkan j———

- I-’-!mpﬂrhlltikm- esenn
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~Nanporiiatikan kXotantuen Undang-Undaeng li0s 14 tahun - I
;;;\l- 1970 don Undong=Undang 10.1 tehun 1979 Joe TPs NO. 1 on
?\I tohun 1975 serta poraturen lein yong varkoenon dengun 1%u,
YA . KRBHEZARKAN
* 1. Mangablkan newshona para pemohon ﬁ
2« Memarintnhiten Pogawel Penoatat pada Kantor Catntem Si~

pil Rphrjad‘-tmx Neotd IX DongAala asfar supayYa melangsung- .
kon perkpivinan antara BATAHAN TOGU LUMBAN TOBING densnan ﬁ
RAHMAWATIT ( poare pouohon ) aatelnh dlpenuhi ayprat-

nyarat parizavinon memirut Undang-Undgng 3

o Monghikum pavra pemochun uniuk Dembayar biays pericare= H
sobooar 1tpe204000,~(Dua puluh ridu rupiah ) .
=—=Donikipnleh ditabppkan dalwn pernidangan Pongadilan Hoegeri

Polu yong diﬁy_obalcarl torbukg uintukl wiua pada dari Salapgas tono-
el tiga bolns Juli 1500 mombllpa puluh tiga oleh lani Xe——
HHMUHAMMAD KASLE Hpalidn Pengadilon lingeri Palu, dlbantu o0loh ~
SUALDA LEMDBAL pebgenl Paniteran Pengsentd pada Pengedilon o -

grr.{ teronimt dangen dlhedlri para pemohon .

PAULTERA REUGE WITC TaR ITAKTIM TERSEBUT

AMLALRAJSFE2AD | . - HONUTLARIAR, RASTY

Yopdar Mara Lersnes C

1e Moteral Penntanan esseevensressvrcees Rp. . 1+000,-
? BinYﬂ rndnkb.t sasctsdescsnrrrsnreneter Rp. 1.000’-
30 Up_t'h t\lliﬂooooaoqooooour-t0.00-0000'. mi 900'-

4o 20dae poanzgllan Tranmporl epsspssasss.RPa1le 309.,_-_-;
" > " .flﬁﬁ‘bf:‘a jwq 2V -

(oo odan _eilhi xveinh.)
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Tindagnn somai aslinyy dikeluarkan untuk dikisiink,n
Kapada Kanker Cutatan 8Sipil Doti TI Donggala i 3 -Jdu ,

sesual Fenetap~n linkim U-nggal 1 Yy 1923~
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